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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengertian pembangunan ekonomi mengalami evolusi seiring 

perkembangan ilmu ekonomi dan perubahan dinamika global. Pada awalnya, 

pembangunan ekonomi lebih didefinisikan secara sempit sebagai peningkatan 

pendapatan per kapita, tetapi dalam perkembangannya, konsep ini menjadi lebih 

luas dengan memasukkan aspek sosial, struktural, dan lingkungan. 

Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, pembangunan ekonomi sering 

dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui peningkatan produksi 

barang dan jasa. Konsep ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith dalam 

The Wealth of Nations (1776), yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi 

dapat dicapai melalui peningkatan spesialisasi dan efisiensi pasar.   

Memasuki abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, definisi 

pembangunan ekonomi mengalami perubahan signifikan. Schumpeter (1934) 

mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya terkait dengan 

peningkatan pendapatan, tetapi juga inovasi, kewirausahaan, dan perubahan dalam 

struktur ekonomi (Schumpeter, 1934).  

Pada dekade 1950-an dan 1960-an, konsep pembangunan ekonomi mulai 

dikaitkan dengan teori pertumbuhan modern, seperti yang dikembangkan oleh 

Harrod-Domar dan Solow. Model Harrod-Domar menekankan bahwa tingkat 

tabungan dan efisiensi modal menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara 

(Harrod, 1939; Domar, 1946). Sementara itu, Solow (1956) mengembangkan teori 

pertumbuhan neoklasik yang menunjukkan bahwa selain modal dan tenaga kerja, 

kemajuan teknologi juga menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi 

(Solow, 1956). 

Pada tahun 1970-an, konsep pembangunan ekonomi mengalami pergeseran 

dari pendekatan pertumbuhan semata menjadi pendekatan kesejahteraan dan 
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pemerataan. Para ekonom seperti Amartya Sen (1981) mengkritik pendekatan 

ekonomi yang hanya berfokus pada peningkatan PDB dan menekankan pentingnya 

kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan individu sebagai indikator 

pembangunan ekonomi (Sen, 1981).  

Pada abad ke-21, pembangunan ekonomi semakin dikaitkan dengan 

keberlanjutan dan inklusivitas. Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2009) memperkenalkan 

pendekatan baru dalam mengukur pembangunan dengan menyoroti faktor 

kesejahteraan sosial, lingkungan, dan kebahagiaan masyarakat sebagai indikator 

yang lebih komprehensif daripada hanya pertumbuhan ekonomi.  Hal ini 

mencerminkan pergeseran paradigma bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga memastikan 

bahwa pertumbuhan tersebut bersifat adil dan berkelanjutan (Stiglitz et al., 2009). 

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pendekatan dalam ekonomi yang 

menggarisbawahi pentingnya distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan 

ekonomi di antara seluruh lapisan masyarakat.   Pendekatan ini tidak hanya 

berfokus pada tingkat pertumbuhan, tetapi juga pada bagaimana pertumbuhan 

tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, 

termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan. Konsep ini berkembang dari 

kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia yang pesat sering kali disertai 

dengan peningkatan ketimpangan pendapatan (Klasen, 2010).  Fenomena ini 

muncul pada era 1960-an di negara-negara berkembang Asia, ketika pertumbuhan 

ekonomi yang cepat tidak diiringi dengan pengurangan ketimpangan (Todaro & 

Smith, 2011).  

Konsep pembangunan ekonomi inklusif berkembang sebagai respons 

terhadap ketidakpuasan terhadap model pertumbuhan ekonomi yang berfokus 

semata-mata pada peningkatan indikator makroekonomi seperti Produk Domestik 

Bruto (PDB) tanpa memperhatikan distribusi manfaat pertumbuhan tersebut (Ali & 

Son, 2007; Anand, Mishra, & Peiris, 2013). Meskipun banyak negara mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang signifikan, distribusi manfaat ini sering kali tidak 

merata, menyebabkan peningkatan ketimpangan ekonomi dan marginalisasi 

kelompok tertentu (Kakwani & Pernia, 2000). Hal ini memunculkan pertanyaan 

penting di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan mengenai bagaimana 
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pertumbuhan ekonomi bisa memberikan dampak yang lebih luas dan merata 

(Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009; World Economic Forum, 2017). 

Indikator pertumbuhan ekonomi konvensional seperti Produk Domestik 

Bruto (PDB) dan PDB per kapita selama ini digunakan secara luas sebagai ukuran 

keberhasilan ekonomi suatu negara (Stiglitz et al., 2009; Todaro & Smith, 2020). 

Namun demikian, indikator-indikator tersebut memiliki keterbatasan signifikan 

dalam mencerminkan kualitas dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Salah satu 

kelemahan utama dari PDB adalah ketidakmampuannya merepresentasikan 

distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. PDB hanya mengukur total 

output barang dan jasa, tanpa memberikan informasi mengenai siapa yang 

memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut (Ali & Zhuang, 2007; Ranieri & 

Ramos, 2013). Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdasarkan 

PDB dapat terjadi secara bersamaan dengan meningkatnya ketimpangan 

pendapatan antar kelompok sosial (Ali & Son, 2007; McKinley, 2010) 

Sen (1999) menekankan bahwa penilaian terhadap kemajuan ekonomi 

seharusnya tidak hanya berfokus pada akumulasi pendapatan, tetapi pada perluasan 

kapabilitas individu untuk hidup secara bermakna. Perspektif ini mendukung 

penggunaan indikator alternatif seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 

menekankan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Kritik terhadap 

PDB juga dikemukakan oleh Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2009), yang menyatakan 

bahwa indikator tersebut mengabaikan distribusi pendapatan, kualitas hidup, dan 

keberlanjutan lingkungan. Dalam karyanya yang lain, Stiglitz (2012) 

memperingatkan bahwa pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan memperdalam 

ketimpangan dan mengancam stabilitas sosial. 

Sejumlah ekonom lainnya juga menyoroti hal serupa. Piketty (2014) 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai distribusi yang adil 

justru memperbesar ketimpangan. Rodrik (2011) menekankan pentingnya 

kebijakan ekonomi yang bersifat inklusif agar manfaat pertumbuhan dapat 

dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Atkinson (2015) dan Milanovic 

(2016) juga mengkritik PDB karena gagal merepresentasikan bagaimana manfaat 

ekonomi tersebar secara sosial dan geografis. 
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Selain aspek distribusi, PDB juga mengabaikan dimensi sosial lain yang 

krusial, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta pelayanan dasar 

lainnya. Sachs (2015), melalui laporan World Happiness Report, menegaskan 

bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur hanya dari pendapatan 

nasional, karena indikator tersebut tidak mencerminkan kualitas hidup yang 

sebenarnya. Raworth (2017) juga mengkritik PDB karena tidak memperhitungkan 

batas-batas sosial dan ekologis dalam pembangunan. Ia memperkenalkan kerangka 

kerja “donat” yang menempatkan akses layanan dasar sebagai fondasi 

pembangunan sosial yang berkelanjutan. Perspektif serupa diangkat oleh Dasgupta 

(2021) yang menyoroti bahwa PDB mengabaikan peran modal sosial dan manusia 

seperti pendidikan dan kesehatan yang merupakan fondasi kesejahteraan jangka 

panjang. Daly (1996) bahkan mengusulkan indikator alternatif seperti Genuine 

Progress Indicator (GPI) untuk memberikan pengukuran yang lebih holistik 

terhadap kesejahteraan ekonomi. 

Kelemahan lain dari PDB adalah ketidakmampuannya menginternalisasi 

biaya lingkungan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Negara bisa mencatat 

pertumbuhan PDB yang tinggi meskipun terjadi deforestasi, pencemaran 

lingkungan, dan degradasi sumber daya alam. Padahal, dampak lingkungan tersebut 

sering kali paling dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin yang paling 

bergantung pada ekosistem lokal (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2010; Costanza, Hart, 

Posner, & Talberth, 2009).  

Daly (1996) menegaskan bahwa PDB dapat merugikan ekosistem dan 

komunitas lokal yang sangat bergantung pada sumber daya alam, dan karenanya 

mendukung GPI sebagai indikator yang lebih inklusif. Dasgupta (2021) juga 

memperlihatkan bahwa pendekatan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan 

PDB telah berkontribusi terhadap krisis ekosistem global. Dalam konteks 

perubahan iklim, Stern (2006) menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang 

masif tidak tercermin dalam perhitungan PDB, meskipun menimbulkan dampak 

ekonomi dan sosial yang luas.  Raworth (2017) kembali menekankan pentingnya 

mengintegrasikan batas ekologi dalam kerangka pembangunan ekonomi. Costanza 

(1997) bahkan menunjukkan bahwa PDB sama sekali tidak memperhitungkan nilai 

ekosistem dan jasa lingkungan yang mendukung kehidupan manusia. Sachs (2015) 
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menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya yang tidak terukur dalam PDB telah 

menimbulkan ketidakseimbangan ekologis yang serius. Jackson (2009) 

menambahkan bahwa pertumbuhan berbasis PDB cenderung mendorong konsumsi 

dan produksi berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. 

Dengan beragam kritik dan keterbatasan tersebut, para ekonom dan lembaga 

internasional mulai mengembangkan dan mendorong penggunaan indikator 

alternatif yang lebih komprehensif dalam menggambarkan kesejahteraan 

masyarakat. Salah satunya adalah konsep pembangunan ekonomi inklusif, yang 

menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengejar 

peningkatan indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi 

juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan (Ali & Son, 2007; 

Kakwani & Pernia, 2000). 

Berdasarkan kajian literatur, para peneliti telah mengidentifikasi beberapa 

dimensi kunci untuk memahami pembangunan inklusif.  Pertama adalah dimensi 

Ekonomi. Dimensi ekonomi dalam pembangunan ekonomi inklusif menekankan 

pentingnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga 

berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan produktivitas ekonomi secara 

menyeluruh. Hal ini mencakup investasi dalam modal manusia, inovasi teknologi, 

dan pengembangan kapasitas produksi yang mampu memperluas kesempatan 

ekonomi bagi seluruh masyarakat (Ali & Son, 2007). Di samping itu, dimensi ini 

juga secara eksplisit berfokus pada penciptaan lapangan kerja produktif yang dapat 

diakses secara luas, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta 

mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Kakwani & Pernia, 2000). 

Ranieri dan Ramos (2013) menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi 

inklusif harus memperluas kesempatan ekonomi agar seluruh individu, khususnya 

kelompok miskin, dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi, dengan akses 

dan partisipasi sebagai elemen utama. Klasen (2010) menekankan perlunya 

kebijakan pembangunan infrastruktur dan investasi di sektor produktif untuk 

menciptakan lapangan kerja dan mendorong stabilitas ekonomi. Habito (2009) 

mencatat bahwa di banyak negara Asia, pertumbuhan tinggi tidak selalu diikuti 

pengurangan kemiskinan, sehingga perlu memastikan pertumbuhan juga 
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meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah. Ravallion dan Chen 

(2003) mengusulkan konsep "pro-poor growth," yaitu pertumbuhan yang secara 

langsung menurunkan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan 

memperbaiki distribusi pendapatan, menegaskan bahwa pertumbuhan harus 

menjadi sarana pemerataan kesejahteraan, bukan hanya capaian makroekonomi. 

Dimensi kedua Pembangunan ekonomi inklusif adalah dimensi sosial.  

Dimensi sosial dalam pembangunan ekonomi inklusif bertujuan untuk secara 

eksplisit mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, meningkatkan keadilan 

sosial, serta memberdayakan kelompok rentan agar dapat berpartisipasi aktif dalam 

proses pertumbuhan ekonomi. Dimensi ini menekankan bahwa pertumbuhan 

ekonomi harus disertai oleh kebijakan redistribusi pendapatan yang progresif, 

perluasan akses pendidikan berkualitas, peningkatan layanan kesehatan yang 

terjangkau, serta penciptaan peluang ekonomi yang adil bagi kelompok-kelompok 

yang selama ini terpinggirkan (Ali & Zhuang, 2007; Kanbur & Rauniyar, 2010).  

Ali dan Son (2007) memandang Pembangunan ekonomi inklusif sebagai 

proses yang menciptakan peluang ekonomi luas dan memberikan manfaat langsung 

bagi kelompok miskin, dengan penekanan pada pengurangan ketimpangan sebagai 

langkah menuju keadilan sosial. Ianchovichina dan Lundstrom (2009) menyoroti 

pentingnya redistribusi manfaat ekonomi, seperti layanan kesehatan, pendidikan, 

dan perlindungan sosial, guna memastikan seluruh masyarakat merasakan hasil 

pembangunan. Kanbur dan Rauniyar (2010) membedakan Pembangunan ekonomi 

inklusif sosial dari pertumbuhan agregat semata, dengan menekankan perlunya 

redistribusi pendapatan dan akses merata ke layanan publik. Bourguignon (2004) 

menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan dan ketimpangan adalah bagian 

integral dari Pembangunan ekonomi inklusif, yang menekankan pencapaian 

keadilan sosial dan kesetaraan peluang di samping peningkatan pendapatan agregat. 

Kemudian dimensi ketiga adalah dimensi universal.  Dimensi akses 

universal dalam pembangunan ekonomi inklusif menegaskan pentingnya menjamin 

ketersediaan dan akses yang setara bagi seluruh masyarakat terhadap layanan dasar, 

seperti pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar, serta 

teknologi informasi dan komunikasi. Dimensi ini menekankan bahwa inklusivitas 

tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi atau pengurangan ketimpangan, 
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melainkan juga memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar 

belakang sosial, ekonomi, atau geografisnya, memiliki kesempatan yang sama 

untuk mendapatkan manfaat dari layanan publik yang mendasar bagi peningkatan 

kualitas hidup dan produktivitas mereka (Ali & Zhuang, 2007; Sachs, 2015). 

World Bank (2009) dan UNDP (2015) menyoroti bahwa akses universal 

terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar mempercepat pengentasan 

kemiskinan dan meningkatkan kapabilitas masyarakat, yang merupakan inti dari 

Pembangunan ekonomi inklusif.  Asian Development Bank (2010) menegaskan 

bahwa investasi dalam infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, dan listrik 

mendukung akses universal dan mendorong inklusivitas, terutama di negara 

berkembang. Sabharwal dan Malhotra (2013) menambahkan bahwa teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) memperluas peluang ekonomi dan pendidikan, 

terutama di wilayah pedesaan. Dimensi ini memastikan bahwa pertumbuhan 

ekonomi hanya dapat disebut inklusif jika semua individu memiliki kesempatan 

yang sama untuk merasakan manfaatnya. 

Dimensi ke empat Pembangunan ekonomi inklusif adalah dimensi 

keberlanjutan. Dimensi keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi inklusif 

menekankan perlunya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung 

secara stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang, tanpa menyebabkan 

kerusakan terhadap sumber daya alam maupun keseimbangan lingkungan. Dimensi 

ini didasarkan pada prinsip bahwa pembangunan ekonomi harus 

mempertimbangkan kapasitas lingkungan dalam menyediakan sumber daya 

sekaligus dalam menyerap limbah atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi inklusif harus 

memastikan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh generasi saat ini tidak 

mengorbankan kesejahteraan generasi masa depan (Sachs, 2015; Costanza et al., 

2009).  

Dalam analisis pembangunan ekonomi inklusif, kemungkinan terjadinya 

trade-off antar dimensi—yakni dimensi ekonomi, sosial, keberlanjutan, dan 

universalitas—sangat mungkin terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat sering 

kali dicapai melalui eksploitasi sumber daya alam dan ekspansi industri yang 

kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat menggerus modal 
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alam dan memperburuk ketimpangan antargenerasi, sebagaimana ditunjukkan oleh 

Arrow et al. (2012). Di sisi lain, kebijakan sosial seperti bantuan tunai atau subsidi 

dapat memperkuat dimensi inklusif secara sosial, tetapi jika tidak disertai 

peningkatan produktivitas, dapat menimbulkan ketergantungan dan mengurangi 

efisiensi ekonomi, seperti dicatat oleh Ravallion (2013). Sementara itu, prinsip 

universalitas dalam penyediaan layanan publik dapat bertabrakan dengan 

kebutuhan akan pendekatan yang kontekstual dan spesifik wilayah, terutama dalam 

konteks geografis dan ekonomi yang sangat beragam seperti di Indonesia, 

sebagaimana diuraikan oleh Kanbur dan Rauniyar (2010). 

Meski demikian, trade-off antar dimensi tidak bersifat mutlak dan dapat 

diminimalkan melalui desain kebijakan yang integratif dan berbasis kebutuhan 

lokal. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pendidikan vokasional 

kontekstual, serta sistem perlindungan sosial yang disertai pemberdayaan ekonomi 

adalah contoh pendekatan yang mampu menciptakan sinergi antar dimensi. OECD 

(2018) menekankan pentingnya koherensi kebijakan lintas sektor agar 

pembangunan tidak berjalan secara parsial.  

Penelitian terkait Pembangunan ekonomi inklusif terus berkembang ke arah 

model dan indikator Pembangunan ekonomi inklusif yang sesuai dengan kondisi 

pada suatu wilayah.  McKinley dan ADB mengembangkan indeks komposit 

Pembangunan ekonomi inklusif di enam negara (Bangladesh, Kamboja, India, 

Indonesia, Filipina, dan Uzbekistan) dengan indikator seperti produktivitas tenaga 

kerja, infrastruktur, kemiskinan, dan ketimpangan. Indeks ini dihitung dengan 

metode skoring dan dikategorikan menjadi tiga hasil: tidak memuaskan, 

memuaskan, dan sangat memuaskan (Mckinley, 2010). Penelitian oleh UNDP dan 

Ramos dkk. di 43 negara berkembang menggunakan tiga indikator utama: 

kemiskinan, ketimpangan (rasio Gini), dan rasio tenaga kerja terhadap populasi 

(EPR).  Indeks ini dinormalisasi dengan metode min-max dan mengukur 

inklusivitas tanpa memasukkan PDB sebagai indikator. Hasilnya bervariasi: 

beberapa negara menunjukkan hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan 

sama sekali antara pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas (Ramos, 2013).  

 World Economic Forum mengembangkan Inclusive Growth and 

Development Index (IDI) sebagai alternatif pengukuran terhadap indikator ekonomi 
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konvensional seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). IDI bertujuan 

menilai sejauh mana manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata oleh 

seluruh masyarakat, bukan hanya pada agregat ekonomi secara keseluruhan. Indeks 

ini diukur melalui tujuh pilar utama, yaitu: (1) pendidikan dan keterampilan, (2) 

infrastruktur dasar dan digital, (3) pekerjaan dan kesempatan kerja, (4) inklusi 

keuangan, (5) perlindungan sosial, (6) kualitas aset dan kepemilikan, serta (7) 

kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru. Pilar-pilar tersebut 

merefleksikan aspek multidimensi dari pertumbuhan inklusif yang mencakup 

pemerataan, keberlanjutan, dan kapasitas partisipasi masyarakat secara luas dalam 

aktivitas ekonomi (World Economic Forum, 2017; Samans, Blanke, Corrigan, & 

Drzeniek, 2017). 

Di Indonesia, BAPPENAS menggunakan Indeks Pembangunan Ekonomi 

Inklusif (IPEI) sebagai alat untuk mengukur inklusivitas pembangunan pada tingkat 

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (Bappenas, 2008).  Sihombing (2022) 

mendefinisikan IPEI sebagai alat untuk mengukur dan memantau tingkat 

inklusivitas pembangunan di Indonesia.  Indeks ini mengukur aspek pertumbuhan 

ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, serta akses dan kesempatan bagi masyarakat. 

Aisyah Safitri (2024) menambahkan bahwa IPEI merupakan tolok ukur penting 

yang menilai bagaimana pembangunan di Indonesia dapat memberikan akses dan 

peluang yang merata bagi semua lapisan masyarakat.  Maryam dan Irwan (2022) 

juga menyatakan bahwa semakin tinggi nilai IPEI, semakin tinggi pula 

kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena mereka memperoleh akses yang lebih 

luas terhadap manfaat pertumbuhan ekonomi.  

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) menggunakan pendekatan 

multidimensi yang mencakup tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; 

serta perluasan akses dan kesempatan, untuk mengevaluasi keberhasilan 

pembangunan (Bappenas, 2018; Ali & Zhuang, 2007). Kelebihan pendekatan ini 

adalah kemampuannya dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif 

dibandingkan dengan analisis tradisional berbasis PDB atau indikator tunggal 

lainnya. Dengan memasukkan aspek sosial, ekonomi, dan pemerataan secara 

terpadu, pendekatan multidimensi tersebut lebih mencerminkan realitas kompleks 
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pembangunan ekonomi yang terjadi di masyarakat (Anand, Mishra, & Peiris, 2013; 

Kanbur & Rauniyar, 2010). 

Penelitian oleh Anand et al. (2013) menegaskan pentingnya pendekatan 

multidimensi untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan, karena indikator 

tunggal sering kali gagal menangkap keragaman dan kompleksitas yang ada dalam 

masyarakat. Dengan mengintegrasikan ketiga pilar ini, IPEI tidak hanya menilai 

hasil ekonomi, tetapi juga menempatkan manusia dan kesejahteraan sosial sebagai 

fokus utama pembangunan. 

Keunggulan IPEI terletak pada kemampuannya untuk diterapkan hingga 

tingkat lokal, seperti provinsi dan kabupaten/kota. Pendekatan ini memungkinkan 

pemerintah daerah untuk mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi dalam 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta merancang 

kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai karakteristik 

wilayahnya (Bappenas, 2018; Mawardi, Widiati, & Taufiq, 2022). Dengan 

demikian, penerapan IPEI di tingkat lokal menjadi instrumen penting untuk 

memperkuat kapasitas daerah dalam mengevaluasi kemajuan pembangunan yang 

tidak hanya terfokus pada indikator agregat nasional, tetapi juga memperhatikan 

dinamika lokal secara lebih detail (Kuncoro, 2004; Siagian et al., 2019). Sebagai 

contoh, penelitian oleh Mawardi et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun 

Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, nilai IPEI-nya tetap rendah karena ketimpangan dan keterbatasan akses 

terhadap layanan dasar masih menjadi masalah utama. 

Dalam praktiknya, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) memiliki 

beberapa keterbatasan dalam mengontekstualisasi kondisi spesifik setiap wilayah. 

Salah satu isu utama adalah pendekatan IPEI yang cenderung fokus pada agregat 

nasional atau regional, yang hanya memberikan gambaran umum tentang tingkat 

inklusivitas pembangunan tanpa secara detail memperhitungkan dinamika dan 

karakteristik unik di setiap wilayah (Kanbur & Rauniyar, 2010; Rauniyar & 

Kanbur, 2010). Misalnya, dua wilayah dengan skor IPEI yang sama dapat memiliki 

kondisi pembangunan yang sangat berbeda: wilayah pertama bisa saja memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun distribusi manfaat yang tidak merata, 

sementara wilayah kedua memiliki pertumbuhan ekonomi rendah tetapi dengan 
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distribusi manfaat yang relatif adil. Pendekatan agregat ini berisiko mengaburkan 

perbedaan esensial antarwilayah, yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan 

pembangunan kurang relevan dengan kebutuhan lokal (Ravallion & Chen, 2003; 

Anand et al., 2013). Oleh karena itu, pengukuran inklusivitas seharusnya lebih 

sensitif terhadap konteks lokal, agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab 

tantangan spesifik di masing-masing daerah. 

Keterbatasan lain dari Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) adalah 

kurangnya analisis terhadap ketimpangan antarwilayah. Meskipun IPEI telah 

mencakup indikator internal seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan 

akses terhadap layanan dasar, instrumen ini masih belum dirancang secara khusus 

untuk mengidentifikasi ketimpangan regional dalam konteks pembangunan yang 

lebih luas (Ravallion & Chen, 2003; Kanbur & Venables, 2005). Sebuah wilayah 

yang memiliki skor IPEI tinggi bisa saja berada di tengah kawasan yang memiliki 

ketimpangan regional yang signifikan, suatu kondisi yang berpotensi menghambat 

stabilitas dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Ravallion dan 

Chen (2003) secara khusus menegaskan bahwa ketimpangan antarwilayah 

merupakan tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif 

secara nasional, karena ketimpangan tersebut dapat menciptakan hambatan 

struktural yang sulit diatasi jika tidak diidentifikasi dan diatasi secara eksplisit. 

Tanpa mempertimbangkan posisi relatif antarwilayah, IPEI kehilangan peluang 

untuk mengevaluasi dan merespons implikasi ketimpangan regional terhadap 

inklusivitas pembangunan secara keseluruhan (Kanbur & Rauniyar, 2010; Anand 

et al., 2013). 

Selain itu, indikator-indikator yang digunakan oleh Indeks Pembangunan 

Ekonomi Inklusif (IPEI) sering kali bersifat umum, seperti angka kemiskinan, 

tingkat ketimpangan pendapatan, serta akses terhadap layanan publik dasar, tanpa 

mempertimbangkan secara memadai konteks lokal yang spesifik. Kondisi geografis 

seperti wilayah pesisir, pedalaman, atau kepulauan, serta aspek sosial dan budaya 

lokal, memiliki dampak signifikan terhadap struktur ekonomi dan partisipasi 

ekonomi masyarakat (Kanbur & Rauniyar, 2010; Sachs, 2015). Setiap wilayah yang 

memiliki dominasi ekonomi pada sektor tertentu seperti pertanian, manufaktur, atau 

jasa memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan membutuhkan indikator 
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pembangunan yang disesuaikan dengan kekhususan tersebut. Analisis 

pembangunan yang terlalu generik berisiko mengabaikan perbedaan lokal yang 

krusial, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang efektif dalam 

mengatasi tantangan pembangunan spesifik di daerah tersebut (Kanbur & Venables, 

2005). Dasgupta (1993) secara eksplisit menegaskan bahwa indikator 

pembangunan harus mempertimbangkan karakteristik lokal agar relevan dan efektif 

untuk perancangan kebijakan pembangunan yang benar-benar mampu menjawab 

kebutuhan unik dari masing-masing wilayah 

Oleh karena itu, penting untuk melengkapi IPEI dengan pendekatan yang 

lebih kontekstual, dinamis, dan berorientasi lokal untuk meningkatkan relevansi 

dan efektivitasnya dalam mendukung Pembangunan ekonomi inklusif.  Salah 

satunya dengan melakukan pemetaan karakteristik wilayah.  Pemetaan karakteristik 

wilayah dapat dilakukan dengan Tipologi Klassen.  Pemetaan berdasarkan tipologi 

Klassen memungkinkan identifikasi daerah-daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berbeda-beda, sehingga 

membantu dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. 

Pemetaan wilayah menggunakan tipologi Klassen sangat membantu dalam 

analisis Pembangunan ekonomi inklusif karena metode ini mengklasifikasikan 

wilayah berdasarkan kinerja ekonomi relatif, seperti pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan per kapita. Tipologi ini mengidentifikasi wilayah-wilayah yang 

membutuhkan intervensi khusus, seperti wilayah yang tumbuh cepat tetapi masih 

menghadapi ketimpangan. Penelitian sebelumnya, seperti oleh Artobolevskii dan 

Takhumova (2018), menunjukkan bahwa tipologi Klassen membantu pembuat 

kebijakan mengidentifikasi wilayah yang pertumbuhannya tidak inklusif, sehingga 

dapat dirancang kebijakan yang lebih adil dan fokus pada kelompok marginal.  

Selain itu, penelitian oleh Kuncoro (2004) menyoroti bahwa wilayah tertinggal 

sering kali memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk meningkatkan 

akses terhadap layanan publik dasar. Tipologi ini juga menunjukkan perbedaan 

kualitas pertumbuhan antar wilayah, bahkan di daerah yang maju sekalipun, seperti 

ditunjukkan oleh Siagian et al. (2019).   Penggunaan tipologi Klassen juga relevan 

untuk memahami disparitas regional di Indonesia, di mana wilayah-wilayah di luar 

Jawa sering tertinggal.  Pemetaan dengan tipologi Klassen memberikan pandangan 
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yang lebih mendalam mengenai kebutuhan kebijakan yang mendukung 

Pembangunan ekonomi inklusif di berbagai wilayah.  

Berdasarkan uraian di atas maka pada disertasi ini akan dilakukan 

pengembangan konsep IPEI dari Bappenas dengan mengklasifikasi karakteristik 

daerah.  

 

1.2 Isu Konseptual 

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), yang dikembangkan oleh 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas), merupakan instrumen penting untuk 

mengukur tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi di berbagai tingkatan 

administratif, baik nasional maupun lokal. Indeks ini secara khusus mengevaluasi 

aspek-aspek penting dalam pembangunan inklusif, seperti pertumbuhan ekonomi, 

pengurangan ketimpangan dan kemiskinan, serta memperluas pemahaman 

mengenai pentingnya distribusi kesempatan ekonomi dan akses layanan dasar yang 

adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Bappenas, 2018; Mawardi, 

Widiati, & Taufiq, 2022).  

Menurut Sihombing (2022), IPEI dirancang untuk memberikan gambaran 

menyeluruh mengenai efektivitas pembangunan ekonomi dalam mencapai 

inklusivitas. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Safitri (2024) menganggap 

IPEI sebagai alat ukur yang krusial, yang tidak hanya mengevaluasi hasil ekonomi 

namun juga menilai seberapa jauh pembangunan tersebut dapat diakses oleh semua 

segmen masyarakat. Pendekatan ini dipertegas oleh Maryam dan Irwan (2022), 

yang mengaitkan peningkatan nilai IPEI dengan peningkatan kesejahteraan 

ekonomi, dimana masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap manfaat dari 

pertumbuhan ekonomi. 

IPEI memfokuskan pada tiga dimensi utama yang dianggap sebagai pilar 

pembangunan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan 

dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan (Taufiq, 2022).  

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali dianggap sebagai syarat mendasar 

bagi tercapainya pembangunan yang inklusif. Todaro dan Smith (2015) 

menekankan bahwa tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, 
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peningkatan kualitas hidup serta pengurangan kemiskinan secara signifikan akan 

sulit dicapai. Sejalan dengan itu, sejumlah penelitian lain seperti Ravallion (2024), 

Bourguignon (2003), dan Dollar dan Kraay (2002) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang kuat memberikan kontribusi nyata terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung proses pemerataan 

pendapatan secara lebih luas. 

Di sisi lain, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan menjadi 

inti dari pendekatan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Dollar dan Kraay 

(2002) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada 

umumnya menguntungkan kelompok miskin, dan bahwa pengurangan kemiskinan 

sangat bergantung pada peningkatan pendapatan kelompok tersebut. Ravallion 

(2004) lebih lanjut mengembangkan gagasan pro-poor growth, yakni strategi 

pertumbuhan yang secara eksplisit diarahkan untuk memberi manfaat kepada 

kelompok miskin, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara efektif. 

Konsep shared growth yang dikemukakan oleh Bourguignon (2003) juga 

memperkuat pentingnya distribusi hasil pertumbuhan yang lebih adil agar 

manfaatnya dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Selain pertumbuhan dan pemerataan, perluasan akses dan kesempatan 

menjadi dimensi penting dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif. Konsep 

broad-based growth menekankan perlunya menyediakan akses merata terhadap 

sumber daya ekonomi agar semua kelompok sosial dapat berpartisipasi dan 

memperoleh manfaat dari proses pembangunan. Todaro dan Smith (2015) 

menggarisbawahi bahwa akses yang setara terhadap pendidikan dan layanan 

kesehatan berkualitas adalah kunci dalam memperkuat partisipasi ekonomi 

masyarakat secara menyeluruh. Barro (1991) juga menunjukkan bahwa 

peningkatan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkorelasi positif 

dengan peningkatan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

lebih merata. Dengan demikian, perluasan akses terhadap layanan dasar ini tidak 

hanya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi inklusif, tetapi juga 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam 

pembangunan jangka  panjang. 
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Peningkatan nilai IPEI menjadi indikator yang menunjukkan bahwa 

kebijakan pembangunan yang diterapkan berhasil dalam menciptakan akses yang 

lebih luas dan kesempatan yang lebih merata, menghasilkan kesejahteraan yang 

lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.  Hal ini menunjukkan bahwa IPEI 

tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai panduan dalam merancang dan 

mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai pembangunan 

ekonomi yang inklusif di Indonesia, kendatipun masih memiliki beberapa 

kelemahan. 

Variabel – variabel yang digunakan untuk menganalisis pembangunan 

inklusif pun bervariasi.  Dalam konteks Indeks Pembangunan Inklusif (IPEI) 

Variabel tersebut dapat diuraikan berdasarkan pilar utama pembentuknya.  

Pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan infrastuktur ekonomi merupakan 

representasi pilar/dimensi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.  Variabel 

ketimpangan dan kemiskinan representasi dari pilar/dimensi pemerataan dan 

kemiskinan.   Kemudian variabel keuangan inklusif, infrastruktur dasar serta 

kapabilitas manusia representasi pilar/dimensi akses dan kesempatan. Variabel-

variabel tersebut tergambarkan pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) 

Sumber : Bappenas.inklusif.go.id 

 

Variabel pertama yang dianalisis karena pengaruhnya terhadap 

pembangunan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 
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ekonomi sering kali dianggap sebagai motor penggerak utama dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2020). Namun 

demikian, dampaknya terhadap pembangunan ekonomi inklusif—yang mengacu 

pada pertumbuhan ekonomi yang merata dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat—sangat bergantung pada berbagai faktor seperti konteks sosial, 

kebijakan yang diterapkan pemerintah, serta struktur ekonomi suatu negara (Ali & 

Son, 2007; Ravallion, 2004). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

tidak otomatis menciptakan inklusivitas tanpa adanya kebijakan redistribusi yang 

efektif, strategi pengurangan ketimpangan, serta penguatan akses terhadap sumber 

daya ekonomi bagi kelompok miskin dan marginal (Bourguignon, 2003; Dollar & 

Kraay, 2002). 

Pertumbuhan ekonomi berpotensi mendorong pembangunan inklusif 

dengan meningkatkan pendapatan nasional dan memungkinkan investasi pada 

sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Bourguignon, 2003). 

Pertumbuhan juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya beli 

masyarakat, mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas. Namun, hubungan 

antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan tidak selalu berlangsung secara 

otomatis. Piketty (2014) memperingatkan bahwa tanpa kebijakan redistribusi yang 

memadai, pertumbuhan justru memperbesar ketimpangan, terutama di negara yang 

bergantung pada akumulasi kapital. Hal ini sejalan dengan temuan World Bank 

(2016) yang menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati 

sektor formal, sedangkan kelompok rentan masih menghadapi hambatan akses 

ekonomi. Kanbur dan Rauniyar (2010) menekankan bahwa pertumbuhan yang 

tidak disertai pemerataan aset berisiko menimbulkan eksklusi sosial. Karena itu, 

kebijakan publik perlu mendorong redistribusi dan pemberdayaan kelompok 

marginal agar pertumbuhan menjadi inklusif. 

Selain itu, pertumbuhan yang tidak memperhatikan keberlanjutan 

lingkungan juga dapat memperlemah inklusivitas. Dasgupta (2001) menyatakan 

bahwa kerusakan lingkungan dapat menimbulkan kemiskinan struktural, terutama 

bagi masyarakat yang bergantung pada ekosistem lokal seperti petani dan nelayan. 

Stiglitz (2012) menyarankan agar kebijakan redistributif juga mencakup akses 
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universal terhadap layanan dasar, investasi daerah tertinggal, dan perlindungan 

sosial untuk mendukung struktur pembangunan yang berkelanjutan dan adil. 

Salah satu variabel kunci lain dalam pembangunan inklusif adalah tingkat 

kesempatan kerja. Ali dan Son (2007) menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi 

inklusif sangat bergantung pada ketersediaan lapangan kerja dan distribusi 

pendapatan yang merata. Akses terhadap pekerjaan tidak hanya meningkatkan 

konsumsi dan investasi domestik, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi. Hal 

ini didukung oleh Ayyagari, Demirgüç-Kunt, dan Maksimovic (2014) yang 

menemukan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan 

pekerjaan bagi kelompok rentan. Tolmacheva (2020) menambahkan bahwa migrasi 

juga turut mendorong dinamika pasar tenaga kerja di Eropa. 

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu diiringi peningkatan 

kesempatan kerja. Leshoro (2013) mencatat adanya fenomena “pertumbuhan tanpa 

pekerjaan” di mana PDB meningkat tanpa penyerapan tenaga kerja yang berarti. Di 

Malaysia, Jajri dan Ismail (2010) menemukan bahwa produktivitas lebih 

dipengaruhi oleh modal fisik dibanding kualitas tenaga kerja. Sementara di 

Tiongkok, Bai, Hsieh, dan Qian (2012) memperkirakan bahwa peningkatan tenaga 

kerja sebesar 10% hanya meningkatkan GDP per kapita sebesar 4%. 

Dalam konteks Indonesia, Astari dan Setiawina (2016) menekankan 

pentingnya efisiensi tenaga kerja dalam meningkatkan pendapatan petani, 

sedangkan Suryahadi, Suryadarma, dan Sumarto (2019) menunjukkan bahwa 

kombinasi program perlindungan sosial dan penciptaan pekerjaan memiliki dampak 

nyata dalam menurunkan ketimpangan dan mendorong pembangunan inklusif di 

tingkat lokal. 

McMillan dan Rodrik (2011) menekankan pentingnya pergeseran tenaga 

kerja dari sektor berproduktivitas rendah seperti pertanian ke sektor 

berproduktivitas tinggi seperti manufaktur. Laporan World Bank (2013), serta studi 

lainnya (Soleh & Suwarni, 2021; Fields, 2012; Lopez & Robertson, 2012; Usman 

& Juliyani, 2018), juga menyatakan bahwa penciptaan lapangan kerja inklusif 

adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Dengan demikian, 

kebijakan penciptaan lapangan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan 
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produktivitas nasional, tetapi juga berperan penting dalam pemerataan manfaat 

pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi inklusif juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan 

infrastruktur ekonomi. Investasi dalam pembangunan sarana infrastruktur diketahui 

memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi suatu negara maupun 

wilayah (Todaro & Smith, 2020). Infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, 

bandara, sistem penyediaan listrik, irigasi pertanian, fasilitas air bersih, serta 

sanitasi, yang secara kolektif disebut sebagai social overhead capital, memiliki 

hubungan kuat dengan perkembangan wilayah yang dicirikan oleh pertumbuhan 

ekonomi tinggi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (World Bank, 2009; 

Calderón & Servén, 2014). Dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, akses 

masyarakat terhadap pasar, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta 

berbagai peluang ekonomi akan meningkat secara signifikan. Kondisi ini pada 

akhirnya akan membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan 

ketimpangan antarwilayah secara efektif, sehingga mendukung tercapainya 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Ali & Pernia, 2003; Kanbur & Rauniyar, 

2010). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi memainkan 

peran penting dalam mendukung Pembangunan ekonomi inklusif. Calderón dan 

Servén (2004) menemukan bahwa kualitas infrastruktur yang lebih baik dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan. 

Ali dan Zhuang (2007) menekankan pentingnya investasi infrastruktur di wilayah 

pedesaan untuk memperluas akses terhadap layanan dasar dan membuka peluang 

ekonomi. 

Estache dan Wodon (2014) menunjukkan bahwa reformasi infrastruktur 

yang berorientasi inklusif dapat mempercepat pengurangan kemiskinan dan 

ketimpangan. Di Afrika Selatan, Perkins, Fedderke, dan Luiz (2005) mencatat 

bahwa investasi pada sektor transportasi dan energi dapat memperluas akses 

ekonomi dan mendukung Pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian di Asia oleh 

Straub dan Terada-Hagiwara (2011) juga menyimpulkan bahwa pengembangan 

infrastruktur berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan 

inklusivitas. 
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Lebih lanjut, Seneviratne dan Sun (2013) menemukan bahwa pembangunan 

infrastruktur di negara-negara ASEAN membantu mengurangi ketimpangan 

pendapatan. Chatterjee dan Turnovsky (2012) menunjukkan bahwa investasi 

infrastruktur yang dilakukan secara merata berdampak positif terhadap penurunan 

ketimpangan dan peningkatan Pembangunan ekonomi inklusif. Temuan serupa 

dikemukakan oleh Jerome (2011), Gajigo dan Lukoma (2011), Lanchovichina, 

Lundström, dan Rodriguez (2013), serta Ali dan Yao (2004), yang secara umum 

menyimpulkan bahwa infrastruktur yang inklusif menjadi fondasi utama bagi 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan manfaat pembangunan bagi 

seluruh lapisan masyarakat. 

Kemiskinan merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi 

pembangunan ekonomi inklusif. Secara konseptual, kemiskinan telah didefinisikan 

dari berbagai sudut pandang. Soekanto (1987) menekankan aspek ketidakberdayaan 

individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup sesuai standar kelompok 

sosialnya. Amartya Sen (1999) memandang kemiskinan sebagai keterbatasan 

kapabilitas, yakni ketidakmampuan untuk mengakses layanan dasar seperti 

pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. UNDP (2022) memperluas definisi 

ini ke dalam dimensi multidimensi, mencakup kekurangan akses terhadap layanan 

publik, standar hidup layak, dan partisipasi sosial. 

Kemiskinan secara langsung memengaruhi inklusivitas pembangunan 

melalui terbatasnya akses individu miskin terhadap layanan dasar seperti 

pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi. Kondisi tersebut 

mengakibatkan rendahnya keterampilan, produktivitas, serta kapasitas ekonomi 

individu miskin, yang selanjutnya membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan 

ekonomi produktif (Sen, 1999; Ravallion, 2004).  Penelitian oleh Demirgüç-Kunt 

et al. (2017) menegaskan bahwa keterbatasan akses ini memperbesar kesenjangan 

sosial dan memperlambat proses inklusi ekonomi. 

Kemiskinan yang bersifat kronis juga secara signifikan berkontribusi 

terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan, yang pada gilirannya dapat 

menghambat distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata (Ravallion, 

2004; Bourguignon, 2003). Kondisi kemiskinan kronis ini menciptakan hambatan 

struktural bagi kelompok miskin dalam mengakses sumber daya produktif, layanan 
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dasar, serta kesempatan ekonomi yang lebih luas, sehingga memperlebar jarak 

antara kelompok miskin dan kaya dalam masyarakat (Ali & Son, 2007; Todaro & 

Smith, 2020). Ketimpangan pendapatan yang meningkat tidak hanya menghambat 

pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperlambat laju penurunan 

angka kemiskinan dan membatasi tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif 

dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Dollar & Kraay, 2002; Stiglitz, Sen, & 

Fitoussi, 2010). 

Dalam perspektif makroekonomi, kemiskinan berdampak negatif dengan 

menurunkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya melemahkan permintaan 

domestik dan mempersempit potensi terciptanya pembangunan ekonomi inklusif 

yang manfaatnya tersebar secara merata. Fadillah (2021) menunjukkan bahwa 

rendahnya daya beli secara langsung menghambat ekspansi kegiatan ekonomi yang 

inklusif karena membatasi permintaan domestik terhadap barang dan jasa yang 

diproduksi. Lebih lanjut, tingginya tingkat kemiskinan juga menyebabkan 

terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan formal, yang 

berperan penting dalam mengelola risiko ekonomi, meningkatkan tabungan, dan 

memanfaatkan peluang investasi produktif (Demirgüç-Kunt et al., 2017; Beck et 

al., 2007). 

Kemiskinan menciptakan dampak struktural yang signifikan terhadap 

pembangunan inklusif, baik melalui hambatan langsung terhadap partisipasi 

ekonomi individu miskin maupun melalui peningkatan ketimpangan dan eksklusi 

sosial yang lebih luas (Ali & Son, 2007; Ravallion, 2004). Oleh karena itu, 

pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses terhadap pendidikan, layanan 

kesehatan, dan inklusi keuangan formal menjadi strategi fundamental untuk 

mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan dalam jangka 

panjang (Sen, 1999; Todaro & Smith, 2020). 

Inklusi keuangan merupakan variabel penting yang secara signifikan 

mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Dengan memperluas akses 

masyarakat—terutama kelompok miskin dan marjinal—terhadap layanan keuangan 

formal, inklusi keuangan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, 

memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan 

partisipasi ekonomi secara luas (Demirgüç-Kunt et al., 2017; Sarma & Pais, 2011). 
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Melalui sistem keuangan yang inklusif dan terbuka, individu dan pelaku usaha 

memiliki peluang lebih besar untuk menabung, memperoleh kredit produktif, serta 

melakukan investasi jangka panjang, yang selanjutnya dapat meningkatkan 

kapasitas ekonomi individu maupun komunitas (Beck, Demirgüç-Kunt, & Levine, 

2007). Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada pencapaian 

pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, stabil, dan berkelanjutan (Ali & Zhuang, 

2007; Todaro & Smith, 2020). 

Berbagai penelitian mendukung pentingnya peran inklusi keuangan dalam 

menciptakan Pembangunan ekonomi inklusif. Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine 

(2007) menunjukkan bahwa perluasan akses ke layanan keuangan dapat 

menurunkan ketimpangan pendapatan. Temuan ini diperkuat oleh Demirgüç-Kunt, 

Klapper, dan Singer (2017) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan 

berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan 

yang lebih adil. Dalam konteks sistem keuangan formal, Neaime dan Gaysset 

(2018) menyoroti pentingnya peningkatan jumlah lembaga keuangan sebagai 

sarana memperluas akses kredit dan tabungan bagi kelompok miskin. Sarma dan 

Pais (2011) juga mencatat bahwa negara-negara dengan inklusi keuangan yang 

tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. 

Studi empiris di India oleh Tiwari dan Shahbaz (2012) menemukan bahwa 

kebijakan keuangan yang inklusif mampu mengurangi ketimpangan wilayah antara 

pedesaan dan perkotaan. Sementara itu, analisis kawasan Asia oleh Park dan 

Mercado (2015) menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan berkorelasi 

dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan pertumbuhan 

yang menyeluruh. 

Penelitian lainnya juga memperkuat korelasi positif antara inklusi keuangan 

dan inklusivitas pembangunan. Studi oleh Omar dan Inaba (2020), Mushtaq dan 

Bruneau (2019), Churchill dan Marisetty (2020), serta Allen et al. (2016) secara 

konsisten menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal menjadi 

katalis utama bagi pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan di berbagai negara.  

Infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi memainkan peran penting 

dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Fasilitas ini meningkatkan 

akses terhadap layanan dasar, mendorong partisipasi ekonomi, dan mengurangi 
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ketimpangan sosial. WHO dan UNICEF (2019) menyebut bahwa keterbatasan 

akses terhadap air bersih dan sanitasi menjadi penyebab utama penyakit yang dapat 

dicegah di negara berkembang, yang memperburuk kerentanan kelompok miskin. 

Investasi di sektor ini memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan 

produktivitas dan pengurangan biaya kesehatan (Hutton & Haller, 2004). Akses air 

bersih juga berdampak positif terhadap kesetaraan gender, karena mengurangi 

beban perempuan dalam pengambilan air dan membuka peluang partisipasi dalam 

pendidikan dan pekerjaan produktif (UN Women, 2017). Sanitasi yang memadai 

turut melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan (Prüss-Ustün et al., 2008). 

United Nations melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menempatkan 

air bersih dan sanitasi sebagai prioritas pembangunan inklusif. Hal ini diperkuat 

oleh temuan Asian Development Bank (2010) yang menunjukkan bahwa investasi 

di sektor ini mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di negara berkembang 

Modal manusia merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif. Konsep ini mencakup kualitas tidak berwujud seperti 

pendidikan, pelatihan, kesehatan, serta keterampilan dan nilai-nilai kerja yang 

mendukung produktivitas.  Pendidikan, sebagai salah satu komponen utama modal 

manusia, memainkan peran penting dalam penyebaran dan pengelolaan teknologi, 

dan negara tanpa modal manusia yang memadai akan kesulitan mengelola aset fisik 

secara efektif (Nelson & Phelps, 1966; Benhabib & Spiegel, 2005). 

Berbagai penelitian menunjukkan hubungan kuat antara modal manusia dan 

Pembangunan ekonomi inklusif. Oyinyela dan Adediji (2017) menekankan 

pentingnya partisipasi sekolah dan produktivitas dalam menciptakan Pembangunan 

ekonomi inklusif di Afrika Sub-Sahara. Kwabena Gyimah-Brempong et al. (2006) 

juga mencatat kontribusi pendidikan tinggi terhadap pertumbuhan pendapatan per 

kapita di kawasan tersebut. Meski tingkat partisipasi sekolah meningkat, kualitas 

pendidikan masih menjadi tantangan utama, sebagaimana dicatat oleh Oluwatosin 

Adeniyi et al. (2020). Di Pakistan, Jalil dan Idrees (2012) menemukan bahwa 

pendidikan di semua tingkatan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan di Nepal, Nowak dan Dahal (2016) menunjukkan bahwa pendidikan 

menengah dan tinggi secara signifikan berkontribusi terhadap PDB nasional. 
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Penelitian di tingkat negara juga menunjukkan hasil serupa. Lin (2002) 

menemukan bahwa pendidikan memiliki peran lebih penting daripada kemajuan 

teknologi dalam mendorong pertumbuhan di Taiwan. Di Indonesia, peran modal 

manusia dalam mendorong Pembangunan ekonomi inklusif diperkuat oleh temuan 

Prabandari (2018) serta Susilo dan Wicesa (2021), yang menunjukkan bahwa 

pendidikan dan produktivitas tenaga kerja membantu mengurangi ketimpangan 

antarwilayah. 

Modal manusia bersama dengan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, 

kesempatan kerja, infrastruktur ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, keuangan 

inklusif, dan infrastruktur dasar, merupakan faktor pendorong utama Pembangunan 

ekonomi inklusif. Variabel-variabel ini mendukung partisipasi ekonomi yang lebih 

luas, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara berkelanjutan. 

Kemudian dalam disertasi ini akan dilakukan analisa Pembangunan 

ekonomi inklusif pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang sebelumnya telah 

dipetakan menggunakan tipologi klassen.  Pemetaan wilayah menggunakan 

tipologi Klassen sangat berguna dalam analisis Pembangunan ekonomi inklusif 

karena dapat mengklasifikasikan wilayah-wilayah berdasarkan kinerja 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita relatif. Tipologi ini membagi 

wilayah ke dalam empat kategori: wilayah maju dan tumbuh cepat, wilayah maju 

tetapi tertekan, wilayah berkembang cepat, dan wilayah tertinggal. Klasifikasi ini 

memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pertumbuhan 

ekonomi, khususnya dalam mengidentifikasi wilayah yang meskipun mengalami 

pertumbuhan, mungkin menghadapi ketimpangan dalam distribusi manfaat 

ekonomi. 

Berbagai penelitian menegaskan pentingnya penggunaan tipologi Klassen 

dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan regional. 

Artobolevskii dan Takhumova (2018) menemukan bahwa beberapa wilayah 

meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, distribusi manfaatnya tidak 

merata, menyebabkan kelompok berpenghasilan rendah tetap terpinggirkan. 

Tipologi Klassen digunakan untuk mengidentifikasi wilayah "maju tetapi 

tertekan"—wilayah yang tumbuh namun tidak inklusif—yang memerlukan 
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kebijakan redistributif untuk memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, 

dan lapangan kerja. 

Kuncoro (2004) menambahkan bahwa pemetaan wilayah melalui tipologi 

Klassen berguna dalam mengidentifikasi daerah tertinggal yang membutuhkan 

investasi signifikan, khususnya pada infrastruktur dan pelayanan publik, guna 

mengatasi hambatan struktural. Dalam konteks ini, strategi Pembangunan ekonomi 

inklusif harus mencakup intervensi terhadap daerah tertinggal untuk mencegah 

peningkatan ketimpangan. Siagian et al. (2019) juga menegaskan bahwa wilayah 

yang tergolong "maju dan tumbuh cepat" belum tentu memiliki distribusi 

pertumbuhan yang merata. Tipologi Klassen memberi panduan penting bagi 

pembuat kebijakan agar tidak hanya melihat pertumbuhan agregat, tetapi juga siapa 

yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut—inti dari pendekatan 

Pembangunan ekonomi inklusif. Fujita et al. (2001) menggarisbawahi relevansi 

tipologi Klassen dalam memahami dinamika pembangunan regional, terutama 

dalam konteks negara berkembang yang mengalami pertumbuhan tidak merata. 

Mereka menekankan pentingnya investasi pada infrastruktur konektivitas 

antarwilayah untuk mengurangi disparitas pembangunan. Temuan ini didukung 

oleh Budiyanto et al. (2018), yang menunjukkan kesenjangan pembangunan antara 

wilayah Jawa dan luar Jawa, di mana wilayah Jawa lebih unggul dalam 

infrastruktur, pendidikan, dan industrialisasi. 

Rodríguez-Pose (2018) menyatakan bahwa disparitas regional yang 

berkelanjutan dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan ancaman terhadap 

stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, tipologi Klassen 

menjadi alat penting untuk mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian 

khusus dalam rangka mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan. Martin dan Sunley (1998) melengkapi temuan-temuan tersebut 

dengan menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah sering berkaitan dengan 

keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi. Wilayah tertinggal kesulitan 

bersaing dengan wilayah maju karena kekurangan modal produktif dan inovasi. 

Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan memerlukan peningkatan akses ke 

sumber daya produktif, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasional. 
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Secara keseluruhan, penggunaan tipologi Klassen dalam analisis 

Pembangunan ekonomi inklusif membantu dalam mengidentifikasi wilayah-

wilayah yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi kebijakan redistributif 

maupun intervensi pembangunan yang lebih mendalam. Dengan pemahaman yang 

lebih baik tentang pola-pola pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antarwilayah, 

pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mendorong 

Pembangunan ekonomi inklusif di seluruh wilayah, memastikan bahwa tidak ada 

kelompok atau wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan. 

 
 

1.3 Isu Kontekstual 

Disertasi ini akan mengkaji perkembangan kondisi perekonomian yang 

terjadi pada wilayah Kabupaten/Kota pada provinsi di Jawa. Pemilihan Pulau Jawa 

sebagai wilayah kajian di lakukan mengingat kedua pulau tersebut merupakan pusat 

ekonomi Indonesia serta berdasarkan analisa pada berbagai data indikator 

perekonomian menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di wilayah Jawa tidak 

inklusif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Pulau 2024 

Sumber : Badan Pusat Statistik (Triwulan 1, 2024) 

 

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat jelas bahwa Pulau Jawa dan Sumatera 

memiliki peran yang sangat signifikan dalam struktur perekonomian Indonesia. 

Kedua pulau ini, secara bersama-sama, menyumbang lebih dari 79% terhadap 



26 
 

Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan Pulau Jawa menjadi kontributor 

terbesar. 

Pulau Jawa berkontribusi sebesar 57,70% terhadap PDB nasional, 

menjadikannya sebagai pusat ekonomi utama Indonesia. Kontribusi ini didorong 

oleh dominasi sektor industri, perdagangan, serta jasa yang berkembang pesat di 

pulau ini. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang paling maju di Indonesia, seperti 

jalan tol, pelabuhan, bandara internasional, dan pusat logistik, semakin 

memperkokoh peran Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional (Produk Domestik 

Bruto Indonesia, Triwulan I 2024).  Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa 

yang mencapai 4,84% mengindikasikan stabilitas ekonomi yang baik. Meskipun 

angka pertumbuhannya tidak setinggi beberapa wilayah lainnya, hal ini 

menunjukkan tingkat kemapanan ekonomi Jawa. Pertumbuhan yang relatif stabil 

ini juga mencerminkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masih terpusat di 

wilayah Jawa, di mana populasi yang tinggi dan urbanisasi memengaruhi struktur 

pertumbuhan tersebut.   

Hingga saat ini pulau Jawa memang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan 

investasi, serta menjadi lokasi dari mayoritas industri manufaktur dan jasa. Namun, 

dominasi Jawa dalam perekonomian nasional juga menimbulkan tantangan terkait 

distribusi kesejahteraan dan ketergantungan yang tinggi terhadap wilayah ini. Oleh 

karena itu, penting untuk melakukan pengembangan ekonomi yang lebih merata ke 

wilayah di luar Jawa guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan berkontibusi 

lebih besar. Kendala-kendala tersebut menunjukkan kemungkinan terjadinya 

pertumbuhan yang tidak inklusif di wilayah Jawa.  Hal tersebut dapat di amati pada 

kondisi kondisi beberapa indikator perekonomian yang diuraikan sebagai berikut. 

Grafik berikut ini akan gambaran umum pergerakan pertumbuhan ekonomi di Jawa  

Gambar 3 menunjukkan Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa menunjukkan 

karakteristik pemulihan bertahap setelah kontraksi akibat pandemi pada 2020. 

Yogyakarta konsisten mencatat pertumbuhan tertinggi, sementara DKI Jakarta 

mengalami pemulihan lebih lambat. Jawa Barat dan Jawa Tengah menunjukkan 

pemulihan yang stabil dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, sedangkan Jawa 

Timur dan Banten mengalami tren moderat. Secara umum, provinsi dengan 

ekonomi lebih kuat sebelum pandemi cenderung pulih lebih cepat. 
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Pertumbuhan ekonomi di enam provinsi di Pulau Jawa menunjukkan pola 

yang serupa sepanjang 2019-2023, dengan penurunan tajam pada 2020 akibat 

pandemi COVID-19, diikuti dengan pemulihan bertahap. Yogyakarta mencatat 

pertumbuhan tertinggi pada 2019 (7,4%), tetapi juga mengalami kontraksi yang 

cukup dalam pada 2020 (-2,5%). DKI Jakarta mengalami penurunan terbesar pada 

2020 (-2,9%) dan pemulihannya relatif lebih lambat dibandingkan provinsi lain, 

dengan pertumbuhan hanya mencapai 2,9% pada 2023. Jawa Barat dan Jawa 

Tengah menunjukkan pemulihan yang stabil, dengan pertumbuhan masing-masing 

5,3% dan 5,0% pada 2023.   Sementara itu, Jawa Timur dan Banten mengalami tren 

pemulihan yang serupa, meskipun pertumbuhan mereka cenderung lebih moderat. 

Secara keseluruhan, provinsi dengan basis ekonomi yang lebih kuat sebelum 

pandemi cenderung mengalami pemulihan yang lebih cepat, dengan Yogyakarta, 

Jawa Barat, dan Jawa Tengah mencatat pertumbuhan tertinggi pada 2023. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tahun 2019-2023 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 2023 

 

Provinsi di Jawa diuntungkan oleh infrastruktur yang lebih baik dan 

konektivitas yang mendukung efisiensi ekonomi. Jakarta dan Yogyakarta 

mengalami pemulihan yang lebih cepat berkat sektor teknologi dan pendidikan, 

sementara provinsi yang bergantung pada ekspor komoditas, seperti Riau, lebih 

terdampak parah. Diversifikasi ekonomi menjadi faktor kunci dalam menjaga 

stabilitas. Provinsi dengan ekonomi yang terdiferensiasi, seperti DI Yogyakarta,  

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan seringkali dianggap sebagai 

sarana efektif untuk mengurangi kemiskinan. Ketika ekonomi suatu negara tumbuh, 



28 
 

umumnya terjadi peningkatan jumlah pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi, 

yang secara langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut ini adalah 

gambaran kondisi tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pada provinsi – 

provinsi di pulau Jawa. 

Gambar 4 Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa bervariasi, dengan Yogyakarta 

memiliki angka tertinggi (12,3%), diikuti oleh Jawa Tengah (10,8%) dan Jawa 

Timur (10,7%). Sementara itu, DKI Jakarta (6,1%) dan Banten (6,0%) mencatat 

tingkat kemiskinan terendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan pusat 

ekonomi besar cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan 

dengan wilayah yang masih bergantung pada sektor tradisional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Tingkat Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi-

Provinsi Jawa Tahun 2019 – 2023 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 2019 - 2023 

Gambar ini juga menunjukkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan 

ekonomi dan pengurangan kemiskinan di beberapa provinsi.  Provinsi-provinsi di 

Pulau Jawa menunjukkan variasi dalam pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

kemiskinan. Yogyakarta memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi (4,1%) tetapi 

juga tingkat kemiskinan tertinggi (12,3%), menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi di provinsi ini belum sepenuhnya inklusif atau terdistribusi secara merata. 

Jawa Tengah (3,5%) dan Jawa Timur (2,9%) juga mencatat tingkat kemiskinan 

yang relatif tinggi, masing-masing 10,8% dan 10,7%, yang mencerminkan 

tantangan dalam pemerataan hasil pembangunan. DKI Jakarta memiliki 

pertumbuhan ekonomi terendah (2,3%) tetapi tingkat kemiskinan yang cukup 

rendah (6,1%), menunjukkan peran dominan sektor jasa dan ekonomi perkotaan 

dalam mengurangi kemiskinan. Sementara itu, Banten memiliki tingkat kemiskinan 
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terendah (6,0%) dengan pertumbuhan ekonomi moderat (3,3%), yang 

mengindikasikan stabilitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan provinsi lain. 

Jawa Barat, dengan pertumbuhan ekonomi 3,6% dan kemiskinan 8,3%, berada 

dalam posisi menengah dalam hal pengurangan kemiskinan. Secara umum, data ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding 

lurus dengan penurunan kemiskinan, terutama jika distribusi pendapatan dan akses 

terhadap peluang ekonomi tidak merata. 

Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif sering kali menjadi penyebab 

utama mengapa tingkat kemiskinan tetap tinggi di banyak provinsi, meskipun 

terdapat peningkatan ekonomi. Salah satu faktor yang mendasari hal ini adalah 

distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Di berbagai 

wilayah, pertumbuhan sering kali didorong oleh sektor-sektor yang lebih banyak 

dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas, sementara 

kelompok masyarakat miskin tidak mendapatkan manfaat yang proporsional. 

Contoh yang relevan dapat ditemukan di Provinsi DI Yogyakarta, di mana 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak sejalan dengan penurunan angka 

kemiskinan yang signifikan. Sektor-sektor dominan seperti pariwisata dan 

pendidikan sering kali melibatkan pekerja informal yang menerima upah rendah 

atau pekerjaan yang tidak permanen. Hal ini menjelaskan mengapa, meskipun 

pertumbuhan ekonominya baik, angka kemiskinan di provinsi ini tetap tinggi, yaitu 

sekitar 11,97%. 

Selain itu, akses terbatas terhadap layanan sosial, seperti pendidikan dan 

kesehatan, memperparah ketidakmampuan kelompok miskin untuk meningkatkan 

kualitas hidup mereka. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, provinsi-provinsi 

dengan angka kemiskinan yang tinggi sering kali masih menghadapi keterbatasan 

dalam menyediakan layanan sosial yang berkualitas. Di Jawa Timur, meskipun 

pertumbuhan ekonomi cukup stabil pada 3,84%, tingkat kemiskinan tetap berada 

pada 10,80%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pedesaan masih 

mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang 

baik, yang pada akhirnya membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik dan keluar dari kemiskinan. 



30 
 

Selain itu, gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi akan "mengalir ke bawah" 

atau trickle-down effect sering kali tidak terbukti efektif.   Kebijakan yang berfokus 

pada pertumbuhan ekonomi belum mampu memastikan bahwa manfaat 

pertumbuhan tersebut sampai kepada kelompok masyarakat miskin. Provinsi Jawa 

Tengah, meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, masih menghadapi 

tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, sekitar 10%. Ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum berhasil menjangkau kelompok 

masyarakat miskin secara signifikan. 

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar terhadap struktur 

perekonomian di banyak provinsi. Beberapa provinsi seperti DI Yogyakarta yang 

sangat bergantung pada pariwisata, dan Riau yang bergantung pada ekspor minyak 

dan gas, sangat terdampak oleh penurunan aktivitas ekonomi global. Meskipun 

beberapa sektor masih mampu bertahan, masyarakat yang bekerja di sektor 

informal paling terdampak, sehingga angka kemiskinan meningkat meskipun 

pertumbuhan ekonomi tetap positif. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi di banyak provinsi di Indonesia belum mampu mengurangi kemiskinan 

secara signifikan karena berbagai faktor. Ketimpangan pendapatan, keterbatasan 

akses terhadap layanan sosial, dan ketergantungan pada sektor-sektor tertentu 

menghambat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, 

diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk memastikan bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan PDB, tetapi juga mengurangi 

kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. 

Gambar 5 di bawah ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat ketimpangan 

di provinsi-provinsi di Jawa pada periode 2019–2023 bervariasi, Secara 

keseluruhan, angka Gini Rasio di provinsi-provinsi di Pulau Jawa menunjukkan 

variasi dalam tingkat ketimpangan ekonomi. 

Yogyakarta memiliki ketimpangan tertinggi dengan Gini Rasio 0,40, diikuti 

oleh DKI Jakarta (0,38) dan Jawa Barat (0,36), yang mencerminkan adanya 

kesenjangan pendapatan yang lebih besar di daerah perkotaan dan pusat ekonomi 

utama. Sementara itu, Jawa Tengah (0,35), Jawa Timur (0,33), dan Banten (0,32) 

memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah, menunjukkan distribusi 

pendapatan yang lebih merata. Secara umum, wilayah dengan sektor jasa dan 
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urbanisasi tinggi cenderung memiliki ketimpangan lebih besar dibandingkan 

wilayah dengan perekonomian berbasis industri dan pertanian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5. Keadaan ketimpangan (rasio gini) dan Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Jawa Tahun 2019 – 2023 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 2019 – 2023 

 

Selain itu, Gambar 5 Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan Gini 

Rasio di berbagai provinsi mencerminkan tingkat kesenjangan ekonomi yang 

bervariasi. Yogyakarta mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 4,1% 

tetapi memiliki Gini Rasio tertinggi (0,40), yang menunjukkan bahwa meskipun 

ekonomi tumbuh pesat, distribusi pendapatan di wilayah ini masih timpang. DKI 

Jakarta, sebagai pusat ekonomi nasional, memiliki Gini Rasio 0,38 dengan 

pertumbuhan ekonomi yang paling rendah (2,3%), yang mengindikasikan bahwa 

meskipun ketimpangan relatif tinggi, pertumbuhan ekonomi di ibu kota lebih 

lambat dibandingkan provinsi lainnya. Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir serupa (3,6% dan 3,5%) dengan Gini 

Rasio masing-masing 0,36 dan 0,35, yang menunjukkan keseimbangan relatif 

antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Sementara itu, Jawa Timur dan 

Banten memiliki Gini Rasio terendah (0,33 dan 0,32) dengan pertumbuhan 

ekonomi masing-masing 2,9% dan 3,3%, menandakan bahwa wilayah ini 

cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan provinsi 

lain. Secara keseluruhan, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 

tidak selalu linear, karena daerah dengan pertumbuhan tinggi seperti Yogyakarta 

justru mengalami ketimpangan lebih besar, sementara provinsi dengan 
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pertumbuhan lebih moderat seperti Jawa Timur dan Banten memiliki distribusi 

pendapatan yang lebih merata. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan 

ekonomi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor yang memengaruhi 

distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi di 

beberapa provinsi didorong oleh sektor-sektor tertentu yang tidak sepenuhnya 

melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. 

Misalnya, sektor jasa modern, industri teknologi, dan keuangan cenderung 

menghasilkan nilai tambah yang tinggi, tetapi kontribusinya pada penciptaan 

lapangan kerja sering kali terbatas. Sektor-sektor ini cenderung memberikan 

manfaat terbesar kepada kelompok yang memiliki akses pada pendidikan tinggi dan 

keterampilan khusus, yang umumnya merupakan kelompok menengah ke atas. 

Sementara itu, masyarakat yang bekerja di sektor informal atau sektor dengan upah 

rendah, seperti pertanian dan perdagangan kecil, tidak menikmati manfaat yang 

proporsional dari pertumbuhan tersebut. 

Di provinsi seperti DI Yogyakarta dan DKI Jakarta, perbedaan akses 

terhadap pendidikan dan keterampilan berperan besar dalam memperparah 

ketimpangan. Akses terhadap pendidikan berkualitas, yang lebih mudah dijangkau 

oleh kelompok berpendapatan menengah ke atas, memberikan kesempatan bagi 

mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal dengan gaji yang lebih 

tinggi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang kurang terdidik atau tidak memiliki 

keterampilan khusus sulit untuk keluar dari sektor informal atau pekerjaan dengan 

pendapatan rendah, yang menyebabkan jurang pendapatan semakin lebar. Dalam 

konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis mengurangi 

kemiskinan atau ketimpangan karena kelompok masyarakat yang sudah mapan 

secara ekonomi mendapat keuntungan lebih besar dari ekspansi ekonomi 

dibandingkan kelompok rentan. 

Ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh urbanisasi yang pesat, terutama di 

provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 

Urbanisasi sering kali memperbesar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan 

pedesaan. Di daerah perkotaan, pendapatan cenderung lebih tinggi karena adanya 
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akses yang lebih baik ke infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan layanan sosial. 

Namun, masyarakat yang pindah ke kota dari wilayah pedesaan sering kali tidak 

memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing dalam perekonomian 

perkotaan. Akibatnya, mereka terjebak dalam pekerjaan sektor informal dengan 

pendapatan yang rendah, sementara masyarakat yang sudah mapan di perkotaan 

dapat terus meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketimpangan antara pendapatan 

di sektor formal dan informal inilah yang memperburuk distribusi ekonomi di 

daerah perkotaan, meskipun provinsi-provinsi tersebut mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang signifikan. 

Selain itu, tingginya ketergantungan pada sektor informal di banyak 

provinsi juga menjadi penyebab utama ketimpangan. Sektor informal umumnya 

tidak menawarkan jaminan sosial atau upah layak, sehingga pekerja di sektor ini 

sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka meskipun perekonomian tumbuh. 

Sebaliknya, kelompok pekerja di sektor formal, yang biasanya terdiri dari kelas 

menengah, dapat menikmati stabilitas pendapatan dan akses yang lebih baik ke 

layanan sosial, yang memperlebar kesenjangan ekonomi antara kedua kelompok 

ini. 

Kenaikan harga properti dan biaya hidup di wilayah perkotaan juga 

memainkan peran dalam memperburuk ketimpangan. Di provinsi-provinsi dengan 

urbanisasi tinggi seperti DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten, lonjakan harga 

properti menguntungkan kelompok kaya yang memiliki aset, sementara masyarakat 

berpenghasilan rendah semakin tertekan oleh biaya hidup yang terus meningkat. 

Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, 

ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk mengakses aset produktif 

seperti tanah dan properti justru memperdalam ketimpangan. 

Faktor lain yang turut memperburuk ketimpangan adalah kebijakan 

redistribusi yang kurang efektif. Meskipun beberapa provinsi memiliki program 

bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan, kebijakan-kebijakan tersebut sering 

kali tidak cukup kuat untuk menyeimbangkan disparitas pendapatan yang sudah 

besar. Di banyak kasus, program-program redistribusi seperti subsidi atau bantuan 

langsung tunai hanya memiliki dampak jangka pendek, sementara ketimpangan 
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struktural yang disebabkan oleh perbedaan akses pendidikan, kesehatan, dan 

pekerjaan tetap bertahan. 

Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan 

ekonomi tinggi, ketimpangan tetap menjadi masalah yang signifikan di provinsi-

provinsi Jawa. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, di mana manfaat dari 

pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, telah menciptakan kondisi 

di mana kesenjangan pendapatan semakin melebar. Untuk mengatasi masalah ini, 

diperlukan kebijakan yang lebih fokus pada redistribusi manfaat ekonomi, 

peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor informal 

agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati hasil dari pertumbuhan 

ekonomi secara lebih adil. 

Gambar 6 mengilustrasikan tingkat pengangguran Tingkat pengangguran 

terbuka di Pulau Jawa menunjukkan variasi yang signifikan meskipun terdapat 

pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi. Yogyakarta memiliki tingkat 

pengangguran terendah (3,0%) dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi (4,1%), 

yang menunjukkan efektivitas penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, Jawa Barat dan 

Banten memiliki tingkat pengangguran tertinggi (7,9% dan 7,8%) meskipun 

pertumbuhan ekonominya relatif baik (3,6% dan 3,3%), mengindikasikan tantangan 

dalam penciptaan lapangan kerja. DKI Jakarta juga mengalami pengangguran 

cukup tinggi (6,0%) dengan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah (2,3%), 

mencerminkan dampak sektor jasa dan urbanisasi terhadap pasar kerja. Jawa 

Tengah dan Jawa Timur menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara 

pertumbuhan ekonomi (3,5% dan 2,9%) dan tingkat pengangguran yang relatif 

rendah (4,3% dan 3,8%). Secara keseluruhan, terdapat indikasi bahwa pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat 

pengangguran, bergantung pada struktur ekonomi dan sektor dominan di tiap 

provinsi. 
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Gambar 6. Keadaan Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Jawa Tahun 2019 – 2023 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa– 2023 

 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah-

wilayah tersebut belum bersifat inklusif, di mana manfaat dari pertumbuhan 

ekonomi tidak menyebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama 

dalam hal penciptaan lapangan kerja. Beberapa faktor dapat menjelaskan fenomena 

ini. Salah satunya adalah struktur ekonomi yang cenderung berfokus pada sektor-

sektor yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, seperti sektor industri 

berteknologi tinggi dan jasa keuangan. Sektor-sektor ini meskipun mampu 

memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, memiliki elastisitas 

penyerapan tenaga kerja yang rendah. Hal ini berarti pertumbuhan yang dihasilkan 

oleh sektor-sektor tersebut tidak memerlukan tambahan tenaga kerja dalam jumlah 

besar karena proses produksi di sektor ini lebih bergantung pada teknologi dan 

otomatisasi. 

Sebagai contoh, Banten yang merupakan salah satu pusat industri 

manufaktur di Indonesia, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, 

industri manufaktur di wilayah ini, terutama di sektor elektronik dan otomotif, 

semakin bergantung pada otomatisasi dan teknologi yang mengurangi kebutuhan 

akan tenaga kerja manusia. Hal ini berdampak pada rendahnya penciptaan lapangan 

kerja baru, meskipun pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Dampak dari 

perkembangan sektor yang tidak padat karya ini terlihat dari tingginya tingkat 

pengangguran di provinsi tersebut. 
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Selain itu, urbanisasi yang cepat juga berkontribusi terhadap meningkatnya 

jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja formal. Provinsi-provinsi 

besar seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat mengalami laju urbanisasi yang 

sangat pesat, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja di 

wilayah perkotaan. Migrasi dari daerah pedesaan ke kota-kota besar untuk mencari 

peluang ekonomi yang lebih baik semakin memperbesar tekanan terhadap pasar 

tenaga kerja. Namun, laju urbanisasi ini tidak diimbangi dengan penciptaan 

lapangan kerja formal yang memadai, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki 

keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh industri-industri modern di kota-kota 

besar. Sebagai akibatnya, banyak pendatang baru yang masuk ke sektor informal 

atau mengalami pengangguran karena tidak memiliki keterampilan yang relevan 

dengan permintaan pasar tenaga kerja perkotaan. 

Lebih lanjut, ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga 

kerja dan kebutuhan industri atau dikenal dengan istilah mismatch juga menjadi 

salah satu penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di wilayah-wilayah 

yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi. Banyak provinsi di Jawa mengalami 

perkembangan di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terampil, seperti 

industri teknologi dan jasa modern. Namun, pendidikan dan pelatihan di wilayah 

tersebut mungkin belum cukup untuk menghasilkan tenaga kerja dengan 

keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Ketidaksesuaian ini 

menyebabkan banyak lulusan baru tidak dapat langsung terserap oleh pasar kerja, 

meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Situasi 

ini dapat dilihat di Jawa Barat dan Banten, yang memiliki banyak industri, namun 

tingkat pengangguran tetap tinggi karena keterampilan yang dibutuhkan oleh 

industri-industri tersebut tidak dimiliki oleh sebagian besar tenaga kerja yang 

tersedia. 

Sektor informal yang masih mendominasi di banyak provinsi di Jawa dan 

Sumatera juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat 

pengangguran. Sektor informal, seperti perdagangan kecil, jasa non-formal, dan 

sektor pertanian di wilayah pedesaan, menyerap sebagian besar tenaga kerja, 

terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Namun, jenis pekerjaan di 

sektor informal sering kali tidak stabil, bersifat musiman, dan tidak menawarkan 
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upah yang layak atau jaminan sosial yang memadai. Hal ini mengakibatkan banyak 

pekerja tetap berada dalam kondisi rentan meskipun mereka bekerja, dan dalam 

banyak kasus, mereka kehilangan pekerjaan ketika sektor informal menghadapi 

tekanan ekonomi atau perubahan kebijakan. Ketergantungan pada sektor informal 

ini memperburuk kondisi tenaga kerja di provinsi-provinsi yang mencatat 

pertumbuhan ekonomi tinggi, karena sektor informal tidak mampu menyediakan 

lapangan kerja yang stabil dan layak dalam jangka panjang. 

Faktor lain yang memengaruhi tingginya tingkat pengangguran meskipun 

terjadi pertumbuhan ekonomi adalah terpusatnya pertumbuhan pada sektor-sektor 

tertentu yang tidak menyebar ke seluruh wilayah atau kelompok masyarakat. Di 

DKI Jakarta dan Banten, misalnya, sektor jasa keuangan dan industri menjadi 

penggerak utama pertumbuhan ekonomi, namun kontribusinya terhadap penciptaan 

lapangan kerja terbatas. Sektor-sektor ini cenderung melibatkan tenaga kerja yang 

terdidik dan terampil, sementara banyak pekerja di sektor lain, seperti konstruksi, 

perdagangan kecil, atau sektor pertanian, tidak merasakan manfaat langsung dari 

pertumbuhan tersebut. Akibatnya, ketimpangan dalam penciptaan lapangan kerja 

menjadi semakin nyata, dengan sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor 

informal atau menghadapi pengangguran. 

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang paling terdampak oleh 

pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi, seperti pariwisata, 

transportasi, dan sektor jasa informal. Banyak pekerja di sektor ini kehilangan 

pekerjaan atau mengalami pengurangan jam kerja selama pandemi, yang 

menyebabkan peningkatan angka pengangguran, terutama di kalangan masyarakat 

berpenghasilan rendah. Meskipun perekonomian mulai pulih, proses pemulihan 

penyerapan tenaga kerja berjalan lebih lambat, sehingga angka pengangguran tetap 

tinggi di beberapa provinsi yang terdampak berat oleh pandemi. 

Secara keseluruhan, kondisi di atas mencerminkan pertumbuhan ekonomi 

yang tidak inklusif, di mana pertumbuhan yang tinggi tidak diiringi dengan 

peningkatan lapangan kerja yang memadai. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

indikator pertumbuhan ekonomi konvensional, seperti peningkatan PDB, tidak 

cukup untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 
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Diperlukan kebijakan yang lebih fokus pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan 

keterampilan, dan perluasan akses ke pekerjaan formal yang layak, agar manfaat 

dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi konvensional berfokus pada peningkatan output 

tanpa memperhatikan distribusi kesejahteraan atau kesenjangan sosial. Sebaliknya, 

Pembangunan ekonomi inklusif memastikan bahwa hasil pertumbuhan dinikmati 

oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan terpinggirkan, 

serta berupaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial (Besley, 

2007). Seperti yang diuraikan oleh Krysovatyy (2023), Pembangunan ekonomi 

inklusif harus mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, 

keadilan sosial, serta pengelolaan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang 

lebih adil dan berkelanjutan. 

Gambar 7 di bawah ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam 

pertumbuhan ekonomi antarprovinsi, indeks Pembangunan ekonomi inklusif 

cenderung stabil di kisaran 5,0 hingga 5,1. Yogyakarta mencatat pertumbuhan 

ekonomi tertinggi sebesar 4,1% dengan indeks inklusif 5,1, menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonominya relatif merata dan dinikmati oleh berbagai lapisan 

masyarakat. Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi yang 

hampir setara, masing-masing 3,6% dan 3,5%, dengan indeks inklusif yang sama, 

yaitu 5,1, yang mengindikasikan distribusi ekonomi yang cukup baik. Sementara 

itu, Banten dengan pertumbuhan ekonomi 3,3% dan Jawa Timur dengan 2,9% 

memiliki indeks inklusif sedikit lebih rendah di angka 5,0, yang dapat 

mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi yang lebih besar dibandingkan 

provinsi lainnya. DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi terendah, yakni 

2,3%, tetapi tetap memiliki indeks inklusif 5,1, yang kemungkinan dipengaruhi oleh 

berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang mengurangi ketimpangan di ibu kota. 

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi tidak selalu mencerminkan tingkat inklusivitas yang lebih baik, sehingga 

diperlukan kebijakan yang memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi tersebar 

secara merata di seluruh lapisan masyarakat. 
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Gambar 7. Perbandingan Rata – rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPEI  pada 

Provinsi di Jawa Tahun 2019 – 2023 

Sumber: Bappenas, Statistik Provinsi Jawa,2022 

 

Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan ekonomi inklusif 

di berbagai provinsi menunjukkan bahwa peningkatan PDB tidak selalu diikuti 

dengan pemerataan manfaat pembangunan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 

(IPEI) menilai bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga sejauh 

mana pertumbuhan itu berdampak pada pengurangan kemiskinan, penciptaan 

lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan sosial. 

DKI Jakarta mencatat IPEI tertinggi meskipun pertumbuhan ekonominya 

sedang, karena manfaat pertumbuhan tersebar lebih merata melalui sektor formal, 

akses layanan publik, dan infrastruktur yang baik. Keunggulan sektor jasa seperti 

keuangan, pendidikan, dan teknologi mendukung penciptaan pekerjaan yang 

inklusif. Sebaliknya, DI Yogyakarta yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih 

tinggi justru mencatat nilai inklusivitas lebih rendah, disebabkan oleh tingginya 

ketimpangan dan dominasi sektor informal yang membuat sebagian besar 

masyarakat tidak merasakan manfaat pertumbuhan secara proporsional. 

Contoh lain adalah Provinsi Banten, yang meskipun ekonominya tumbuh 

cukup tinggi, mencatat IPEI terendah. Pertumbuhan Banten didorong oleh sektor 

industri manufaktur yang padat modal namun minim penciptaan lapangan kerja. 

Ketimpangan pendapatan dan tingginya proporsi tenaga kerja informal turut 

menurunkan inklusivitas pembangunan di wilayah ini. 
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Kesimpulannya, perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan 

Pembangunan ekonomi inklusif terjadi karena pertumbuhan ekonomi 

konvensional, yang sering diukur melalui PDB, tidak selalu mencerminkan 

bagaimana manfaat tersebut didistribusikan di masyarakat. Provinsi dengan IPEI 

yang lebih tinggi cenderung memiliki kebijakan redistribusi yang lebih baik, akses 

yang lebih merata terhadap layanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal yang 

lebih efektif, terlepas dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi mereka. Di 

sisi lain, provinsi yang pertumbuhannya terpusat pada sektor-sektor yang tidak 

menyerap banyak tenaga kerja atau yang memiliki ketimpangan tinggi mungkin 

mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal memberikan manfaat 

yang merata, sehingga memiliki nilai inklusivitas yang rendah. 

 

1.4 Isu Metodologi 

Disertasi ini akan menguraikan Pembangunan ekonomi inklusif dengan 

menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh BAPPENAS, yakni Indeks 

Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai indikator utama.  Analisis 

Pembangunan ekonomi inklusif akan di lakukan pada daerah yang telah dipetakan 

sebelumnya menggunakan tipologi klassen.   

Tipologi Klassen mengklasifikasikan daerah berdasarkan dua dimensi utama, 

yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang sering 

digunakan untuk menganalisis perbedaan kinerja ekonomi antarwilayah secara 

relatif (Kuncoro, 2004; Sjafrizal, 2018). Dalam penelitian Kuncoro (2004), tipologi 

ini diterapkan untuk mengelompokkan daerah ke dalam empat kategori utama, yaitu 

daerah maju, berkembang cepat, terbelakang, atau stagnan. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa klasifikasi berbasis tipologi Klassen efektif dalam membantu 

pemerintah untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih spesifik dan tepat 

sasaran bagi masing-masing kategori wilayah, terutama untuk mengatasi 

ketimpangan regional yang sering kali kurang diperhatikan dalam pendekatan 

pembangunan makroekonomi yang bersifat umum (Sjafrizal, 2018; Artobolevskii 

& Takhumova, 2018). Dengan demikian, tipologi Klassen memberikan panduan 

penting bagi pengambilan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan 

secara regional (Siagian et al., 2019).  



41 
 

Berdasarkan penelitian oleh Ranieri & Ramos (2013) bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak hanya menciptakan nilai tambah secara agregat, tetapi juga 

memperbaiki indikator kesejahteraan sosial di seluruh wilayah. Mereka 

menekankan bahwa tanpa Pembangunan ekonomi inklusif, kesenjangan 

antarwilayah dan antarindividu akan semakin melebar, yang berpotensi 

mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang. Ini sejalan dengan 

temuan Pouw & Gupta (2017) yang menunjukkan bahwa daerah-daerah yang 

tertinggal cenderung terjebak dalam lingkaran setan ketidakmampuan untuk 

mengakses peluang ekonomi, yang pada gilirannya memperparah ketimpangan 

antarwilayah.  Oleh karena itu, analisis Pembangunan ekonomi inklusif yang 

dikombinasikan dengan tipologi Klassen memberikan landasan yang kuat untuk 

merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada angka 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan 

tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang 

tertinggal. Penelitian-penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan inklusif 

dalam pembangunan wilayah, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat ditekan 

dan pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di latar belakang, serta tinjauan 

mengenai isu kontekstual, konseptual, dan metodologi, disertasi ini akan berfokus 

pada pemodelan pembangunan inklusif dengan karakteristik wilayah pada 

Kabupaten/Kota di Jawa.   Beberapa variabel seperti Pertumbuhan Ekonomi, 

Kesempatan Kerja, Infrastruktur Ekonomi, Ketimpangan, Kemiskinan, Keuangan 

Inklusif, Infrastruktur Dasar dan Modal Manusia akan dianalisis untuk melihat 

sejauh mana pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi inklusif.    Analisis ini 

akan mengembangkan konsep IPEI (Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif) yang 

dikembangkan oleh Bappenas, yang mencakup tiga dimensi utama: 1) Inklusivitas 

Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi (PIPP), 2) Inklusivitas Pendapatan dan 

Pengurangan Kemiskinan (PIPK), dan 3) Inklusivitas Akses serta Kesempatan 

(PIAK).  Penelitian ini akan melibatkan 119 (seratus Sembilan belas) 

Kabupaten/Kota pada seluruh provinsi yang ada di Jawa, dengan tujuan untuk 

memahami pengaruh variabel-variabel tersebut dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang lebih inklusif pada berbagai karakteristik wilayah. 
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1.5 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk 

menjawab permasalahan sebagai berikut :   

1. Bagaimana pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Modal 

Manusia, Keuangan Inklusif, Kesempatan Kerja, Ketimpangan, Infrastruktur 

Ekonomi dan Infrastruktur Dasar terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif 

pada berbagai karakteristik wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa? 

2. Apa kebijakan dan program yang efektif dalam mendorong pembangunan 

ekonomi inklusif pada berbagai karakteristik wilayah Kabupaten/Kota di Pulau 

Jawa? 

 

1.6   Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan 

untuk menjawab tujuan berikut :   

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, 

Kemiskinan, Modal Manusia, Keuangan Inklusif, Kesempatan Kerja, 

Ketimpangan, Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Dasar terhadap 

Pembangunan Ekonomi Inklusif pada berbagai karakteristik wilayah 

Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. 

2. Untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif dalam mendorong 

pembangunan ekonomi inklusif pada berbagai karakteristik wilayah 

Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. 

 

1.7 Keaslian dan Kebaruan Penelitian 

Disertasi ini mengembangkan konsep Indeks Pembangunan Ekonomi 

Inklusif (IPEI), yang pada penelitian sebelumnya hanya menjelaskan hubungan 

antar variabel secara agregat tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik antar 

wilayah secara jelas.  Dalam penelitian ini, pengembangan konsep IPEI dilakukan 

berdasarkan perspektif ekonomi regional, yang secara teoritis menegaskan bahwa 

pembangunan ekonomi inklusif dipengaruhi oleh karakteristik spesifik tiap 

wilayah. Variabel-variabel kunci seperti Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan 

Kerja, Modal Manusia, Ketimpangan, Kemiskinan, Keuangan Inklusif, 
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Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Dasar dikaji secara khusus, dengan 

mempertimbangkan tipologi atau klasifikasi wilayah yang lebih detail. Secara 

teoretis, pendekatan ini memperkuat konsep pembangunan inklusif dengan 

menekankan pentingnya perbedaan kondisi awal, struktur ekonomi, dan kapasitas 

institusional di setiap wilayah yang menjadi faktor penentu utama keberhasilan 

pembangunan ekonomi inklusif. 

 

1.8 Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi teori dan metodologis : penelitian tentang pembangunan ekonomi 

inklusif diperlukan karena pendekatan pembangunan konvensional yang 

berfokus semata pada pertumbuhan ekonomi (economic growth) telah 

terbukti tidak cukup efektif untuk menjamin kesejahteraan merata bagi 

seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu 

dapat mengatasi masalah ketimpangan, kemiskinan, dan keterbatasan akses 

masyarakat pada peluang ekonomi secara berkelanjutan. Konsep 

pembangunan inklusif muncul sebagai paradigma alternatif yang 

menempatkan pemerataan dan keberlanjutan sebagai tujuan penting di 

samping pertumbuhan ekonomi itu sendiri.  

Dari perspektif pembangunan regional, perbedaan karakteristik wilayah 

seperti struktur ekonomi lokal, kualitas infrastruktur, dan tata kelola 

pemerintahan merupakan aspek kritis yang memengaruhi efektivitas 

kebijakan pembangunan inklusif. Dengan demikian, penelitian mengenai 

pembangunan ekonomi inklusif secara teoritis penting untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pencapaian inklusivitas, 

serta memberikan dasar ilmiah bagi formulasi kebijakan ekonomi yang tidak 

hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga memastikan bahwa manfaat 

pembangunan dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh kelompok 

masyarakat. 

2. Kontribusi empiris : penelitian pembangunan ekonomi inklusif di Pulau Jawa 

adalah menyediakan pemetaan karakteristik wilayah terpadat di Indonesia 

yang menunjukkan pola pembangunan serta disparitas regional secara lebih 

jelas. Penelitian ini mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor spesifik 
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seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, modal manusia, 

ketimpangan, kemiskinan, keuangan inklusif, dan infrastruktur yang dominan 

mempengaruhi inklusivitas pembangunan di tingkat regional Jawa. Hasil 

empiris tersebut memberikan dasar kuat dalam mengevaluasi efektivitas 

kebijakan pembangunan daerah serta membantu pemerintah pusat maupun 

daerah dalam merumuskan strategi pembangunan berbasis data, khususnya 

dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah, sehingga kebijakan yang 

diambil menjadi lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran 

3. Kontribusi kebijakan: temuan penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi 

pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih adil, guna 

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan 

meningkatkan pemerataan pendapatan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa 

secara lebih komprehensif. 



 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1   Pembangunan Ekonomi Inklusif 

Pembangunan ekonomi inklusif telah menjadi paradigma dominan dalam 

wacana pembangunan kontemporer. Paradigma ini menekankan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari seberapa cepat output nasional 

meningkat, tetapi juga sejauh mana manfaat dari pertumbuhan tersebut terdistribusi 

secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, 

dan terpinggirkan (Todaro & Smith, 2015). Pendekatan ini lahir dari kritik terhadap 

model pertumbuhan konvensional yang terlalu fokus pada agregat makroekonomi 

seperti Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa memperhatikan kualitas distribusinya. 

Kritik tersebut diperkuat oleh temuan empiris bahwa pertumbuhan tinggi 

sering kali tidak diikuti oleh pengurangan kemiskinan atau ketimpangan. 

Sebaliknya, pertumbuhan yang tidak inklusif justru dapat memperdalam 

kesenjangan ekonomi, meminggirkan kelompok lemah, dan menciptakan 

ketidakstabilan sosial (Stiglitz, 2012; Piketty, 2014). Oleh karena itu, pendekatan 

inklusif menuntut pertumbuhan yang disertai perluasan akses terhadap pendidikan, 

layanan kesehatan, infrastruktur, pekerjaan produktif, serta perlindungan sosial bagi 

kelompok rentan. 

Konsep pembangunan inklusif juga menggabungkan dimensi pertumbuhan, 

pemerataan, dan partisipasi, serta sangat selaras dengan pendekatan kapabilitas 

manusia yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999). Dalam pendekatan ini, 

pembangunan dianggap berhasil bila mampu memperluas kebebasan substantif 

individu, termasuk kebebasan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan 

berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selain menjadi wacana ilmiah, 

pembangunan ekonomi inklusif juga menjadi bagian penting dari agenda kebijakan 

global, sebagaimana tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs), 
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terutama Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan 

Pertumbuhan Ekonomi), dan Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan) (UNDP, 

2015). Dengan demikian, secara teoretis maupun praktis, pembangunan ekonomi 

inklusif memberikan kerangka normatif dan operasional yang kuat dalam 

merancang strategi pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan 

 

A. Grand Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif 

Teori pembangunan ekonomi inklusif berfokus pada prinsip bahwa 

pembangunan ekonomi harus menghasilkan pertumbuhan yang merata, partisipatif, 

dan berkelanjutan. Tujuan utama pembangunan inklusif adalah memperluas 

manfaat pertumbuhan ekonomi kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk 

kelompok marjinal, dengan menciptakan kesempatan kerja produktif, menurunkan 

ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Ali & Son, 

2007; Anand et al., 2013). 

Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, teori pertumbuhan endogen 

yang dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer memberikan fondasi 

teoritis yang relevan dan kuat. Lucas (1988) menempatkan modal manusia (human 

capital) sebagai pendorong internal utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Menurut Lucas, investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja tidak hanya 

meningkatkan produktivitas tetapi juga menciptakan pertumbuhan berkelanjutan 

yang berasal dari kemampuan internal sistem ekonomi itu sendiri. Sementara 

Romer (1986, 1990) menambahkan bahwa inovasi teknologi dan pengetahuan 

merupakan faktor internal (endogen) yang terus mendorong pertumbuhan. Romer 

menekankan pentingnya investasi pemerintah dalam penelitian, pengembangan, 

serta difusi teknologi yang menghasilkan eksternalitas positif secara luas. Dengan 

inovasi yang terus-menerus berlangsung, pertumbuhan ekonomi dapat 

dipertahankan secara berkelanjutan dan menghasilkan manfaat yang tersebar secara 

luas dalam masyarakat. 

Kaitan utama antara kedua teori ini terletak pada peran sentral modal 

manusia dan inovasi sebagai alat mencapai tujuan pembangunan inklusif. Dalam 

pembangunan ekonomi inklusif, modal manusia berupa pendidikan, keterampilan, 

dan pengetahuan menjadi fondasi kunci agar setiap individu memiliki kesempatan 

berpartisipasi aktif dalam perekonomian, sehingga mengurangi kesenjangan sosial-
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ekonomi. Begitu pula, inovasi teknologi yang didorong oleh investasi dalam 

pengetahuan dapat menciptakan lapangan kerja produktif, meningkatkan efisiensi, 

serta memperluas akses ekonomi yang merata ke berbagai lapisan masyarakat 

(Romer, 1990; Lucas, 1988). 

Dengan demikian, integrasi teori pertumbuhan endogen Lucas dan Romer 

dalam pembangunan ekonomi inklusif menunjukkan bahwa investasi dalam modal 

manusia dan inovasi bukan hanya menciptakan pertumbuhan yang tinggi tetapi juga 

memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, merata, dan 

berkelanjutan. Hal ini memberikan dasar kuat bagi kebijakan pembangunan 

ekonomi yang berorientasi inklusivitas, di mana penguatan kapasitas sumber daya 

manusia dan dorongan terhadap inovasi menjadi inti dari strategi pembangunan 

yang efektif.  

 

B. Pengukuran Indikator Pembangunan Ekonomi Inklusif.  

1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) 

Pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi suatu negara sudah 

tergolong inklusif atau tidak inklusif dapat diketahui dari besaran Indeks. Indeks 

Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau 

sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur 

inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, 

ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan (Bappenas, 2019). 

Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif atau disebut dengan indeks Indeks 

Pembangunan Ekonomi Inklusif (Inklusive Growth Index = IGI) merupakan angka 

yang menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh suatu 

negara maupun wilayah provinsi maupun kabupaten/kota yang ada dalam negara 

tersebut.  

Besaran yang dihasilkan oleh Inklusive Growth Index (IGI) dapat 

dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aktivitas pembangunan 

yang telah dilaksanakan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur 

inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, 

ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri 
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dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan 

ekonomi inklusif. 

a) Pilar I yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi, terdiri dari 3 sub pilar 

yaitu: 

1) Pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari 3 indikator;  

2) Kesempatan kerja yang terdiri dari 3 indikator dan  

3) Infrastruktur ekonomi yang terdiri dari 3 indikator.  

b) Pilar II yaitu Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan yang terdiri 

dari 2 sub pilar yaitu: 

1) Ketimpangan terdiri dari 3 indikator;  

2) Kemiskinan yang terdiri dari 2 indikator;  

c) Pilar III yaitu Perluasan Akses dan Kesempatan yang terdiri dari 3 sub pilar 

yaitu: 

1) Kapabilitas manusia terdiri dari 3 indikator;  

2) Infrastruktur dasar terdiri dari 2 indikator; dan  

3) Keuangan inklusif terdiri dari 2 indikator.  

 

Kriteria Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Inklusif adalah:  

1) Jika besarnya indeks yang dicapai 1 – 3 masuk katagori “tidak memuaskan. 

2) Jika besarnya indeks yang dicapai 4 – 7 masuk katagori “memuaskan”  

3) Jika besarnya indeks yang dicapai 8 – 10 masuk katagori “sangat memuaskan” 

 

 

2. Indeks Komposit Perekonomian Inklusif 

Metode pengukuran indeks komposit pertumbuhan inklusif yang 

dikembangkan oleh McKinley (2010) dan Asian Development Bank (ADB) 

dirancang untuk menangkap dimensi pertumbuhan ekonomi yang lebih luas 

daripada sekadar kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB). Indeks ini 

dikembangkan dengan mengintegrasikan berbagai indikator yang mencerminkan 

distribusi manfaat pertumbuhan, peluang ekonomi yang setara, serta keberlanjutan 

dalam pembangunan ekonomi. 



49 
 

Secara khusus, pendekatan McKinley dan ADB mengukur indeks 

pertumbuhan inklusif melalui tiga pilar utama, yaitu: 

1. Pilar Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth)  

Pilar ini menggunakan indikator yang merefleksikan kinerja ekonomi makro, 

seperti tingkat pertumbuhan PDB per kapita dan kestabilan ekonomi secara umum. 

Pilar ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang stabil sebagai syarat 

mendasar dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif (McKinley, 2010). 

2. Pilar Kesempatan Ekonomi dan Pemerataan (Equity and Opportunity)  

Pilar kedua mencakup indikator-indikator yang berkaitan dengan pemerataan 

pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta kesempatan kerja yang setara. Indikator 

yang digunakan umumnya adalah tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan 

(misalnya indeks Gini), tingkat pengangguran, akses pendidikan, dan partisipasi 

pasar kerja. Dengan pilar ini, McKinley dan ADB ingin memastikan bahwa 

pertumbuhan ekonomi menghasilkan manfaat yang terdistribusi secara adil dan 

dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, terutama kelompok miskin dan 

terpinggirkan (McKinley, 2010; ADB, 2011). 

3. Pilar Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental 

Sustainability) 

Pilar ketiga ini mencakup indikator yang berkaitan dengan keberlanjutan sosial dan 

lingkungan, seperti akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, serta dampak 

lingkungan dari aktivitas ekonomi. Tujuan dari pilar ini adalah memastikan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang berlangsung tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga 

mampu menjaga keberlanjutan jangka panjang dari aspek sosial dan lingkungan 

(McKinley, 2010; ADB, 2011). 

Untuk mengukur indeks komposit ini secara praktis, setiap indikator yang 

dipilih dinormalisasi ke dalam suatu indeks standar (misalnya skala 0–1 atau 0–

100). Kemudian, hasilnya diintegrasikan dengan memberikan bobot tertentu kepada 

setiap indikator berdasarkan tingkat relevansi dan kepentingannya. Selanjutnya, 

indeks komposit diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian indikator dengan 

bobotnya masing-masing. Dengan demikian, pendekatan McKinley dan ADB 
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menghasilkan indeks tunggal yang mampu menggambarkan kinerja pembangunan 

ekonomi secara multidimensi, bukan hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi tetapi 

juga dari aspek pemerataan, kesempatan, dan keberlanjutan. 

Pendekatan ini sangat relevan bagi pembuat kebijakan, karena memberikan 

dasar empiris yang jelas dan komprehensif untuk mengevaluasi dan merancang 

kebijakan pembangunan yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan (McKinley, 

2010; ADB, 2011) 

3. Inclusive Growth and Development Index (IDI) 

Inclusive Growth and Development Index (IDI) merupakan metode 

pengukuran komprehensif yang dikembangkan oleh World Economic Forum 

(2017) dengan tujuan mengevaluasi pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari aspek 

kenaikan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga memperhitungkan seberapa 

merata manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut dirasakan oleh masyarakat. IDI 

menekankan pentingnya inklusivitas sebagai bagian integral dari pembangunan 

berkelanjutan. Secara metodologis, IDI mengukur inklusivitas melalui tiga dimensi 

utama, yaitu: 

a. Pertumbuhan dan Pembangunan (Growth and Development)  

Dimensi ini mengukur kinerja ekonomi melalui indikator-indikator standar 

seperti tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, 

produktivitas tenaga kerja, tingkat lapangan kerja, serta stabilitas ekonomi 

makro. Tujuannya adalah mengevaluasi kondisi fundamental ekonomi yang 

mendukung pembangunan jangka panjang dan memastikan bahwa 

pertumbuhan berlangsung secara stabil dan konsisten. 

b. Inklusi (Inclusion)  

Dimensi ini mencakup indikator yang secara khusus menilai distribusi manfaat 

pertumbuhan ekonomi secara luas. Indikator dalam dimensi ini meliputi tingkat 

ketimpangan pendapatan (misalnya indeks Gini), tingkat kemiskinan, akses 

terhadap kesempatan kerja yang layak, serta inklusi keuangan dan partisipasi 

ekonomi perempuan. Dimensi ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi 

memberikan manfaat nyata kepada semua lapisan masyarakat, terutama 

kelompok rentan dan marjinal. 
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c. Kesetaraan Antar Generasi dan Keberlanjutan (Intergenerational Equity and 

Sustainability)  

Dimensi ini menggunakan indikator-indikator yang mengukur kemampuan 

ekonomi untuk mempertahankan pembangunan dalam jangka panjang tanpa 

merusak peluang generasi mendatang. Indikator utama pada dimensi ini 

mencakup akses terhadap pendidikan yang berkualitas, ketersediaan layanan 

kesehatan dasar, perlindungan lingkungan hidup, serta investasi jangka panjang 

dalam infrastruktur dasar dan digital. 

Setiap dimensi dari IDI terdiri dari beberapa pilar spesifik sebagai berikut: 

1) Pendidikan dan keterampilan 

2) Infrastruktur dasar dan digital 

3) Pekerjaan dan kesempatan kerja 

4) Perlindungan sosial 

5) Kualitas aset dan kepemilikan 

6) Inklusi keuangan 

7) Kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru 

 

Dalam implementasinya, data yang diperoleh pada masing-masing pilar ini 

dinormalisasi terlebih dahulu dengan menggunakan skala standar (misalnya skala 

0–1 atau 0–100). Selanjutnya, data tersebut diberi bobot relatif berdasarkan 

relevansi dan urgensi dalam konteks inklusivitas pembangunan ekonomi. Setelah 

proses pembobotan selesai, indeks komposit inklusif kemudian dihitung sebagai 

agregasi tertimbang dari seluruh indikator yang telah dinormalisasi tersebut. 

Metode pengukuran IDI ini membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi 

area prioritas yang memerlukan intervensi lebih lanjut dan memastikan bahwa 

strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan tidak hanya mengejar target 

pertumbuhan ekonomi secara agregat tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari 

pertumbuhan tersebut dirasakan secara adil, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh 

masyarakat (Samans et al., 2017; WEF, 2017). 

4. Indeks Inklusifitas Perekomian 

Metode pengukuran Indeks Inklusifitas Perekonomian atau Inclusive 

Economic Index (IEI) yang dikembangkan oleh United Nations Development 
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Programme (UNDP) bersama Ramos, Ranieri, dan Lammens secara rinci dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Metode IEI dikembangkan oleh Ramos et al. (2013) bersama UNDP untuk 

menilai inklusivitas ekonomi secara lebih luas dibandingkan dengan indikator 

ekonomi tradisional. Indeks ini menggabungkan berbagai dimensi sosial dan 

ekonomi yang mencerminkan tingkat inklusivitas dalam pembangunan ekonomi, 

yaitu: 

a) Dimensi Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi  

Indikator pada dimensi ini mencakup pertumbuhan pendapatan riil, volatilitas 

pendapatan, serta stabilitas ekonomi secara umum. Tujuannya adalah untuk 

memastikan bahwa ekonomi bertumbuh secara berkelanjutan dan tidak 

fluktuatif, sehingga menciptakan kondisi stabil untuk pembangunan jangka 

panjang. 

b) Dimensi Kesetaraan Sosial (Equity)  

Pada dimensi ini, indikator yang digunakan mencakup ukuran-ukuran 

ketimpangan pendapatan seperti indeks Gini, rasio pembagian pendapatan antar 

kelompok (misalnya kuintil pendapatan), serta indikator ketimpangan gender. 

Dimensi ini menekankan pentingnya pemerataan dalam distribusi manfaat 

pertumbuhan ekonomi. 

c) Dimensi Inklusi Sosial (Social Inclusion)  

Dimensi ini meliputi indikator-indikator seperti tingkat pengangguran, 

partisipasi angkatan kerja, akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, 

kesehatan, serta perlindungan sosial. Indikator-indikator ini mengukur sejauh 

mana masyarakat secara aktif dan setara berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi 

dan sosial. 

Dalam implementasi praktisnya, masing-masing indikator terlebih dahulu 

dinormalisasi menggunakan metode standar seperti min-max scaling atau Z-score 

untuk memastikan indikator memiliki skala yang sama. Kemudian, indikator-

indikator tersebut diberi bobot tertentu berdasarkan relevansi dan urgensi masing-

masing indikator terhadap konsep inklusivitas ekonomi yang diukur. Setelah itu, 

indeks komposit IEI diperoleh dengan cara mengagregasi seluruh indikator yang 



53 
 

telah dinormalisasi dengan bobotnya masing-masing.  Metode ini memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai tingkat inklusivitas ekonomi suatu negara 

atau wilayah dan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang tidak 

hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa 

pertumbuhan tersebut inklusif, adil, dan berkelanjutan. 

 

2.1.2    Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu 

ekonomi yang merujuk pada peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk 

menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Teori pertumbuhan ekonomi 

berfungsi untuk menjelaskan sumber, mekanisme, dan dinamika pertumbuhan 

tersebut, serta bagaimana pertumbuhan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. 

Sejak abad ke-18, para ekonom telah mengembangkan berbagai teori untuk 

menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang mendorong kemajuan ekonomi 

dan bagaimana negara-negara dapat mempercepat proses pertumbuhan mereka.  

 

A. Perkembangan Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Berikut ini merupakan perkembangan utama teori pertumbuhan ekonomi 

dari klasik hingga kontemporer. 

 

1. Teori Klasik 

Teori pertumbuhan klasik merupakan pendekatan awal yang menjelaskan 

pertumbuhan ekonomi sebagai proses akumulasi modal dan perluasan tenaga kerja 

dalam kerangka pasar bebas. Tokoh sentral dalam teori ini adalah Adam Smith, 

David Ricardo, dan Thomas Malthus. 

Adam Smith dalam An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 

Nations (1776) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 

spesialisasi kerja, efisiensi pasar, dan akumulasi kapital. Ia menekankan pentingnya 

pasar bebas dan pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas. David 

Ricardo menambahkan unsur law of diminishing returns, terutama pada sektor 

agrikultur. Pertumbuhan penduduk dan penggunaan lahan pertanian, produktivitas 

marjinal akan menurun, yang pada akhirnya membatasi pertumbuhan. Thomas 
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Malthus dalam An Essay on the Principle of Population (1798) melihat 

pertumbuhan penduduk sebagai ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia 

berargumen bahwa penduduk tumbuh lebih cepat daripada produksi pangan, 

sehingga dalam jangka panjang akan terjadi kemiskinan dan stagnasi ekonomi. 

Meskipun bersifat deterministik dan pesimistis, teori klasik meletakkan dasar 

penting dalam pemahaman tentang peran akumulasi modal, tenaga kerja, dan 

sumber daya dalam pertumbuhan ekonomi. 

 

2.  Teori Pertumbuhan Neoklasik  

Teori neo-klasik dikembangkan pada pertengahan abad ke-20 untuk 

menanggapi keterbatasan teori klasik. Model paling berpengaruh dikembangkan 

oleh Robert Solow (1956) dan Trevor Swan secara terpisah. Model ini 

memasukkan teknologi sebagai faktor utama dalam pertumbuhan jangka panjang. 

Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tiga faktor utama: 

akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi yang bersifat 

eksogen. Salah satu kontribusi penting dari model ini adalah penjelasan tentang 

steady-state growth, yaitu kondisi di mana ekonomi tumbuh secara stabil setelah 

penyesuaian terhadap akumulasi modal dan pertumbuhan populasi.  Solow juga 

memperkenalkan konsep diminishing returns to capital, yang menyatakan bahwa 

setiap tambahan investasi akan menghasilkan peningkatan output yang semakin 

kecil, sehingga pertumbuhan tidak bisa bertumpu pada investasi fisik saja. Model 

ini memprediksi bahwa negara-negara miskin akan tumbuh lebih cepat daripada 

negara maju jika memiliki akses terhadap teknologi yang sama, dalam proses yang 

dikenal sebagai conditional convergence. Namun dalam praktiknya, konvergensi 

ini tidak selalu terjadi karena perbedaan dalam kelembagaan dan kualitas sumber 

daya manusia. 

3.   Teori Pertumbuhan Endogen 

  Berbeda dari pendekatan Solow, teori pertumbuhan endogen menolak 

asumsi bahwa teknologi bersifat eksogen. Teori ini, yang dikembangkan oleh 

Romer (1986), Lucas (1988), dan Barro (1991), menjelaskan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dapat berkelanjutan melalui mekanisme internal seperti inovasi, 

peningkatan pengetahuan, akumulasi modal manusia, dan pembelajaran dalam 
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proses produksi. Romer (1986) menekankan peran spillover effects dari 

pengetahuan sebagai sumber pertumbuhan produktivitas yang tidak mengalami 

diminishing returns. Lucas (1988) menyoroti pentingnya modal manusia, 

khususnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, dalam mendorong 

pertumbuhan jangka panjang. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik seperti 

subsidi pendidikan, investasi pada riset dan pengembangan (R&D), serta 

perlindungan hak kekayaan intelektual dapat memengaruhi tingkat pertumbuhan 

melalui jalur inovasi dan akumulasi kapabilitas teknologi. 

4.  Teori Pertumbuhan Schumpeterian 

 Teori ini mengacu pada pemikiran Joseph Schumpeter yang menekankan 

bahwa pertumbuhan bersumber dari proses inovasi dan creative destruction—yakni 

penghancuran struktur ekonomi lama oleh struktur baru yang lebih produktif. 

Dalam teori Schumpeterian, pelaku usaha yang inovatif menjadi motor penggerak 

pertumbuhan melalui penciptaan produk dan teknologi baru. Dalam versi modern, 

teori ini dikembangkan oleh Aghion dan Howitt (1992) melalui Schumpeterian 

Growth Model yang menempatkan kegiatan riset dan pengembangan sebagai inti 

pertumbuhan. Pertumbuhan dipahami sebagai hasil dari kompetisi antarfirma dalam 

menciptakan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi. Model ini juga 

menjelaskan dinamika siklus pertumbuhan dan kemunduran teknologi, serta 

hubungan antara regulasi pasar, tingkat persaingan, dan tingkat inovasi. 

5.   Teori Harold Domar  

 Dalam sejarah pemikiran ekonomi pembangunan, teori Harrod-Domar 

menempati posisi penting sebagai salah satu model awal yang menjelaskan 

bagaimana perekonomian dapat tumbuh secara mantap dari waktu ke waktu. 

Meskipun pada awalnya dirumuskan dalam konteks ekonomi makro Keynesian 

pasca-Depresi Besar, teori ini kemudian dikembangkan menjadi kerangka untuk 

merancang strategi pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara 

berkembang. 

 Teori ini pertama kali dikembangkan secara terpisah oleh Roy Harrod pada 

tahun 1939 dan Evsey Domar pada tahun 1946, tetapi memiliki struktur dan asumsi 
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dasar yang serupa sehingga dalam literatur dikenal sebagai model Harrod-Domar. 

Inti dari model ini adalah gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 

dua faktor utama, yakni tingkat tabungan dan efisiensi investasi yang tercermin 

dalam rasio modal terhadap output (capital-output ratio). Dalam kerangka ini, 

tabungan masyarakat akan dikonversi menjadi investasi, dan investasi tersebut akan 

menghasilkan pertambahan output yang proporsional, tergantung pada efisiensi 

penggunaan modal.  

 Model ini berasumsi bahwa hubungan antara investasi dan pertumbuhan 

output bersifat tetap, dan seluruh tabungan akan diinvestasikan secara produktif. 

Oleh karena itu, untuk mencapai target pertumbuhan tertentu, negara harus menjaga 

kestabilan tabungan dan meningkatkan efisiensi investasi. Dalam konteks ini, teori 

Harrod-Domar menjadi sangat populer dalam perencanaan pembangunan negara-

negara berkembang selama dekade 1950-an hingga 1970-an, karena memberikan 

kerangka operasional sederhana dalam menghitung kebutuhan investasi untuk 

mencapai sasaran pertumbuhan tertentu 

 

B.   Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Inklusif 

 Pertumbuhan ekonomi secara konvensional didefinisikan sebagai 

peningkatan output riil suatu negara dari waktu ke waktu, biasanya diukur melalui 

kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ini sering dijadikan 

indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi karena mencerminkan 

kapasitas suatu negara dalam menciptakan kekayaan. Namun, dalam dua dekade 

terakhir, muncul kritik yang kuat terhadap pendekatan pertumbuhan yang hanya 

berorientasi pada agregat makroekonomi dan mengabaikan dimensi distribusi, 

partisipasi, dan keberlanjutan. Kritik inilah yang melahirkan konsep pembangunan 

ekonomi inklusif. 

 Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang 

menekankan siapa yang berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dan siapa yang 

memperoleh manfaat darinya. Dengan kata lain, pertumbuhan tidak cukup jika 

hanya menciptakan nilai tambah secara nasional; ia harus mampu menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan terpinggirkan. 
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Oleh karena itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif 

menjadi krusial dalam menentukan kualitas pembangunan. 

 Secara teoretis, hubungan keduanya dapat dijelaskan dalam kerangka pro-

poor growth, yakni pertumbuhan yang memberikan manfaat lebih besar secara 

proporsional kepada kelompok miskin. Ravallion dan Chen (2003) menekankan 

bahwa pertumbuhan ekonomi baru bisa disebut inklusif jika mampu menurunkan 

tingkat kemiskinan dan ketimpangan secara simultan. Dalam konteks ini, 

pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memperluas 

akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial. 

 Studi oleh Ali dan Son (2007) yang dilakukan oleh Asian Development Bank 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai kebijakan redistributif 

cenderung lebih efektif dalam memperkuat pembangunan inklusif. Mereka 

menyatakan bahwa inklusivitas pembangunan hanya bisa terjadi bila negara 

berperan aktif dalam menyediakan layanan dasar dan menciptakan lingkungan 

ekonomi yang memungkinkan partisipasi penuh seluruh warga negara. 

 Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

inklusif tidak selalu linear. Di banyak negara berkembang, pertumbuhan tinggi 

justru memperbesar ketimpangan karena didominasi oleh sektor padat modal atau 

terkonsentrasi di wilayah tertentu. Seperti yang dicatat oleh Piketty (2014), ketika 

pertumbuhan tidak disertai mekanisme distribusi yang adil, maka pengembalian 

modal akan lebih besar daripada laju pertumbuhan ekonomi, sehingga memperkuat 

konsentrasi kekayaan dan melemahkan inklusivitas. 

 Dalam laporan World Development Report (World Bank, 2013), dijelaskan 

bahwa kualitas pertumbuhan lebih penting dibanding kecepatan pertumbuhan. 

Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja luas, menjangkau sektor 

informal dan usaha kecil-menengah, serta menurunkan hambatan terhadap 

partisipasi perempuan dan kelompok marjinal, cenderung mendorong inklusivitas 

dan memperluas pemerataan kesejahteraan. 

 Amartya Sen (1999) juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi baru 

dapat disebut inklusif apabila mampu memperluas kebebasan substantif manusia, 

termasuk kebebasan dari kelaparan, kebodohan, dan kemiskinan. Dalam 

pendekatan capability, pembangunan inklusif dipahami sebagai proses memperluas 
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kapabilitas dasar seluruh warga negara, dan pertumbuhan ekonomi menjadi sarana 

untuk mendanai dan memperluas akses terhadap kapabilitas tersebut. 

 Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

inklusif bersifat saling bergantung. Pertumbuhan menyediakan sumber daya untuk 

membiayai program-program inklusif, sementara inklusivitas memperkuat fondasi 

pertumbuhan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, 

dan perluasan pasar domestik. Dalam kerangka kebijakan pembangunan jangka 

panjang, pertumbuhan dan inklusivitas tidak dapat dipisahkan—keduanya harus 

menjadi satu kesatuan yang saling menopang 

 

2.1.3   Kesempatan Kerja 

A.    Konsep Kesempatan Kerja 

 Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator utama dalam menilai 

kinerja pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Konsep ini tidak hanya 

merujuk pada jumlah pekerjaan yang tersedia, tetapi juga mencakup aksesibilitas, 

kualitas, dan kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan. Berbagai penelitian 

sebelumnya telah mengkaji pengertian dan makna strategis dari kesempatan kerja 

dalam konteks pembangunan, baik dari sisi teoritis maupun empiris. 

 Penelitian oleh Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa kesempatan 

kerja adalah situasi di mana setiap individu yang mampu dan bersedia bekerja dapat 

memperoleh pekerjaan yang produktif dan memberikan pendapatan yang layak. 

Mereka menekankan bahwa pekerjaan tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk 

memperoleh penghasilan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan 

kesejahteraan, memperkuat kapabilitas sosial, dan mendorong partisipasi dalam 

pembangunan. Dalam pandangan ini, pembangunan ekonomi yang berhasil bukan 

hanya ditandai oleh peningkatan PDB, tetapi juga oleh peningkatan jumlah dan 

kualitas pekerjaan. 

 Penelitian empiris oleh Kapsos (2005), yang dilakukan dalam kerangka 

International Labour Organization (ILO), mendefinisikan kesempatan kerja sebagai 

“jumlah posisi pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja yang aktif secara 

ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal, yang mampu menyediakan 

pendapatan dan memberikan perlindungan kerja minimal.” Dalam studi tersebut, 

Kapsos juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja yang stabil dan layak 
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sangat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, 

khususnya di negara berkembang. 

 Dalam studi oleh Wicaksono dan Firmansyah (2020) yang meneliti 

keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia, 

ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu otomatis menciptakan 

peningkatan kesempatan kerja, terutama ketika pertumbuhan tersebut lebih banyak 

ditopang oleh sektor padat modal daripada sektor padat karya. Oleh karena itu, 

mereka menggarisbawahi bahwa kesempatan kerja harus dipahami secara 

kontekstual, yakni sebagai hasil interaksi antara dinamika ekonomi makro, struktur 

industri, dan kebijakan ketenagakerjaan. 

 Sementara itu, Sen (1999) dalam pendekatannya tentang capability 

menyatakan bahwa kesempatan kerja harus dimaknai lebih luas sebagai “freedom 

to work” atau kebebasan untuk memilih jenis pekerjaan yang bermakna dan sesuai 

dengan kemampuan individu. Bagi Sen, pekerjaan yang layak merupakan sarana 

untuk memperluas kapabilitas manusia, karena melalui pekerjaan seseorang tidak 

hanya memperoleh penghasilan, tetapi juga memperoleh harga diri, keanggotaan 

sosial, dan ruang partisipasi dalam masyarakat. 

  

B.   Hubungan Kesempatan Kerja dengan Pembangunan Inklusif 

 Pembangunan ekonomi inklusif secara mendasar bertujuan untuk 

menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara agregat, tetapi juga 

menyebar dan partisipatif. Dalam kerangka ini, kesempatan kerja merupakan salah 

satu jalur utama melalui mana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat diakses oleh 

masyarakat luas. Kesempatan kerja tidak hanya berfungsi sebagai sumber 

pendapatan, tetapi juga sebagai sarana keterlibatan sosial, penguatan kapabilitas 

manusia, serta jembatan mobilitas ekonomi. Oleh karena itu, ketersediaan 

pekerjaan yang layak dan inklusif menjadi indikator kunci keberhasilan 

pembangunan ekonomi yang berkeadilan. 

 Secara teoritis, hubungan antara kesempatan kerja dan pembangunan inklusif 

dijelaskan dalam kerangka teori human capital (Becker, 1993; Schultz, 1961), yang 

menekankan bahwa tenaga kerja bukan hanya faktor produksi, tetapi juga aset 

pembangunan yang harus dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. 
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Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi pula kemampuan 

mereka untuk mengisi peluang kerja yang tersedia dalam struktur ekonomi yang 

modern. Namun, agar pendidikan dan pelatihan dapat bermakna secara ekonomi, 

diperlukan pasar kerja yang terbuka, adil, dan menyerap tenaga kerja secara 

produktif. 

 Dalam pendekatan pembangunan inklusif, kesempatan kerja bukan hanya 

soal kuantitas, melainkan juga kualitas pekerjaan. Pekerjaan yang bersifat informal, 

tidak bergaji layak, dan tidak memiliki perlindungan sosial tidak dapat dianggap 

sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Organisasi Buruh Internasional 

(ILO, 2013) melalui konsep Decent Work Agenda menegaskan bahwa pekerjaan 

yang inklusif adalah pekerjaan yang aman, memiliki jaminan sosial, upah yang 

memadai, dan menjamin kesetaraan gender serta nondiskriminasi. Oleh karena itu, 

penciptaan kesempatan kerja yang layak adalah prasyarat bagi pemerataan hasil 

pembangunan. 

 Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2009) dalam laporan Commission on the 

Measurement of Economic Performance and Social Progress menekankan bahwa 

partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif—yakni melalui pekerjaan—

merupakan salah satu komponen utama dari inklusi ekonomi. Jika suatu negara 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak menciptakan lapangan 

kerja, maka pertumbuhan tersebut tidak dapat disebut sebagai pertumbuhan yang 

inklusif. Hal ini diperkuat dengan konsep jobless growth, yakni fenomena 

pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan penciptaan lapangan kerja, yang 

justru memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan kerentanan kelompok 

miskin. 

 Selain sebagai mekanisme distribusi pendapatan, pekerjaan juga memainkan 

peran penting dalam membangun kapabilitas sosial. Amartya Sen (1999) dalam 

Development as Freedom menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk bekerja 

bukan hanya berkaitan dengan penghasilan, tetapi juga dengan kebebasan untuk 

memilih gaya hidup yang bernilai. Dalam konteks ini, pekerjaan yang layak 

memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi dirinya, membangun rasa 

percaya diri, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, 
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pengangguran atau keterlibatan dalam pekerjaan yang rentan mengurangi 

kebebasan substantif dan memperkuat eksklusi sosial. 

 Hubungan positif antara penciptaan lapangan kerja dan inklusivitas 

pembangunan juga terbukti secara empiris. Laporan World Employment and Social 

Outlook oleh ILO (2020) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat 

partisipasi kerja yang tinggi, terutama di sektor-sektor produktif seperti manufaktur 

dan jasa modern, cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah dan 

indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi. Dalam konteks negara 

berkembang, seperti Indonesia, penciptaan pekerjaan formal yang inklusif di 

sektor-sektor padat karya, seperti industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian 

berbasis teknologi, telah menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional 

yang berorientasi pada inklusi sosial. 

 Keterkaitan antara kesempatan kerja dan pembangunan inklusif juga bersifat 

timbal balik. Tidak hanya pembangunan inklusif yang menciptakan pekerjaan, 

tetapi juga penciptaan pekerjaan—khususnya pekerjaan yang menyasar kelompok 

marginal seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas—akan 

memperkuat inklusi sosial dan memperluas basis pertumbuhan ekonomi nasional. 

Artinya, pembangunan inklusif tidak mungkin tercapai tanpa strategi sistematis 

untuk memperluas akses terhadap pasar kerja yang adil dan kompetitif. 

 

2.1.4   Infrastruktur  

A.   Konsep Infrastruktur 

Infrastruktur memegang peran vital dalam pembangunan ekonomi modern. 

Secara konseptual, infrastruktur mencakup seluruh sistem fisik dan kelembagaan 

yang memungkinkan terselenggaranya aktivitas ekonomi dan sosial secara efisien. 

Ini meliputi transportasi, energi, air bersih, telekomunikasi, serta infrastruktur sosial 

seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dalam ekonomi pembangunan, 

infrastruktur sering disebut sebagai public capital karena memiliki karakteristik 

barang publik—yakni tidak bersifat eksklusif dan bersifat non-rival dalam 

penggunaannya—sehingga membutuhkan peran dominan dari negara dalam 

penyediaannya. 

Dalam literatur awal, terutama dalam tradisi ekonomi klasik, infrastruktur 

belum dikaji secara terpisah, tetapi telah diakui sebagai bagian penting dalam 
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memperluas pasar dan menurunkan biaya transaksi. Adam Smith dalam The Wealth 

of Nations (1776) menekankan bahwa pembangunan jalan dan kanal adalah 

prasyarat untuk memperluas pembagian kerja dan meningkatkan produktivitas 

nasional. Meskipun teorinya belum membahas infrastruktur secara eksplisit, konsep 

efisiensi pasar dan pertumbuhan berbasis spesialisasi yang dia kemukakan 

berimplikasi pada pentingnya konektivitas fisik antarwilayah. 

Peran infrastruktur mulai mendapat perhatian lebih sistematis dalam 

pendekatan pertumbuhan neo-klasik. Dalam model Solow (1956), akumulasi modal 

merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, meskipun dalam model ini, 

infrastruktur masih digolongkan dalam kategori kapital secara umum dan tidak 

dibedakan secara spesifik. Model ini memandang bahwa pertumbuhan jangka 

panjang hanya dapat dipertahankan melalui kemajuan teknologi, namun peran 

infrastruktur tetap signifikan dalam mendorong pertumbuhan jangka pendek 

melalui peningkatan produktivitas faktor produksi lainnya. 

Perkembangan lebih lanjut terjadi dalam teori pertumbuhan endogen. Paul 

Romer (1986) dan Robert Lucas (1988) menolak anggapan bahwa kemajuan 

teknologi bersifat eksogen. Mereka menyatakan bahwa pertumbuhan dapat 

dihasilkan dari proses internal dalam ekonomi, seperti akumulasi pengetahuan, 

modal manusia, dan investasi pada infrastruktur. Dalam pendekatan ini, 

infrastruktur dianggap sebagai faktor yang menciptakan eksternalitas positif, yakni 

memberikan keuntungan tidak hanya bagi investor langsung, tetapi juga bagi pelaku 

ekonomi lainnya. Infrastruktur transportasi yang baik, misalnya, menurunkan biaya 

logistik, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperluas pasar kerja. David 

Aschauer (1989) dalam studinya bahkan menyebut infrastruktur publik sebagai 

"core capital" bagi perekonomian, karena ia berfungsi sebagai kerangka dasar yang 

menopang semua aktivitas ekonomi. 

Dalam konteks pembangunan wilayah dan teori pertumbuhan spasial, 

infrastruktur memainkan peran sebagai alat konektivitas antarwilayah yang 

mempengaruhi lokasi industri, konsentrasi aktivitas ekonomi, dan aliran migrasi 

tenaga kerja. Teori pertumbuhan kumulatif dan cumulative causation dari Gunnar 

Myrdal serta growth pole theory dari François Perroux menjelaskan bahwa 

investasi infrastruktur yang terfokus di wilayah tertentu akan menciptakan efek 
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pengganda (multiplier effect) yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi 

wilayah tersebut. Namun jika tidak diimbangi dengan distribusi spasial yang adil, 

kebijakan infrastruktur justru dapat memperbesar ketimpangan antarwilayah. Hal 

ini ditegaskan dalam pendekatan New Economic Geography oleh Paul Krugman 

(1991) yang menunjukkan bahwa aglomerasi industri dan kemudahan akses akibat 

pembangunan infrastruktur dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, 

tetapi juga dapat menimbulkan polarisasi ekonomi jika wilayah tertinggal tidak 

mendapatkan akses yang sama. 

 

B.   Hubungan Infrastuktur dengan Pembangunan Inklusif 

Dalam literatur ekonomi pembangunan kontemporer, infrastruktur dipahami 

sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Infrastruktur tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga menciptakan 

akses terhadap layanan dasar, memperluas konektivitas wilayah, dan mengurangi 

kesenjangan sosial serta spasial. Pandangan ini tercermin dalam banyak studi 

mutakhir yang menekankan pentingnya investasi infrastruktur publik sebagai 

bagian dari strategi pembangunan nasional. 

Asian Development Bank (ADB, 2017) dalam laporan Meeting Asia’s 

Infrastructure Needs menyatakan bahwa investasi infrastruktur yang berkualitas 

tinggi mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mempercepat integrasi 

pasar, dan mendukung konektivitas regional. Infrastruktur yang inklusif—seperti 

jalan desa, akses air bersih, listrik perdesaan, dan jaringan digital—secara langsung 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan memperluas peluang ekonomi 

di daerah terpencil. Laporan ini menegaskan bahwa infrastruktur harus dirancang 

tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan, tetapi juga untuk menjamin 

pemerataan hasil pembangunan. 

World Bank (2020) melalui studi Infrastructure in Developing Countries: 

Perils and Promise menguraikan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki efek 

berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, terutama jika investasi 

tersebut diarahkan ke sektor-sektor yang padat karya dan pro-poor. Studi ini juga 

menekankan pentingnya infrastructure governance, karena kualitas kelembagaan 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek infrastruktur sangat 

menentukan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan dan inklusi. 
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Penelitian oleh Estache dan Garsous (2022) dalam Handbook on 

Infrastructure and Inclusive Development menambahkan bahwa infrastruktur 

berperan penting dalam menurunkan ketimpangan jika aksesnya bersifat universal 

dan tidak diskriminatif. Mereka menunjukkan bahwa negara-negara yang 

mengintegrasikan kebijakan infrastruktur dengan agenda sosial, seperti pelayanan 

publik berbasis komunitas dan infrastruktur sosial (sekolah, rumah sakit, 

transportasi umum), cenderung lebih berhasil dalam mendorong pembangunan 

inklusif. Dengan demikian, kualitas pertumbuhan lebih ditentukan oleh struktur dan 

pemerataan infrastruktur ketimbang oleh laju pertumbuhan itu sendiri. 

Temuan penting juga datang dari Calderón, Moral-Benito, dan Servén (2015), 

yang dalam studi panel lintas negara menemukan bahwa infrastruktur yang 

berkualitas tinggi memiliki korelasi signifikan dengan penurunan ketimpangan dan 

peningkatan inklusivitas ekonomi. Mereka menekankan bahwa bukan hanya 

ketersediaan, tetapi juga kualitas dan distribusi infrastruktur yang menentukan 

keberhasilannya sebagai motor pertumbuhan yang inklusif. 

Dengan mengacu pada literatur terkini tersebut, semakin jelas bahwa 

infrastruktur tidak hanya memiliki fungsi teknis sebagai pendukung kegiatan 

ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menciptakan pembangunan 

yang adil dan merata. Investasi infrastruktur yang dirancang dengan prinsip 

inklusivitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat terbukti mampu memperluas 

akses ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat kohesi sosial 

dalam jangka panjang. 

 

 

2.1.5 Ketimpangan 

A.    Konsep Ketimpangan 

 Ketimpangan/disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi 

dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan 

kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada 

masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam 

mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap 

daerah biasanya terdapat daerah maju (Developed Region) dan daerah terbelakang 
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(Underdeveloped Region) (Sjafrizal, 2012).  Menurut Kuncoro (2006), 

ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, 

karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal 

(endowment factor). Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di 

berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang 

kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010). 

 Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. North dalam 

analisanya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut 

dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi 

nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa 

ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012). Menurut 

Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan 

pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan 

terus terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila proses 

pembangunan berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan 

antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan.  
 

B.  Hubungan Ketimpangan dengan Pembangunan Ekonimi Inklusif 

  Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi didistribusikan 

secara adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka ini, 

ketimpangan bukan hanya dianggap sebagai persoalan moral atau sosial, tetapi 

sebagai indikator penting untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pembangunan 

itu sendiri. Semakin tinggi ketimpangan, semakin rendah tingkat inklusivitas 

pembangunan yang terjadi. 

  Secara teoretis, hubungan antara ketimpangan dan pembangunan inklusif 

bersifat negatif dan saling menghambat. Ketimpangan ekonomi yang tinggi—baik 

dalam bentuk distribusi pendapatan, kekayaan, atau akses terhadap pendidikan dan 

layanan dasar—akan menciptakan eksklusi sosial dan mempersempit partisipasi 

kelompok miskin dan rentan dalam proses ekonomi. Dalam konteks ini, 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung bersifat eksklusif, di mana hanya 

sebagian kecil populasi yang memperoleh manfaat dari pembangunan, sementara 

kelompok lainnya tetap tertinggal dalam kondisi keterbatasan struktural. 
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  Stiglitz (2012) menjelaskan bahwa ketimpangan tidak hanya berdampak 

pada distribusi pendapatan, tetapi juga melemahkan daya beli masyarakat, 

menghambat mobilitas sosial, serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap 

institusi. Ketika kelompok miskin tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang 

layak, modal usaha, dan pekerjaan produktif, maka kapasitas produktif ekonomi 

nasional secara keseluruhan menjadi terbatas. Hal ini pada akhirnya menghambat 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang seharusnya bersifat inklusif. 

  Teori pertumbuhan endogen juga memberikan argumen bahwa 

ketimpangan dalam distribusi modal manusia akan menghambat akumulasi 

pengetahuan dan inovasi. Galor dan Zeira (1993), dalam model ketimpangan dan 

pertumbuhan mereka, menunjukkan bahwa masyarakat yang mengalami 

ketimpangan tinggi akan cenderung underinvest dalam pendidikan karena 

kelompok miskin tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. 

Akibatnya, potensi sumber daya manusia tidak berkembang optimal, dan 

pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkelanjutan. Di sisi lain, pembangunan yang 

bersifat inklusif justru memiliki efek langsung dalam mengurangi ketimpangan. 

Ketika negara menjalankan kebijakan redistributif seperti perluasan akses 

pendidikan, layanan kesehatan gratis, sistem jaminan sosial, serta penyediaan 

lapangan kerja bagi kelompok rentan, maka distribusi pendapatan akan menjadi 

lebih merata. Hal ini tidak hanya meningkatkan keadilan sosial, tetapi juga 

memperluas basis konsumsi dan produksi dalam ekonomi. Dalam jangka panjang, 

pemerataan akses ini mendorong pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. 

  Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi tanpa kebijakan pemerataan akan memperbesar kesenjangan. 

Sebaliknya, negara-negara yang mengombinasikan pertumbuhan dengan investasi 

sosial dan kebijakan inklusi—seperti Korea Selatan, Irlandia, dan negara-negara 

Skandinavia—berhasil menurunkan ketimpangan sembari mempertahankan daya 

saing ekonomi. 

  Thomas Piketty (2014) menunjukkan bahwa jika distribusi kekayaan tidak 

dikendalikan, maka akumulasi kapital akan semakin terkonsentrasi, dan 

ketimpangan akan terus meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat 

memicu instabilitas sosial dan mengancam demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, 
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pembangunan ekonomi inklusif mensyaratkan adanya mekanisme koreksi terhadap 

ketimpangan melalui pajak progresif, perlindungan tenaga kerja, dan inklusi 

keuangan.  Dari sisi institusional, Acemoglu dan Robinson (2012) menekankan 

bahwa pembangunan ekonomi hanya dapat bersifat inklusif jika dijalankan dalam 

sistem institusi yang inklusif pula. Ketimpangan yang bersumber dari institusi 

ekstraktif, yang hanya melayani elite tertentu, akan menghalangi partisipasi 

ekonomi masyarakat luas. Maka, mengatasi ketimpangan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari agenda reformasi kelembagaan dalam pembangunan inklusif. 

  Dengan demikian, hubungan antara ketimpangan dan pembangunan inklusif 

bersifat dialektis: ketimpangan menghambat inklusi, dan sebaliknya, pembangunan 

yang inklusif adalah mekanisme untuk mengoreksi ketimpangan. Pembangunan 

yang hanya mengejar pertumbuhan agregat tanpa memperhatikan dimensi distribusi 

akan menciptakan masyarakat yang rentan terhadap instabilitas sosial, eksklusi 

ekonomi, dan stagnasi dalam jangka panjang 

 

2.1.6 Kemiskinan  

A.    Konsep Kemiskinan  

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan fundamental dalam 

pembangunan ekonomi dan sosial yang telah lama menjadi perhatian para ekonom, 

sosiolog, dan ilmuwan pembangunan. Meskipun secara umum kemiskinan sering 

dipahami sebagai kondisi kekurangan pendapatan, secara teoretis kemiskinan 

memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks, mencakup kekurangan akses terhadap 

pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, perumahan, serta partisipasi 

dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, teori-teori tentang kemiskinan 

berkembang dalam spektrum pendekatan yang luas—dari yang bersifat 

ekonomistik hingga struktural dan multidimensional. 

1. Teori Kemiskinan Absolut 

Teori ini merupakan pendekatan awal yang menjelaskan kemiskinan 

sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar 

minimum yang diperlukan untuk hidup secara layak, seperti pangan, pakaian, dan 

tempat tinggal. Pandangan ini digunakan secara luas dalam pengukuran 

kemiskinan yang berbasis pada garis kemiskinan atau poverty line, di mana 

individu dianggap miskin jika pendapatannya berada di bawah standar tertentu. 
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Konsep ini banyak digunakan oleh lembaga seperti World Bank, yang 

menetapkan garis kemiskinan ekstrem internasional pada pendapatan USD 2,15 

per hari (World Bank, 2022). Teori ini bersifat kuantitatif dan cenderung universal, 

namun kerap dikritik karena tidak mempertimbangkan perbedaan konteks sosial, 

budaya, dan aspirasi lokal. 

 

2. Teori Kemiskinan Relatif 

Berbeda dengan pendekatan absolut, teori kemiskinan relatif memandang 

kemiskinan sebagai kondisi keterbatasan dalam hubungan sosial ekonomi. 

Individu dianggap miskin bukan hanya karena kekurangan sumber daya, tetapi 

karena tidak dapat menikmati standar hidup yang dianggap layak dalam 

masyarakat tempat ia hidup. Peter Townsend (1979) menjadi tokoh penting dalam 

pendekatan ini. Menurutnya, seseorang dikatakan miskin jika ia tidak memiliki 

akses terhadap gaya hidup, aktivitas, dan sumber daya yang umum dimiliki oleh 

masyarakat pada umumnya. 

Pendekatan relatif menekankan bahwa kemiskinan adalah persoalan 

eksklusi sosial. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai 

kekurangan finansial, tetapi sebagai ketimpangan dalam kemampuan untuk 

berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menjadi dasar 

bagi banyak kebijakan kesejahteraan di negara maju. 

 

3. Teori Kemiskinan Struktural 

Teori ini menjelaskan kemiskinan sebagai hasil dari struktur sosial, 

ekonomi, dan politik yang tidak adil. Kemiskinan bukan semata akibat kegagalan 

individu, tetapi akibat dari sistem yang meminggirkan kelompok tertentu dari 

akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan. Dalam pendekatan ini, 

ketimpangan distribusi lahan, diskriminasi gender dan etnis, serta sentralisasi 

ekonomi menjadi faktor utama yang memelihara kemiskinan. 

Para pemikir dari tradisi teori ketergantungan dan strukturalisme, seperti 

Samir Amin dan Andre Gunder Frank, menyatakan bahwa ketimpangan global dan 

eksploitasi kolonial menjadi penyebab utama kemiskinan yang terstruktur dalam 

sistem ekonomi dunia. Dalam konteks domestik, teori ini menjelaskan bagaimana 
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kemiskinan mereproduksi dirinya karena keterbatasan sistemik terhadap 

pendidikan, pasar kerja, dan layanan sosial (Todaro & Smith, 2015). 

4. Teori Kapabilitas 

Pendekatan ini diperkenalkan oleh Amartya Sen dalam bukunya 

Development as Freedom (1999). Menurut Sen, kemiskinan bukan sekadar 

kekurangan pendapatan, tetapi merupakan ketidakmampuan seseorang untuk 

menjalani kehidupan yang ia nilai berharga. Dalam pandangan ini, kemiskinan 

adalah kekurangan kapabilitas untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat—

misalnya, tidak bisa membaca, tidak bisa bekerja produktif, atau tidak bisa 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Pendekatan kapabilitas menjadi sangat berpengaruh dalam pembentukan 

kebijakan pembangunan yang berfokus pada manusia, serta menjadi basis dari 

pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh UNDP. Dalam konteks 

pembangunan inklusif, teori kapabilitas menjadi sangat relevan karena 

menekankan bahwa pembangunan harus menjamin bahwa semua individu 

memiliki akses yang adil terhadap kesempatan untuk berkembang. 

 

5. Teori Lingkaran Kemiskinan 

Konsep ini menekankan bahwa kemiskinan memiliki sifat siklikal dan 

mereproduksi dirinya sendiri. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan 

berlangsung antargenerasi karena keluarga miskin tidak memiliki akses terhadap 

pendidikan yang baik, modal ekonomi, layanan kesehatan, dan jaringan sosial. 

Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin tumbuh dalam kondisi yang sama dan 

mengalami keterbatasan struktural yang serupa. 

Lewis (1966) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki subkultur 

tersendiri yang ditandai dengan nilai-nilai dan sikap yang tidak mendorong 

akumulasi produktivitas, seperti pasifisme, fatalisme, dan ketergantungan. 

Meskipun mendapat kritik karena cenderung menyalahkan korban, teori ini tetap 

penting dalam menjelaskan kenapa kemiskinan terus berlangsung tanpa intervensi 

sosial yang sistemik dan komprehensif. 
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B. Hubungan Kemiskinan dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif 

 

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pendekatan pembangunan 

yang menekankan pentingnya partisipasi luas dan distribusi hasil pertumbuhan 

yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan 

rentan. Dalam pendekatan ini, pengurangan kemiskinan tidak hanya dipandang 

sebagai tujuan moral pembangunan, tetapi juga sebagai syarat struktural bagi 

terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan, stabil, dan adil. 

Kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif memiliki hubungan yang 

bersifat kausal sekaligus timbal balik. Di satu sisi, tingkat kemiskinan yang tinggi 

menjadi penghambat utama bagi inklusivitas pembangunan, karena individu yang 

hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki akses terhadap pendidikan, 

layanan kesehatan, modal usaha, atau pekerjaan yang layak. Mereka juga 

seringkali tersisih dari sistem keuangan formal dan jaringan sosial yang produktif, 

sehingga tidak dapat berkontribusi secara optimal dalam proses ekonomi (Todaro 

& Smith, 2015). Ketika kelompok miskin terpinggirkan dari partisipasi ekonomi, 

maka struktur pembangunan yang terjadi cenderung eksklusif dan memperkuat 

ketimpangan sosial. 

Di sisi lain, pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif merupakan 

strategi paling efektif untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. 

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan PDB 

secara agregat, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut 

dinikmati oleh kelompok miskin melalui penciptaan lapangan kerja yang layak, 

penyediaan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Pendekatan ini 

sejalan dengan gagasan pro-poor growth yang dikembangkan oleh Ravallion dan 

Chen (2003), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan 

manfaat yang lebih besar secara proporsional kepada kelompok miskin agar dapat 

disebut sebagai inklusif. 

Dalam pendekatan capability yang dikembangkan oleh Amartya Sen 

(1999), kemiskinan dipahami bukan sekadar kekurangan pendapatan, melainkan 

sebagai ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Oleh karena 

itu, pembangunan yang inklusif harus berfokus pada perluasan kapabilitas 

individu—terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi miskin—melalui 
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pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan memperluas pilihan dan 

kesempatan hidup kelompok miskin, pembangunan dapat menjadi proses 

pembebasan dari kemiskinan struktural dan ketergantungan jangka panjang. 

Selain itu, kemiskinan juga memengaruhi kinerja ekonomi makro secara 

keseluruhan. Masyarakat miskin yang tidak memiliki daya beli menurunkan 

permintaan agregat domestik, membatasi ukuran pasar, dan mengurangi insentif 

investasi. Dalam jangka panjang, hal ini menurunkan produktivitas nasional dan 

menghambat proses transformasi ekonomi. Oleh karena itu, pengentasan 

kemiskinan bukan hanya isu sosial, tetapi juga strategi ekonomi untuk memperluas 

basis permintaan dan tenaga kerja yang produktif. 

 

2.1.7   Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling merupakan 

salah satu indikator penting dalam pengukuran pembangunan manusia, yang 

menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh 

oleh seorang anak usia sekolah, dengan asumsi bahwa struktur dan pola partisipasi 

pendidikan saat ini tetap berlaku. Konsep ini dikembangkan sebagai bagian dari 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh United Nations Development 

Programme (UNDP, 2020) dan dipandang sebagai representasi dari investasi 

jangka panjang suatu negara dalam pembangunan modal manusia. 

Secara teoritis, indikator HLS bertumpu pada landasan human capital theory 

yang dipelopori oleh Theodore Schultz (1961) dan dikembangkan lebih lanjut oleh 

Gary Becker (1993). Dalam teori ini, pendidikan dipandang sebagai bentuk 

investasi yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan, pada gilirannya, 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Schultz mengemukakan bahwa pengeluaran 

untuk pendidikan, seperti halnya investasi fisik, menghasilkan keuntungan ekonomi 

berupa peningkatan output dan efisiensi. Gary Becker dalam bukunya Human 

Capital: A Theoretical and Empirical Analysis menekankan bahwa modal 

manusia—yang terbentuk melalui pendidikan dan pelatihan—merupakan salah satu 

faktor utama yang menjelaskan perbedaan produktivitas dan pendapatan antar 

individu dan antar negara. 

Harapan Lama Sekolah tidak hanya mencerminkan tingkat akses terhadap 

pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai proyeksi kapasitas suatu negara dalam 
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membentuk generasi mendatang yang produktif dan adaptif terhadap perubahan 

ekonomi. Dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif, HLS memainkan peran 

strategis karena semakin tinggi harapan lama sekolah suatu kelompok masyarakat, 

semakin besar pula peluang kelompok tersebut untuk berpartisipasi dalam pasar 

tenaga kerja modern, memperoleh pekerjaan yang layak, dan keluar dari lingkaran 

kemiskinan. Oleh karena itu, HLS dapat dipahami bukan hanya sebagai ukuran 

pendidikan, tetapi juga sebagai alat ukur inklusi sosial dan mobilitas ekonomi. 

Pendekatan capability yang diperkenalkan oleh Amartya Sen (1999) juga 

menguatkan pentingnya pendidikan sebagai komponen utama dalam perluasan 

kebebasan individu. Sen menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi 

sebagai alat instrumental untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga merupakan 

tujuan intrinsik dari pembangunan itu sendiri. Dalam pandangan ini, HLS menjadi 

indikator yang mencerminkan sejauh mana negara memberikan peluang kepada 

warganya untuk mengembangkan kemampuan dasar mereka, memilih jalur hidup 

yang mereka nilai bermakna, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, 

politik, serta ekonomi. 

Berbagai penelitian telah menunjukkan hubungan positif antara HLS dengan 

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Barro dan Lee (2013) dalam 

studi kuantitatifnya menunjukkan bahwa peningkatan tahun sekolah secara 

konsisten berkontribusi terhadap kenaikan produktivitas tenaga kerja dan 

pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, laporan World Bank (2020) 

menyebutkan bahwa peningkatan satu tahun harapan lama sekolah dapat 

meningkatkan PDB per kapita negara-negara berkembang hingga 1,5–2 persen, 

tergantung pada kualitas pendidikan yang menyertainya. Temuan ini menunjukkan 

bahwa pembangunan pendidikan, khususnya di tingkat dasar dan menengah, tidak 

hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga terhadap dinamika 

makroekonomi dan struktur ketenagakerjaan secara nasional. 

Oleh karena itu, teori Harapan Lama Sekolah merupakan bagian integral dari 

pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkeadilan. Peningkatan 

HLS, terutama di wilayah tertinggal dan kelompok masyarakat berpenghasilan 

rendah, tidak hanya akan memperkuat kualitas sumber daya manusia, tetapi juga 

akan memperluas basis produktif nasional, mengurangi ketimpangan sosial, serta 
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menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Dalam 

konteks kebijakan publik, hal ini menuntut komitmen negara untuk memperluas 

akses pendidikan, memperbaiki kualitas pengajaran, dan memastikan bahwa 

pendidikan benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa 

diskriminasi. 

 

2.1.8 Inklusi Keuangan 

Inklusi keuangan (financial inclusion) merujuk pada kondisi di mana individu 

dan pelaku usaha memiliki akses yang efektif, terjangkau, dan berkelanjutan 

terhadap layanan keuangan formal seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, 

asuransi, dan layanan keuangan digital. Dalam konteks pembangunan ekonomi, 

inklusi keuangan bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga strategi untuk 

memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang produktif, 

sekaligus memperkuat daya tahan mereka terhadap guncangan ekonomi. Oleh 

karena itu, inklusi keuangan memainkan peran penting dalam mewujudkan 

pembangunan ekonomi yang inklusif. 

Pembangunan ekonomi inklusif menekankan prinsip pertumbuhan yang 

merata, keterlibatan seluruh kelompok sosial dalam proses pembangunan, serta 

distribusi manfaat yang adil. Inklusi keuangan memberikan fondasi yang 

diperlukan bagi prinsip-prinsip ini untuk diwujudkan. Ketika masyarakat miskin, 

perempuan, pelaku usaha mikro, dan kelompok rentan memiliki akses terhadap 

layanan keuangan, mereka memperoleh kemampuan untuk menabung, berinvestasi 

dalam pendidikan atau usaha, dan menghadapi risiko ekonomi. Dengan kata lain, 

inklusi keuangan menjadi jembatan antara potensi individu dan kapabilitas ekonomi 

yang nyata. 

Penelitian oleh Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine (2007) menunjukkan 

bahwa perluasan akses keuangan secara signifikan dapat menurunkan ketimpangan 

pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan. Mereka menemukan 

bahwa negara-negara dengan sistem keuangan yang lebih inklusif cenderung 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan menyebar. Dalam konteks 

ini, inklusi keuangan bukan hanya memperkuat sisi permintaan dalam ekonomi, 

tetapi juga memperluas basis produksi masyarakat kelas bawah. 
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World Bank (2017) dalam laporan Global Findex Database menjelaskan 

bahwa akses ke layanan keuangan formal mendorong penguatan ekonomi rumah 

tangga, karena individu dapat mengelola risiko dengan lebih baik, merencanakan 

pengeluaran, dan mengakses modal kerja. Inklusi keuangan juga memiliki korelasi 

kuat dengan indikator pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan 

ketahanan pangan. 

Dalam laporan Asian Development Bank (ADB, 2020), dijelaskan bahwa 

inklusi keuangan mendukung pembangunan inklusif dalam empat cara utama: 

pertama, dengan memperluas akses kredit bagi UMKM yang menjadi tulang 

punggung penciptaan lapangan kerja; kedua, dengan memfasilitasi transaksi digital 

yang mempercepat integrasi ekonomi; ketiga, dengan memperluas program bantuan 

sosial non-tunai; dan keempat, dengan mendorong penguatan literasi keuangan bagi 

masyarakat kelas bawah. 

Penting juga untuk dicatat bahwa inklusi keuangan tidak secara otomatis 

menciptakan pembangunan inklusif, terutama jika tidak disertai dengan kebijakan 

pendukung seperti regulasi perlindungan konsumen, edukasi keuangan, dan 

penguatan kelembagaan keuangan mikro. Penelitian oleh Demirgüç-Kunt et al. 

(2020) menekankan bahwa inklusi keuangan yang terlalu fokus pada ekspansi 

produk tanpa memperhatikan keberlanjutan dan literasi pengguna justru berisiko 

menciptakan over-indebtedness, terutama di kalangan rumah tangga miskin. 

Studi di tingkat negara juga memperkuat argumen ini. Di Indonesia, 

penelitian oleh Nasution dan Kusuma (2019) menemukan bahwa peningkatan 

indeks inklusi keuangan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi 

dan pengurangan ketimpangan, khususnya di daerah perdesaan. Inklusi keuangan 

mendorong pembiayaan UMKM, mengurangi ketergantungan terhadap rentenir, 

dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif. 

 

2.1.9  Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terkait Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, baik di 

dalam maupun luar negeri, telah dilakukan. Penelitian-penelitian ini menjadi dasar 

penting dalam pemilihan berbagai variabel dan acuan materi yang digunakan oleh 

berbagai peneliti tentang Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.   
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Beberapa studi terdahulu telah mengeksplorasi determinan penting dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Calderón dan Servén (2004) 

menemukan bahwa pengembangan infrastruktur mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 1% sekaligus menurunkan ketimpangan pendapatan 

di negara-negara berkembang. Demikian pula, Hutton dan Haller (2004) 

menunjukkan pentingnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, yang terbukti 

mampu menurunkan prevalensi penyakit hingga 40% serta meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja secara signifikan. 

Loayza dan Raddatz (2010) melalui penelitian di negara-negara 

berkembang Asia dan Amerika Latin menekankan bahwa pertumbuhan pada 

sektor-sektor padat karya efektif mengurangi tingkat kemiskinan hingga 15%. 

Dalam perspektif jangka panjang, Barro dan Lee (2013) menunjukkan bahwa 

pendidikan merupakan faktor penting karena secara konsisten meningkatkan 

produktivitas dan memacu pertumbuhan ekonomi melalui adopsi teknologi. 

Penelitian yang lebih luas dari Stiglitz (2012) menegaskan bahwa 

ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi 

hingga 2% dan memicu ketidakstabilan sosial, sehingga distribusi manfaat 

pertumbuhan harus menjadi perhatian utama. World Economic Forum (2017) juga 

menyoroti peran kebijakan inklusi, seperti redistribusi pendapatan dan investasi 

sosial, dalam mempercepat pertumbuhan inklusif, terutama di negara-negara 

berkembang. 

OECD (2018) menguatkan bahwa investasi infrastruktur di negara-negara 

maju meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan ekonomi, sementara Beck et al. 

(2014) menemukan bahwa inklusi keuangan meningkatkan partisipasi ekonomi 

masyarakat hingga 20% di negara berkembang Afrika dan Asia. Di sisi lain, Dollar 

dan Kraay (2002) menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi efektif 

mengurangi kemiskinan, dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan bervariasi 

tergantung pada kondisi distribusi awal di tiap negara. 

Klasen (2010) dan Ali serta Son (2007) mempertegas bahwa pertumbuhan 

ekonomi yang disertai kebijakan redistribusi dan investasi sosial akan lebih efektif 

dalam meningkatkan inklusivitas. Studi regional di Asia Selatan oleh Ghani dan 

Kanbur (2012) serta di India oleh Banerjee et al. (2017) menunjukkan bahwa 
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pengembangan jalan dan infrastruktur transportasi sangat efektif mengurangi 

kemiskinan dan meningkatkan akses pasar. 

Sementara ILO (2018) dan OECD (2019) menyoroti peran penciptaan 

lapangan kerja berkualitas dalam meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok 

rentan serta mengurangi ketimpangan. Hal ini sejalan dengan temuan Bourguignon 

(2004), Ravallion (2011), dan Ostry et al. (2014) bahwa redistribusi pendapatan 

moderat dan pengurangan ketimpangan ekonomi sangat berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan inklusif. 

Beberapa penelitian di Indonesia juga memberikan wawasan penting. Adika 

(2021) dan Rofatunnisa (2024) menyoroti bahwa ketimpangan gender dalam 

pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan menjadi faktor penghambat pertumbuhan 

ekonomi inklusif. Sementara Pratiwi dan Kurniasari (2023) serta Hartati (2021) 

menunjukkan bahwa teknologi informasi, pendidikan, keterbukaan perdagangan, 

dan investasi merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan inklusif di Indonesia. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian lanjutan yang 

melibatkan variabel-variabel tersebut secara bersamaan—yaitu pertumbuhan 

ekonomi, persentase penduduk miskin, keuangan inklusif, harapan lama sekolah, 

tingkat kesempatan kerja, ketimpangan, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur 

dasar. Pendekatan penelitian ini perlu dilakukan dengan pemetaan wilayah 

berdasarkan karakteristik yang spesifik, agar kebijakan pembangunan inklusif yang 

dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi nyata setiap wilayah. Melalui 

pendekatan ini, diharapkan intervensi kebijakan dapat lebih efektif dalam 

mengatasi perbedaan regional dan mendorong inklusivitas secara nyata, sehingga 

manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok 

masyarakat.  Penelitian yang mempertimbangkan variabel tersebut secara integratif 

dan spasial akan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan 

pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

memastikan distribusi manfaat pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. 

 

2.2   Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini berpijak pada paradigma pembangunan ekonomi inklusif, 

sebuah pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan 
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ekonomi secara agregat, tetapi secara eksplisit memastikan manfaat pembangunan 

tersebut terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat (Ali & Son, 2007; 

Anand et al., 2013). Dalam konteks Indonesia, Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi 

nasional menghadapi tantangan pembangunan berupa ketimpangan ekonomi antar 

wilayah yang tinggi, sehingga penting untuk memahami karakteristik wilayah 

secara spesifik agar kebijakan pembangunan yang inklusif dapat diterapkan secara 

tepat dan efektif (Kuncoro, 2018). 

Secara teoritis, konsep pembangunan inklusif bertujuan mengintegrasikan 

aspek pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, 

kesempatan kerja, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan 

infrastruktur ekonomi dan dasar, serta akses yang luas terhadap layanan keuangan 

inklusif (World Economic Forum, 2017; McKinley, 2010). Integrasi aspek-aspek 

tersebut penting karena terbukti secara empiris bahwa pembangunan yang hanya 

mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa disertai distribusi manfaat yang merata dapat 

memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi (Stiglitz, 2012; Ravallion, 2011). 

Untuk menerapkan pendekatan inklusif ini dalam konteks spesifik 

kabupaten/kota di Pulau Jawa, maka penelitian ini mengadopsi pendekatan tipologi 

wilayah yang dikenal sebagai klasifikasi Klassen (Sjafrizal, 2012). Melalui 

pendekatan ini, seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa diklasifikasikan menjadi 

empat kelompok berdasarkan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan per kapita. Kelompok pertama adalah kabupaten/kota maju dan cepat 

tumbuh (kuadran I), kelompok kedua adalah kabupaten/kota maju tapi tertekan 

(kuadran II), kelompok ketiga adalah kabupaten/kota berkembang pesat (kuadran 

III), dan kelompok terakhir adalah kabupaten/kota relatif tertinggal (kuadran IV). 

Pemetaan karakteristik wilayah berdasarkan tipologi ini memungkinkan analisis 

yang lebih mendalam mengenai pola dan determinan pembangunan inklusif pada 

setiap kelompok wilayah secara terukur dan spesifik. 

Dalam setiap kelompok wilayah tersebut, penelitian ini secara eksplisit akan 

mengukur pengaruh sejumlah variabel utama terhadap terciptanya kondisi 

pembangunan ekonomi yang inklusif. Variabel-variabel tersebut mencakup 

pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, keuangan inklusif, harapan 

lama sekolah sebagai indikator kapabilitas manusia, tingkat kesempatan kerja, 
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ketimpangan pendapatan, serta ketersediaan infrastruktur ekonomi (jalan, listrik, 

pasar) dan infrastruktur dasar (air bersih, pendidikan, sanitasi) (Ali & Son, 2007; 

Calderón & Servén, 2004; Barro & Lee, 2013). 

Dalam rangka mengukur inklusivitas pembangunan ekonomi secara lebih 

konkret dan terukur, penelitian ini akan menggunakan suatu instrumen komposit 

yaitu Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang dikembangkan oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Konsep IPEI dari 

Bappenas ini merupakan sebuah kerangka pengukuran yang komprehensif dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, 

pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kapabilitas 

manusia, serta ketersediaan infrastruktur dasar dan ekonomi. Dalam penelitian ini, 

IPEI dari Bappenas akan disesuaikan secara spesifik dengan konteks wilayah 

kabupaten/kota di Pulau Jawa, sehingga menghasilkan gambaran empiris mengenai 

tingkat inklusivitas ekonomi di tiap daerah secara lebih akurat dan relevan dengan 

kondisi lokal (Bappenas, 2010).   Berikut ini akan diuraikan variabel – variabel 

yang dalam disertasi ini diduga memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi 

inklusif.   

 

1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembangunan Ekonomi 

Inklusif 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi 

suatu negara atau wilayah yang tercermin dari naiknya Produk Domestik Bruto 

(PDB) secara berkelanjutan. Pertumbuhan ini mengindikasikan peningkatan total 

output barang dan jasa dalam perekonomian dari waktu ke waktu (Todaro & Smith, 

2020). Dalam konteks ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai 

indikator utama keberhasilan pembangunan suatu wilayah atau negara karena 

dianggap merefleksikan kemajuan dalam kapasitas produktif serta kesejahteraan 

ekonomi masyarakat secara agregat (Mankiw, 2019). 

Dalam perspektif pembangunan ekonomi inklusif, pertumbuhan ekonomi 

bukan hanya dipandang sebagai tujuan akhir pembangunan, tetapi sebagai sarana 

untuk mencapai distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata dan adil di tengah 

masyarakat. Menurut Ali dan Son (2007), pembangunan inklusif menekankan 

perlunya pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh 
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kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan.  Meskipun 

demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif tidak 

selalu linear. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dapat memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap inklusivitas, 

tergantung pada kondisi struktur sosial-ekonomi dan kebijakan redistribusi yang 

diterapkan di masing-masing wilayah. 

Dollar dan Kraay (2002) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi secara 

signifikan mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi dampaknya terhadap 

ketimpangan pendapatan bervariasi, tergantung pada distribusi pendapatan awal. 

Secara umum, hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan 

bersifat positif dan signifikan, namun pengaruhnya terhadap ketimpangan 

pendapatan tidak selalu signifikan. 

Ali dan Son (2007) juga menemukan hubungan yang positif antara 

pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi di negara-negara Asia dan Afrika. 

Namun, dalam kondisi di mana ketimpangan pendapatan sangat tinggi, pengaruh 

pertumbuhan ekonomi terhadap inklusivitas menjadi relatif lemah. Dengan kata 

lain, meskipun hubungan umumnya positif, signifikansi dampaknya dapat 

berkurang karena ketimpangan yang tinggi. 

Penelitian Klasen (2010) mendukung temuan tersebut dengan menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif dalam meningkatkan inklusivitas 

jika disertai kebijakan redistribusi pendapatan serta investasi sosial. Tanpa 

kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi saja cenderung tidak mampu menciptakan 

pembangunan ekonomi yang inklusif secara signifikan. 

Di Indonesia, penelitian Hartati (2021) menunjukkan hubungan positif antara 

pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi inklusif yang diukur 

menggunakan Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR). Pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia terbukti mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan ketika 

dilakukan intervensi kebijakan yang tepat. 

Secara umum, temuan-temuan penelitian sebelumnya konsisten bahwa 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi inklusif 

memiliki arah positif. Namun demikian, signifikansi dari pengaruh pertumbuhan 

terhadap inklusivitas sangat bergantung pada konteks kebijakan dan struktur 
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ekonomi di masing-masing wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang 

diperlukan, tetapi tidak otomatis menjamin inklusivitas tanpa kebijakan pendukung 

yang memastikan distribusi manfaat yang adil dan merata. 

 

2) Pengaruh Presentase Penduduk Miskin terhadap Pembangunan Ekonomi 

Inklusif 

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah 

tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, seperti kebutuhan 

pangan, sandang, papan, pendidikan, serta layanan kesehatan yang memadai 

(Todaro & Smith, 2020). Secara umum, kemiskinan sering kali diukur dengan 

indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu 

ambang batas pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar. Dalam konteks pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan dianggap 

sebagai tujuan utama karena menjadi ukuran keberhasilan distribusi manfaat 

pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat (Kakwani & Pernia, 

2000). 

Kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan semata, tetapi mencakup 

dimensi multidimensi yang melibatkan aspek kesehatan, pendidikan, akses 

terhadap infrastruktur dasar, serta kesempatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi 

(World Bank, 2018). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan 

merupakan bagian integral dari upaya pembangunan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

Hubungan antara persentase penduduk miskin dengan pembangunan 

ekonomi inklusif adalah hubungan yang signifikan karena inklusivitas 

pembangunan secara implisit bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan 

secara signifikan dan berkelanjutan. Dalam berbagai penelitian sebelumnya, 

variabel persentase penduduk miskin sering kali digunakan sebagai indikator utama 

dalam mengukur tingkat inklusivitas suatu pembangunan. 

Loayza dan Raddatz (2010), dalam penelitiannya di negara-negara 

berkembang Asia dan Amerika Latin, menemukan bahwa sektor-sektor yang padat 

karya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan persentase 

penduduk miskin. Pertumbuhan di sektor-sektor ini secara nyata memberikan 
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manfaat ekonomi langsung kepada kelompok miskin, mengindikasikan hubungan 

positif yang signifikan antara pengurangan kemiskinan dengan inklusivitas 

pembangunan ekonomi. 

Selaras dengan temuan tersebut, penelitian Dollar dan Kraay (2002) juga 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara umum memiliki pengaruh 

positif dan signifikan dalam mengurangi persentase penduduk miskin, meskipun 

tidak selalu berpengaruh langsung terhadap ketimpangan. Namun, penelitian ini 

menekankan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung lebih kuat dalam 

menurunkan kemiskinan ketika kondisi awal distribusi pendapatan di suatu wilayah 

relatif lebih merata. 

Di sisi lain, penelitian Ravallion (2011) menyimpulkan bahwa ketimpangan 

yang rendah akan memperkuat pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap 

pengurangan persentase penduduk miskin. Dengan demikian, kondisi awal 

ketimpangan memainkan peran penting dalam menentukan seberapa efektif 

pertumbuhan ekonomi berdampak positif dalam menurunkan kemiskinan dan 

menciptakan pembangunan yang inklusif. Dalam konteks Indonesia, Hartati (2021) 

juga menegaskan bahwa persentase penduduk miskin memiliki hubungan negatif 

dan signifikan terhadap pencapaian pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin rendah persentase penduduk miskin, maka semakin 

tinggi tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi yang dicapai suatu wilayah. 

Namun demikian, penelitian Ali dan Son (2007) menunjukkan bahwa hubungan 

antara penurunan persentase penduduk miskin dan pembangunan inklusif menjadi 

kurang signifikan jika ketimpangan di wilayah tersebut tinggi. Artinya, kebijakan 

yang semata-mata berfokus pada pengurangan angka kemiskinan tanpa mengatasi 

ketimpangan secara struktural mungkin tidak cukup untuk menghasilkan 

pembangunan yang inklusif secara signifikan 

 

3. Pengaruh Modal Manusia  atau Harapan Lama Sekolah Terhadap 

Pembangunan Ekonomi Inklusif 

Modal manusia merupakan konsep ekonomi yang mencakup pengetahuan, 

keterampilan, dan kapabilitas yang dimiliki individu sebagai hasil investasi dalam 

pendidikan dan pelatihan, yang berkontribusi secara signifikan terhadap 

produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2020). 
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Dalam penelitian ini, modal manusia secara spesifik direpresentasikan melalui 

indikator harapan lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun pendidikan formal 

yang diharapkan dapat ditempuh oleh seseorang sepanjang hidupnya. Harapan lama 

sekolah menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia di 

suatu wilayah karena mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki peluang 

untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kapabilitas yang diperlukan 

untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian 

Modal manusia, yang diukur dengan harapan lama sekolah, memiliki 

hubungan yang erat dengan pencapaian pembangunan ekonomi inklusif karena 

pendidikan meningkatkan kapabilitas individu untuk berpartisipasi secara produktif 

dalam kegiatan ekonomi serta memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi 

secara lebih efektif. Dengan pendidikan yang memadai, individu memiliki kapasitas 

lebih besar dalam meningkatkan produktivitas kerja, mengakses kesempatan kerja 

yang lebih baik, serta mengurangi risiko terjebak dalam kemiskinan dan 

ketimpangan sosial-ekonomi. 

Penelitian Barro dan Lee (2013) menunjukkan bahwa peningkatan tingkat 

pendidikan (yang tercermin dalam indikator seperti harapan lama sekolah) secara 

signifikan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka 

panjang. Temuan ini didasarkan pada analisis data panel global yang menunjukkan 

bahwa negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi secara konsisten 

mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabil, serta distribusi 

manfaat ekonomi yang lebih merata di antara penduduknya. 

Secara lebih spesifik dalam konteks inklusivitas, OECD (2019) menegaskan 

bahwa investasi dalam pendidikan yang meningkatkan harapan lama sekolah 

memiliki dampak signifikan terhadap inklusivitas pembangunan ekonomi. 

Pendidikan yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan produktivitas dan 

pendapatan individu, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap 

kesempatan kerja yang berkualitas, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan 

secara efektif. 

Studi yang dilakukan oleh World Economic Forum (2017) juga menyoroti 

pentingnya pendidikan dalam mendorong pembangunan inklusif. Menurut studi 

tersebut, negara-negara yang berhasil meningkatkan harapan lama sekolah 



83 
 

penduduknya cenderung lebih sukses dalam mencapai inklusivitas ekonomi, karena 

pendidikan yang tinggi secara signifikan meningkatkan kapabilitas individu untuk 

memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. 

Di negara-negara berkembang, penelitian yang dilakukan Loayza dan 

Raddatz (2010) menekankan bahwa peningkatan modal manusia melalui 

pendidikan sangat efektif dalam menurunkan kemiskinan, karena pendidikan 

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam sektor-sektor ekonomi 

yang produktif, terutama sektor padat karya. Dalam konteks Indonesia, Hartati 

(2021) menemukan bahwa modal manusia, khususnya melalui indikator harapan 

lama sekolah, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian 

pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini memperkuat bahwa pendidikan 

merupakan salah satu variabel kunci yang harus diprioritaskan dalam kebijakan 

pembangunan ekonomi untuk menciptakan kondisi inklusif secara nyata dan 

berkelanjutan. 

 

4. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif 

Inklusi keuangan merupakan kondisi di mana seluruh individu atau kelompok 

masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan 

formal, seperti tabungan, kredit, asuransi, serta layanan pembayaran dan transfer, 

yang disediakan oleh lembaga keuangan resmi secara terjangkau, aman, dan 

nyaman (World Bank, 2018). Konsep ini menekankan pentingnya akses universal 

terhadap layanan keuangan formal sebagai salah satu sarana pemberdayaan 

ekonomi, khususnya bagi kelompok miskin, marjinal, serta pelaku usaha mikro, 

kecil, dan menengah yang sebelumnya belum tersentuh oleh sistem keuangan 

formal (Beck et al., 2014). 

Inklusi keuangan memiliki hubungan erat dan langsung dengan 

pembangunan ekonomi inklusif, karena akses terhadap layanan keuangan formal 

secara luas memberikan peluang ekonomi yang lebih besar kepada berbagai 

kelompok masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya terpinggirkan secara 

ekonomi. Melalui akses tersebut, masyarakat bisa mengelola pendapatan secara 

lebih baik, melakukan investasi produktif, membangun aset ekonomi, serta 

mengurangi risiko keuangan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Beck et al. (2014) menunjukkan bahwa inklusi 

keuangan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap inklusivitas 

pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Studi ini 

menemukan bahwa peningkatan akses terhadap produk keuangan seperti kredit 

mikro, tabungan, dan asuransi secara nyata meningkatkan partisipasi ekonomi 

masyarakat, khususnya kelompok miskin dan perempuan, hingga sebesar 20 persen 

lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan inklusi keuangan rendah. 

Lebih lanjut, studi oleh Ostry et al. (2014) juga menunjukkan bahwa inklusi 

keuangan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pengurangan 

ketimpangan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika akses terhadap 

layanan keuangan semakin luas, maka masyarakat miskin dan berpendapatan 

rendah memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam perekonomian 

secara aktif, sehingga mampu meningkatkan pendapatan serta mengurangi 

ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan. 

Di samping itu, penelitian yang dilakukan World Economic Forum (2017) 

menegaskan bahwa negara-negara dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi 

secara konsisten menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam indeks 

pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan 

secara langsung menciptakan iklim yang mendukung pemerataan ekonomi dan 

stabilitas sosial, yang pada akhirnya memperkuat fondasi pembangunan inklusif. 

Dalam konteks regional di Asia dan Afrika, Ali dan Son (2007) menemukan 

bahwa akses ke layanan keuangan formal sangat memengaruhi inklusivitas 

pembangunan. Namun demikian, signifikansi hubungan ini dapat menurun ketika 

ketimpangan ekonomi sangat tinggi atau ketika infrastruktur pendukung seperti 

pendidikan dan infrastruktur dasar masih terbatas. 

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan Hartati (2021) juga memperlihatkan 

bahwa peningkatan inklusi keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

indeks pembangunan ekonomi inklusif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat inklusi keuangan yang dicapai suatu wilayah, semakin 

inklusif pula pembangunan ekonominya 
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5. Pengaruh Tingkat Kesempatan Kerja terhadap Pembangunan Ekonomi 

Inklusif 

Tingkat kesempatan kerja merupakan indikator yang menunjukkan sejauh 

mana tenaga kerja tersedia dan terserap dalam pasar tenaga kerja melalui lapangan 

pekerjaan yang tersedia. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi ditandai dengan 

tingkat pengangguran yang rendah, yang berarti sebagian besar angkatan kerja aktif 

dalam kegiatan ekonomi produktif (Todaro & Smith, 2020). Kesempatan kerja 

bukan hanya berkaitan dengan kuantitas pekerjaan, tetapi juga kualitasnya—yakni 

sejauh mana pekerjaan tersebut memberikan penghasilan yang layak, stabil, serta 

akses terhadap berbagai manfaat sosial (ILO, 2018). 

Kesempatan kerja memiliki hubungan erat dan langsung dengan 

pembangunan ekonomi inklusif karena melalui penciptaan lapangan kerja 

produktif, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat secara nyata dirasakan oleh 

berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan 

instrumen kunci dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam perekonomian, 

sekaligus menjadi saluran utama distribusi manfaat ekonomi secara merata (OECD, 

2019). 

Penelitian oleh International Labour Organization (ILO, 2018) menunjukkan 

bahwa kesempatan kerja yang memadai secara signifikan berdampak positif 

terhadap inklusivitas pembangunan ekonomi. Penciptaan lapangan kerja 

berkualitas dapat meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok-kelompok rentan, 

seperti kaum muda, perempuan, dan masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat 

mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan secara 

menyeluruh. 

Demikian pula, OECD (2019) dalam laporannya menegaskan bahwa 

kebijakan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja secara signifikan 

mampu memperkuat inklusivitas pembangunan di negara-negara maju. Penelitian 

ini menemukan bahwa kesempatan kerja yang luas dan merata tidak hanya 

meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga secara 

langsung mengurangi ketimpangan dan memperkuat stabilitas sosial-ekonomi. 
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Loayza dan Raddatz (2010), melalui studi empiris di negara-negara 

berkembang Asia dan Amerika Latin, menemukan hubungan yang positif dan 

signifikan antara kesempatan kerja di sektor-sektor padat karya dengan 

pengurangan kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa penciptaan kesempatan 

kerja di sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara besar-

besaran secara nyata meningkatkan inklusivitas pembangunan dengan mengurangi 

jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2021) juga 

menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kesempatan kerja memiliki hubungan 

positif yang signifikan dengan pencapaian pembangunan ekonomi inklusif. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika semakin tinggi tingkat kesempatan kerja 

yang tersedia, inklusivitas pembangunan ekonomi akan semakin meningkat karena 

lebih banyak masyarakat yang memiliki akses langsung terhadap manfaat 

pembangunan ekonomi. 

Sebaliknya, ketika kesempatan kerja rendah, ketimpangan ekonomi 

cenderung meningkat karena manfaat pertumbuhan ekonomi hanya terdistribusi 

kepada sebagian kecil masyarakat yang memiliki akses terhadap pekerjaan yang 

memadai. Hal ini sesuai dengan temuan Stiglitz (2012) yang menyatakan bahwa 

keterbatasan kesempatan kerja cenderung memperparah ketimpangan ekonomi dan 

melemahkan efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan inklusivitas. 

 

6. Pengaruh Ketimpangan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif 

Ketimpangan dalam konteks ekonomi merujuk pada kondisi di mana 

distribusi pendapatan, kekayaan, atau kesempatan dalam masyarakat berlangsung 

secara tidak merata. Ketimpangan sering kali diukur dengan indikator statistik 

seperti indeks Gini, yang mencerminkan sejauh mana pendapatan atau sumber daya 

ekonomi terkonsentrasi di tangan kelompok tertentu dibandingkan dengan 

kelompok lain (Todaro & Smith, 2020). Tingkat ketimpangan yang tinggi 

menunjukkan disparitas yang besar antara kelompok kaya dengan kelompok 

miskin, yang mengindikasikan adanya kelompok masyarakat yang tidak menikmati 

secara proporsional manfaat pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi 

ketimpangan ini dianggap sebagai tantangan utama bagi pembangunan ekonomi 
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yang inklusif, karena dapat memperlemah efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Stiglitz, 2012). 

Ketimpangan memiliki hubungan yang kuat dengan pembangunan ekonomi 

inklusif, di mana semakin tinggi tingkat ketimpangan, semakin sulit pula 

pencapaian pembangunan ekonomi inklusif. Ketimpangan yang tinggi cenderung 

membatasi akses kelompok masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi, 

pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja produktif, sehingga 

mempersempit peluang mereka untuk meningkatkan kualitas hidup secara 

signifikan. Sebaliknya, semakin rendah ketimpangan, semakin besar pula peluang 

tercapainya pembangunan ekonomi inklusif, karena manfaat pertumbuhan ekonomi 

dapat lebih mudah tersebar secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat 

(Ravallion, 2011). 

Penelitian Stiglitz (2012) menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi 

secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kondisi 

ketidakstabilan sosial. Menurut studi tersebut, ketimpangan yang tinggi 

memperlemah mekanisme distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi, sehingga 

pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan gagal menciptakan 

inklusivitas yang sesungguhnya. 

Senada dengan itu, penelitian Ravallion (2011) menemukan bahwa negara-

negara dengan ketimpangan ekonomi yang rendah cenderung lebih efektif dalam 

mentransmisikan manfaat pertumbuhan ekonomi kepada kelompok masyarakat 

miskin, sehingga mampu secara nyata mempercepat pencapaian pembangunan 

ekonomi inklusif. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan redistribusi 

pendapatan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam rangka meningkatkan 

inklusivitas pembangunan. 

Bourguignon (2004) juga menemukan bahwa ketimpangan pendapatan 

yang tinggi memiliki dampak negatif terhadap pengurangan kemiskinan dan 

efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan kondisi pembangunan 

inklusif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi 

cenderung memperlambat proses pengentasan kemiskinan serta mengurangi 

manfaat yang diperoleh masyarakat miskin dari pertumbuhan ekonomi. 
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Penelitian Ostry et al. (2014) menyatakan bahwa redistribusi pendapatan 

yang moderat, yang bertujuan menurunkan tingkat ketimpangan, secara signifikan 

mampu meningkatkan inklusivitas pembangunan tanpa secara negatif 

mempengaruhi produktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang 

secara aktif menurunkan ketimpangan dapat memperkuat hubungan positif antara 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif. Dalam konteks Indonesia, 

Hartati (2021) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan 

negatif yang signifikan dengan pembangunan ekonomi inklusif. Studi ini 

menegaskan bahwa semakin tinggi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, 

semakin rendah pula tingkat inklusivitas pembangunan ekonominya. 

 

7. Pengaruh Infrastruktur Ekonomi (rasio panjang jalan dalam kondisi baik) 

terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif 

Infrastruktur ekonomi mengacu pada sarana fisik dan fasilitas yang menjadi 

pendukung utama aktivitas ekonomi, seperti jalan raya, jembatan, jaringan listrik, 

pelabuhan, bandara, jaringan telekomunikasi, dan berbagai fasilitas logistik lainnya 

yang secara langsung menunjang produksi serta distribusi barang dan jasa dalam 

suatu wilayah atau negara (Calderón & Servén, 2004). Infrastruktur ekonomi 

dianggap sebagai prasyarat esensial untuk aktivitas ekonomi yang efektif dan 

efisien, karena keberadaannya mampu menurunkan biaya produksi, mempercepat 

mobilitas barang, jasa, serta tenaga kerja, serta meningkatkan aksesibilitas pasar 

yang lebih luas (Todaro & Smith, 2020).  Secara teoritis, pembangunan 

infrastruktur ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas ekonomi, 

efisiensi pasar, serta daya saing suatu wilayah, yang pada gilirannya dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta merata manfaatnya 

(World Economic Forum, 2017). 

Dalam perspektif pembangunan ekonomi inklusif, infrastruktur ekonomi 

memegang peranan kunci, karena tidak hanya bertujuan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga memastikan manfaat 

pertumbuhan tersebut merata dan dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, 

termasuk kelompok yang sebelumnya terisolasi atau kurang mendapat manfaat 

(OECD, 2018). 
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Penelitian Calderón dan Servén (2004) menunjukkan bahwa investasi dalam 

infrastruktur ekonomi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi serta mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di 

negara-negara berkembang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perbaikan 

dan peningkatan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi secara 

langsung memperluas akses ekonomi masyarakat ke pasar yang lebih luas, serta 

meningkatkan pendapatan kelompok marjinal secara signifikan, sehingga tercipta 

distribusi manfaat ekonomi yang lebih inklusif. 

Hasil penelitian Ghani dan Kanbur (2012) di negara-negara Asia Selatan juga 

menegaskan hubungan positif yang signifikan antara pembangunan infrastruktur 

ekonomi, khususnya infrastruktur jalan, dengan pembangunan inklusif. Studi ini 

menemukan bahwa perbaikan kondisi jalan secara nyata meningkatkan akses 

masyarakat terhadap layanan pendidikan, pasar kerja, serta kegiatan ekonomi 

produktif lainnya, sehingga dapat mendorong terciptanya pembangunan yang lebih 

inklusif di wilayah-wilayah terpencil. 

Secara spesifik, penelitian Banerjee et al. (2017) di India menemukan bahwa 

pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan memberikan dampak positif 

signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, karena meningkatnya mobilitas 

tenaga kerja dan akses pasar secara langsung mendorong peningkatan pendapatan 

masyarakat miskin. Penelitian ini menguatkan temuan bahwa pembangunan 

infrastruktur ekonomi merupakan prasyarat penting bagi pencapaian pertumbuhan 

inklusif yang berkelanjutan. 

Dalam konteks negara maju, studi OECD (2018) menunjukkan bahwa 

investasi dalam infrastruktur ekonomi secara positif dan signifikan berkontribusi 

terhadap peningkatan aksesibilitas ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya 

memperkuat pemerataan manfaat ekonomi dalam masyarakat. Penelitian ini 

menegaskan bahwa peran infrastruktur ekonomi dalam menciptakan pertumbuhan 

inklusif tidak hanya relevan bagi negara berkembang, tetapi juga penting bagi 

negara-negara maju.  Di sisi lain, World Economic Forum (2017) dalam laporannya 

juga menegaskan pentingnya infrastruktur ekonomi sebagai faktor pendorong 

utama pembangunan inklusif, dengan menunjukkan bahwa negara-negara yang 

memiliki kualitas infrastruktur ekonomi yang baik cenderung mampu mempercepat 
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terciptanya kondisi pembangunan inklusif secara lebih efektif dibanding negara-

negara yang infrastrukturnya tertinggal. 

 

8. Pengaruh Infrastruktur Dasar (rumah tangga dengan sumber air minum 

bersih) terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif 

Infrastruktur dasar merujuk pada fasilitas fundamental yang secara langsung 

mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap air minum bersih, 

sanitasi layak, layanan kesehatan dasar, dan pendidikan. Dalam konteks penelitian 

ini, infrastruktur dasar secara khusus didefinisikan sebagai tersedianya akses 

terhadap sumber air minum bersih yang layak bagi rumah tangga. Akses terhadap 

air minum bersih adalah salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia 

karena secara langsung memengaruhi kondisi kesehatan, produktivitas, dan kualitas 

hidup masyarakat (WHO, 2019). 

Penyediaan akses terhadap air minum bersih memiliki hubungan langsung 

yang signifikan dengan pembangunan ekonomi inklusif. Infrastruktur dasar ini 

tidak hanya meningkatkan kesehatan individu, tetapi juga memiliki efek multiplier 

terhadap produktivitas ekonomi serta kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Ketika rumah tangga memiliki 

akses yang baik terhadap air bersih, waktu dan sumber daya yang sebelumnya 

digunakan untuk mendapatkan air bersih dapat dialihkan pada aktivitas produktif 

seperti pendidikan dan pekerjaan yang memberikan penghasilan, sehingga 

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. 

Penelitian Hutton dan Haller (2004) yang dilakukan di berbagai wilayah 

miskin secara global menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap air minum 

bersih memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat 

dengan menurunkan prevalensi penyakit yang berkaitan dengan sanitasi dan air 

bersih hingga 40 persen. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa peningkatan 

akses air bersih memiliki efek positif langsung terhadap produktivitas tenaga kerja 

karena mengurangi angka absensi akibat penyakit dan meningkatkan kapasitas 

kerja individu. Dengan demikian, akses terhadap air bersih tidak hanya 

meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga memberikan kontribusi signifikan 

dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif. 
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Penelitian Calderón dan Servén (2004) juga menegaskan bahwa peningkatan 

infrastruktur dasar seperti air bersih memberikan dampak positif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan di negara-negara 

berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap 

fasilitas dasar ini memungkinkan masyarakat, terutama kelompok miskin, untuk 

memiliki peluang lebih baik dalam aktivitas ekonomi produktif, sehingga manfaat 

pembangunan menjadi lebih merata. 

World Economic Forum (2017) dalam laporan pembangunan inklusifnya 

juga menemukan bahwa negara-negara yang memiliki kualitas infrastruktur dasar, 

termasuk akses terhadap air minum bersih yang lebih baik, cenderung mencapai 

skor inklusivitas pembangunan yang lebih tinggi. Temuan ini menggarisbawahi 

bahwa penyediaan air bersih secara signifikan mendukung pemerataan ekonomi 

dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. 

Dalam konteks regional Asia dan Afrika, penelitian Ali dan Son (2007) 

menyatakan bahwa infrastruktur dasar seperti air minum bersih merupakan variabel 

kunci dalam menciptakan kondisi pembangunan inklusif yang signifikan. Mereka 

menekankan bahwa peningkatan akses infrastruktur dasar ini memberikan peluang 

nyata bagi masyarakat miskin untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian secara 

produktif. Di Indonesia, temuan Hartati (2021) menunjukkan bahwa tersedianya 

infrastruktur dasar seperti air minum bersih berhubungan positif dan signifikan 

dengan peningkatan pencapaian indeks pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian 

ini menguatkan bahwa peningkatan akses terhadap air bersih merupakan elemen 

penting yang harus dipenuhi dalam kebijakan pembangunan yang bertujuan 

inklusivitas. 

Kemudian dapat dipahami bahwa setiap wilayah memiliki potensi, 

tantangan, serta karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda-beda 

(Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, pendekatan pembangunan ekonomi 

inklusif yang universal tanpa mempertimbangkan karakteristik wilayah cenderung 

tidak efektif. Untuk memastikan kebijakan pembangunan inklusif tepat sasaran, 

analisis harus mencakup pemetaan karakteristik wilayah agar dapat mengenali 

keunikan potensi dan kendala lokal secara akurat (Kuncoro, 2013).  
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Analisis yang memperhitungkan pemetaan karakteristik wilayah 

memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi, efisien, dan efektif 

(Arsyad, 2015). Dengan demikian, sumber daya dapat dialokasikan secara optimal 

sesuai kebutuhan spesifik setiap wilayah, meningkatkan efektivitas intervensi 

pemerintah dan swasta dalam mengurangi kesenjangan dan mendorong 

pembangunan inklusif secara nyata (McKinley, 2010). 

Model tipologi Klassen merupakan salah satu metode pemetaan wilayah 

yang efektif dalam menganalisis pembangunan inklusif. Model ini membagi 

wilayah menjadi empat kategori berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

pendapatan per kapita (Mahi, 2016). Pemilihan model ini relevan karena 

memungkinkan analisis kebijakan yang spesifik sesuai kebutuhan wilayah, seperti 

wilayah berkembang pesat yang memerlukan strategi pemerataan, wilayah maju 

yang membutuhkan inovasi berkelanjutan, atau wilayah tertinggal yang 

memerlukan intervensi khusus (Klassen, 1965 dalam Sjafrizal, 2008).  

Analisis spasial yang menyeluruh akan membantu pemerintah dan pembuat 

kebakijan untuk tidak hanya memahami kondisi aktual di berbagai wilayah, tetapi 

juga memprediksi dan mengantisipasi tren pembangunan di masa depan. Dengan 

demikian, perencanaan pembangunan inklusif menjadi lebih tanggap terhadap 

perubahan kondisi lokal dan global, sehingga mampu menjaga kesinambungan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif (World Bank, 2017). 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam disertasi ini disusun kerangka alur 

pemikiran sebagai berikut : 

 
Gambar 8. Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, maka hipotesis pada disertasi 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) Terhadap IPEI 

Menurut Todaro dan Smith dalam buku mereka Economic Development (2015), 

pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif yang signifikan dengan 

pembangunan inklusif. Todaro dan Smith menekankan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, 

dan mengurangi kemiskinan, yang semuanya merupakan komponen penting dari 

pembangunan inklusif. Ketika ekonomi tumbuh, sektor-sektor seperti manufaktur, 

jasa, dan konstruksi cenderung berkembang, membuka lebih banyak peluang kerja 

formal yang stabil dan produktif.  Hal ini membantu individu di sektor informal 

atau mereka yang menganggur untuk memasuki pasar tenaga kerja yang lebih 

terstruktur, meningkatkan pendapatan mereka, dan mendorong mobilitas sosial. 

Dengan demikian hipotesis pertama penelitian ini adalah : 

H1 : Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif Terhadap IPEI 

 

2. Pengaruh Kemiskinan (PM) terhadap IPEI 

Kemiskinan memiliki hubungan negatif dengan Indeks Pembangunan Ekonomi 

Inklusif karena membatasi partisipasi ekonomi, memperbesar kesenjangan, dan 

melemahkan permintaan domestik. Todaro dan Smith (Economic Development, 

2015) menjelaskan bahwa kemiskinan menghambat kelompok miskin untuk 

mengakses sumber daya produktif, seperti pendidikan, modal usaha, dan pelatihan 

kerja. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja mereka menurun, kesenjangan 

ekonomi semakin melebar, dan kemampuan untuk berkontribusi dalam Indeks 

Pembangunan Ekonomi Inklusif menjadi terbatas. Dengan demikian hipotesis 

kelima penelitian ini adalah : 

H2 : Kemiskinan Berpengaruh Negatif Terhadap IPEI 

 

3. Pengaruh Modal Manusia (MM) terhadap IPEI 

Harapan lama sekolah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan meningkatkan kapabilitas individu, 
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produktivitas, mobilitas sosial, dan kesadaran keberlanjutan. Investasi dalam sistem 

pendidikan yang inklusif dan berkualitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa 

manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

H3 : Modal Manusia Berpengaruh Positif Terhadap IPEI 

 

4. Pengaruh Keuangan Inklusi (KI) terhadap IPEI 

Inklusi keuangan yang dalam penelitian ini digambarkan melalui indikator jumlah 

kredit rumah tangga memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 

Ekonomi Inklusif. Akses terhadap layanan keuangan memungkinkan masyarakat 

miskin untuk menabung dan berinvestasi pada kegiatan ekonomi produktif seperti 

pendidikan dan kegiatan wirausahan yang memungkinkan masyarakat untuk keluar 

dari poverty trap (Demirguc-Kunt dan Klapper, 2013), terutama bagi perempuan 

miskin (Swamy, 2014).  Dengan demikian hipotesis keenam penelitian ini adalah : 

H4 : Inklusi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap IPEI 

5. Pengaruh Kesempatan Kerja (KK) Terhadap IPEI 

Kesempatan kerja berperan penting dalam mendukung Indeks Pembangunan 

Ekonomi Inklusif dengan menciptakan akses ekonomi yang merata dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (Economic 

Development, 2015), penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor formal, 

membantu masyarakat miskin meningkatkan pendapatan, mengurangi 

ketimpangan, dan memperkuat daya beli. Selain itu, pekerjaan yang layak 

mendukung pembangunan modal manusia melalui akses yang lebih baik ke 

pendidikan dan layanan kesehatan.  Dengan demikian hipotesis kedua pada 

penelitian ini adalah : 

H5 : Kesempatan Kerja Berpengaruh Positif Terhadap IPEI 

 

6. Pengaruh Ketimpangan (GINI) Terhadap IPEI 

Ketimpangan pendapatan dan kekayaan membatasi akses kelompok miskin 

terhadap pendidikan, pelatihan, modal usaha, dan pekerjaan berkualitas, sehingga 

menghambat mobilitas sosial dan ekonomi mereka. Kondisi ini membuat peluang 

mereka untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas. 

Todaro dan Smith (Economic Development, 2015) menegaskan bahwa 
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ketimpangan ini mengurangi kemampuan masyarakat miskin untuk memanfaatkan 

sumber daya produktif, memperburuk kesenjangan sosial, dan melemahkan Indeks 

Pembangunan Ekonomi Inklusif karena manfaat pembangunan hanya dinikmati 

oleh kelompok kaya..  Dengan demikian hipotesis keempat penelitian ini adalah : 

H6 : Ketimpangan Berpengaruh Negatif Terhadap IPEI 

 

7. Pengaruh Infrastruktur Jalan (INF_J) Terhadap IPEI 

Calderón dan Servén dalam studi mereka The Effects of Infrastructure Development 

on Growth and Income Distribution (2004), peningkatan infrastruktur memiliki 

dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi 

ketimpangan pendapatan. Mereka menekankan bahwa aksesibilitas yang merata 

terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan dan energi, sangat penting untuk 

mendukung pembangunan yang inklusif. Infrastruktur yang baik membuka peluang 

lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sehingga 

menciptakan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua kelompok 

masyarakat..  Dengan demikian hipotesis ketiga penelitian ini adalah : 

H7 : Infrastruktur Jalan Berpengaruh Positif Terhadap IPEI 

  
 

8. Infrastruktur Sanitasi (INF_J) terhadap IPEI 

Air minum bersih memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesehatan 

masyarakat. Menurut penelitian Hutton dan Haller dalam Evaluation of the Costs 

and Benefits of Water and Sanitation Improvements (2004), akses rumah tangga 

terhadap air bersih secara signifikan mengurangi risiko penyakit menular seperti 

diare dan kolera. Dengan kesehatan yang lebih baik, individu, terutama pekerja dan 

anak-anak, dapat beraktivitas secara produktif di tempat kerja dan sekolah. Hal ini 

mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian dan 

mendorong pertumbuhan yang lebih merata.  Dengan demikian hipotesis ketujuh 

penelitian ini adalah : 

H8 : Infrastuktur Sanitasi Berpengaruh Positif Terhadap IPEI 

 



 

 

 

BAB III     

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian  

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengaruh dari 

Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Harapan Lama Sekolah, 

Rasio Jumlah Rekening Kredit UMKM terhadap jumlah total rekening, Tingkat 

Kesempatan Kerja, Ketimpangan, Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik 

serta Rasio Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih tersebut dapat 

mempengaruhi indeks pembangunan ekonomi inklusif pada berbagai karakteristik 

wilayah menggunakan tipologi klassen.  Kemudian akan dilakukan evaluasi 

terhadap kebijakan dan program yang saat ini dilakukan pemerintah kemudian 

memberikan rekomendasi kebijakan dan program yang lebih efektif dalam 

mencapai tujuan pembangunan inklusif dan berkelanjutan pada berbagai 

karakteristik wilayah. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

 

Operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh  

pengukuran variabel–variabel penelitian. Operasionalisasi variabel untuk  

menentukan jenis indikator, serta skala dan variabel – variabel yang terkait. 

variabel merujuk pada karakteristik atau atribut seseorang individu atau suatu 

organisasi yang dapat diukur atau diobservasi. Variabel-variabel bebas 

(independent variabels) merupakan variabel-variabel yang (mungkin) 

menyebabkan, mempengaruhi, atau berefek pada outcome (Creswell, 2014).   

Penelitian ini terdiri dari variabel terikat (dependent variabel) dan variabel tidak 

terikat (independent variabel) yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Variabel terikat (dependent variabel) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 

inklusif yang di representasikan oleh nilai Indeks Pembangunan Ekonomi 

Inklusif (IPEI) yang di terbitkan oleh Bappenas;  
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2. Variabel bebas (Independent variabel) dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan 

Pertumbuhan Ekonomi (PE), Penduduk Miskin (PM), Modal Manusia (MM) 

Keuangan Inklusif (KI), Kesempatan Kerja (KK), Ketimpangan Gini (GINI) 

Infrastruktur Jalan (INF_JLN) dan Infrastruktur Sanitasi (INF_S). 

 

Tabel 1. Variabel dan Deskripsi Operasional Variabel 

 

NO Variabel Simbol Satuan Deskripsi Operasional Variabel Penelitian Sebelumnya 

1 Indeks 

Pertumbuhan 

Inklusif 

IPEI Indeks Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif  

merupakan alat untuk mengukur dan 

memantau sejauh mana tingkat inklusivitas 

pembangunan Indonesia baik pada level 

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. IPEI 

mengukur inklusivitas pembangunan di 

Indonesia melalui aspek pertumbuhan 

ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta 

akses dan kesempatan. IPEI diukur dalam 

tiga kelompok. 1.  Skala 1-3 kurang 

memuaskan 2. Skala 4-7 memuaskan 3.  

Skala 8-10 sangat memuaskan. 

Klasen (2010); Hartati 

(2021); Niken 

Prabandari (2018); 

Sholihah (2014) dan 

Azwar (2016). 

2 Pertumbuhan 

ekonomi 

PE Persen 

(%) 

Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam 

pertumbuhan PDB Rill perkapita 

Rauniyar (2010); 

Stiglitz (2012); 

Bourguignon(2003); 

Piketty (2014). 

3 Persentase 

penduduk 

miskin 

PM Persen 

(%) 

proporsi penduduk yang berada di bawah garis 

kemiskinan dibandingkan dengan total 

populasi dalam suatu wilayah, yang 

dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator 

pengukuran dapat mencakup pengeluaran per 

kapita, tingkat konsumsi minimum, serta 

standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh 

pemerintah atau organisasi internasional. 

Demirgüç-Kunt et al. 

(2017); Cornia dan 

Court (2001); 

Ramadhan (2023); 

Fadillah (2021);  

4 Modal 

Manusia 

MM Tahun Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 

didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam 

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh 

anak pada umur tertentu di masa mendatang. 

Niken Prabandari 

(2018); Azwar (2016); 

Oluwatosin Adeniyi et 

al. (2020); Gyimah-

Brempong et al. (2006); 

Jalil dan Idrees (2013); 

serta Oyinyela dan 

Adediji (2017) 

5 Keuangan 

Inklusif 

KI Persen 

(%) 

Inklusi keuangan atau keuangan inklusif 

adalah ketersediaan akses pada berbagai 

lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

Keuangan inklusif di dalam penelitian ini 

dinyatakan dalam Rasio Jumlah Rekening 

Kredit UMKM terhadap Rekening Kredit;.   

````` 

6 Kesempatan 

Kerja 

KK Persen 

(%) 

Persentse penduduk bekerja dengan jam kerja 

≥ 35 jam perminggu , tingkat ketersediaan 

lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja dalam 

suatu wilayah atau sektor tertentu, yang dapat 

Nurudeen & Usman, 

(2010); Bakare & 

Sanmi, (2011); Sghari & 

Hammami, (2013); 
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NO Variabel Simbol Satuan Deskripsi Operasional Variabel Penelitian Sebelumnya 

diukur melalui indikator seperti tingkat 

partisipasi angkatan kerja, tingkat 

pengangguran, jumlah lowongan kerja yang 

tersedia, serta rasio pekerja terhadap populasi 

produktif. 

Olure-Bank & Usman, 

(2018); Tolmacheva, 

(2020); Ayyagari et al. 

(2014); Guo et al. 

(2015); Leshoro (2013); 

Hong dan Wenqin 

(2012); Jajri dan Ismail 

(2010); dan Mcmilan 

dan Rodrik (2011) 

 

7 Ketimpangan 

Pendapatan 

GINI INDEKS Rasio gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 

hingga 1. Jika nilai Indeks Gini mendekati 1, 

maka dikatakan tingkat ketimpangan 

pendapatan penduduk makin melebar, atau 

mendekati ketimpangan sempurna 

Stiglitz (2012); Piketty 

(2014); Barro (2000); 

Aghion (1999); Rajan 

(2010);  

8 Infrastruktur 

Ekonomi Jalan 

 

INF_J Persen 

(%) 

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik pada 

setiap wilayah, masuk dalam kategori layak 

dan baik dalam akses 

 

Hong et al. (2011), 

Stéphane dan Akiko 

(2011), Gibson dan 

Olivia (2009), serta Shi 

et al. (2017). 

9 Infrastruktur 

Sanitasi 

INF_s Persen 

(%) 

Infrastruktur dasar di reprentasikan melalui 

persentase jumlah rumah tangga dengan 

sumber air minum bersih 

Hutton dan Haller, 

2004; Prüss-Ustün et al. 

2008; 

 

3.3 Tahapan Penelitian  

Dalam disertasi ini disusun tahapan penelitian sebagaimana gamber berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tahapan Penelitian 

 

Gambar 9 di atas menyajikan alur kerangka berpikir yang akan dilakukan 

pada disertasi ini. Analisa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) 
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dilakukan dalam tiga tahapan utama yang saling berkaitan. Alur ini dimulai dari 

klasifikasi tipologi wilayah berdasarkan pendekatan Tipologi Klassen, dilanjutkan 

dengan identifikasi variabel-variabel penentu pembangunan inklusif, dan diakhiri 

dengan perumusan kebijakan spesifik untuk masing-masing kuadran wilayah. 

Secara konseptual, pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang 

lebih kontekstual dan responsif terhadap karakteristik lokal, sehingga 

pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

pemerataan hasil-hasil pembangunan. 

Tahap pertama merupakan proses klasifikasi wilayah ke dalam empat 

kuadran berdasarkan kombinasi antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

pendapatan per kapita. Kuadran I mencerminkan wilayah dengan pertumbuhan 

ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi, yang biasanya menunjukkan 

struktur ekonomi yang relatif matang dan sektor unggulan yang berkembang 

pesat. Kuadran II menggambarkan daerah dengan pendapatan tinggi namun 

pertumbuhan yang rendah, yang bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang stagnan 

meskipun secara historis memiliki sumber daya ekonomi besar. Sebaliknya, 

Kuadran III terdiri atas daerah yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang 

cepat tetapi dengan pendapatan yang masih relatif rendah, biasanya karena basis 

ekonomi yang masih dalam tahap transformasi. Sementara itu, Kuadran IV 

menandakan wilayah yang mengalami stagnasi baik dari sisi pertumbuhan 

ekonomi maupun tingkat kesejahteraan, yang umumnya menghadapi berbagai 

keterbatasan struktural dan memerlukan intervensi pembangunan yang 

menyeluruh. 

Tahap kedua dalam kerangka ini merupakan identifikasi dan analisis 

terhadap faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat pembangunan ekonomi 

inklusif di masing-masing wilayah. Faktor-faktor tersebut mencakup dimensi 

makro seperti pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta dimensi 

struktural seperti infrastruktur ekonomi, kapabilitas manusia, dan kemiskinan. 

Dalam literatur ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih menjadi 

syarat penting bagi terwujudnya kesejahteraan, namun pertumbuhan tersebut 

harus inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat 

(Todaro & Smith, 2015). Kesempatan kerja menjadi salah satu kanal utama bagi 
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distribusi hasil pembangunan karena membuka jalan bagi partisipasi produktif 

masyarakat dalam aktivitas ekonomi (Ali & Son, 2007). Selain itu, pembangunan 

infrastruktur ekonomi dan dasar seperti jalan, sanitasi, serta layanan publik 

lainnya memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas, efisiensi, 

serta akses masyarakat terhadap pasar dan layanan sosial (Calderón & Servén, 

2010).  Faktor ketimpangan dan kemiskinan menjadi indikator penting yang 

menunjukkan apakah pertumbuhan bersifat menyeluruh atau hanya dinikmati oleh 

segelintir kelompok tertentu. Untuk itu, analisis kapabilitas manusia, seperti 

tingkat pendidikan dan kesehatan, serta akses terhadap sistem keuangan yang 

inklusif menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas pembangunan (Sen, 

1999; UNDP, 2022). Keseluruhan variabel ini membentuk indeks pembangunan 

ekonomi inklusif (IPEI) yang mengukur tingkat keberhasilan suatu daerah dalam 

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan. 

Tahap ketiga adalah proses perumusan kebijakan berbasis hasil analisis 

tipologi wilayah dan determinan pembangunan inklusif. Kebijakan yang diambil 

pada tahap ini harus bersifat kontekstual, disesuaikan dengan posisi wilayah 

dalam klasifikasi Klassen. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan 

berbagai program untuk memperkuat inklusivitas ekonomi di seluruh wilayah, 

beberapa di antaranya telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap 

IPEI.  

Berbagai program nasional di Indonesia dirancang untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan pendekatan sektoral dan spasial yang 

beragam.  Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan memperluas akses 

pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, khususnya di wilayah dengan 

keterbatasan inklusi keuangan. Wulandari dan Kassim (2016) mencatat bahwa 

KUR secara signifikan meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku 

UMKM di daerah nonperkotaan.  Program Kartu Prakerja, yang mulai diterapkan 

pada tahun 2020, berfungsi sebagai program perlindungan sosial sekaligus 

peningkatan keterampilan kerja. Afrianita dan Putri (2022) menunjukkan 

efektivitas program ini dalam meningkatkan keterampilan dan akses kerja, 

terutama di wilayah dengan tingkat kesempatan kerja yang rendah (Kuadran II 

dan IV).   
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Dalam konteks pembangunan infrastruktur dasar, Program PAMSIMAS 

terbukti meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di perdesaan. Yuniarti dan 

Irawan (2019) menegaskan bahwa program ini berdampak positif terhadap 

peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.  Program Keluarga Harapan 

(PKH), sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial, memberikan bantuan 

bersyarat untuk rumah tangga miskin. Penelitian oleh Hastuti et al. (2018) 

menunjukkan bahwa PKH meningkatkan partisipasi pendidikan dan akses layanan 

kesehatan, yang krusial dalam membangun kapabilitas masyarakat miskin di 

wilayah tertinggal. 

Di sektor pendidikan vokasional, Program SMK Pusat Keunggulan (SMK-

PK) berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan 

dan kebutuhan industri. Rosyid (2021) mencatat bahwa program ini mampu 

meningkatkan kesiapan kerja lulusan dan menurunkan ketidaksesuaian 

keterampilan (skills mismatch), terutama di wilayah dengan pertumbuhan tinggi 

namun kualitas SDM yang rendah (Kuadran III).   

Kebijakan Inpres Jalan Daerah merupakan instrumen penting dalam 

pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan 

konektivitas antarwilayah. Penelitian oleh Azaki dan Lutfi (2023) menunjukkan 

bahwa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk sektor jalan memiliki 

peran signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. Namun, 

penelitian tersebut juga menyoroti perlunya penajaman sasaran prioritas, 

pemilihan daerah penerima, dan kerangka penganggaran jangka menengah yang 

lebih efektif untuk mencapai efisiensi alokatif yang optimal. Selain itu, 

harmonisasi regulasi dan pembenahan struktur belanja daerah menjadi aspek 

penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini.   

 

3.4 Metode Analisis Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi (PE), 

Penduduk Miskin (PM), Modal Manusia (MM) Keuangan Inklusif (KI), 

Kesempatan Kerja (KK), Ketimpangan Gini (GINI) Infrastruktur Jalan (INF_JLN) 

dan Infrastruktur Sanitasi (INF_S) pada berbagai karakteristik wilayah pada 

Kabupaten/Kota di pulau Jawa  serta analisa evaluasi dan rekomendasi kebijakan 
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dan program dalam mendorong pembangunan inklusif akan digunakan 

menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian 

deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan  untuk membuat gambar 

atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif  yang menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap  data tersebut serta penampilan 

dan hasilnya (Arikunto, 2006).   Sumber data yang digunakan adalah data 

sekunder.  Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank 

Indonesia (BI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta 

media publikasi lainnya.  

Penelitian ini akan menganalisis seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa 

yaitu sebanyak 119 Kabupaten/Kota.  Keseluruhan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data runtut waktu (time series) pada periode 2019 – 2023 dan 

data silang (cross section).  Adapun tahapannya yaitu:  1) Analisis Deskiptif, dan  

2) Analisis Ekonometrika. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data 

dalam bentuk tabel dan grafik. Ke mudian untuk melakukan  

 

3.4.1 Analisa Deskriptif 

Analisa deskriptif yang digunakan diantaranya adalah Analisa Tipologi 

Klassen dan Analisa GIS (Geographic Information System). 

A. Tipologi Klassen 

Pada disertasi ini dilakukan pembagian wilayah Kabupaten/kota yang ada di 

pulau Jawa sebagaimana kriteria pada tipologi klassen. Analisis Tipologi Klassen 

merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran 

tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing suatu wilayah 

(Sjafrizal, 2008).  Tipologi klassen pada dasarnya membagi wilayah berdasarkan 

indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah: 

(1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income), (2) 

daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), (3) daerah berkembang 

cepat (high growth but low income) dan (4) daerah relatif tertinggal (low growth 

but low income) (Soepono, 1993; Kuncoro dan Aswandi, 2002; dan Radianto 

2003).   
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Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengidentifikasi sektor, 

subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah dan 

digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah, tipologi ini diharapkan dapat memperjelas dan 

memperkuat hasil analisis.  (Sjafrizal, 2008), Klasifikasi Tipologi Klassen 

berdasarkan pendekatan sektoral adalah sebagai berikut: 

 

B. Geographic Information System (GIS) 

Geographic Information System (GIS) merupakan alat analisis spasial 

yang efektif untuk menjelaskan tipologi Klassen. Dengan GIS, karakteristik 

ekonomi wilayah yang diklasifikasikan menurut tipologi Klassen (pertumbuhan 

tinggi-rendah dan pendapatan tinggi-rendah) dapat dipetakan secara visual. Hal ini 

mempermudah pengambil kebijakan dalam mengidentifikasi wilayah yang 

memerlukan intervensi pembangunan secara lebih tepat sasaran (Kuncoro, 2018; 

Supriyadi & Rustiadi, 2019). GIS membantu mengintegrasikan data ekonomi 

dengan data geografis, sehingga pola spasial pertumbuhan inklusif dapat dikenali 

dengan jelas.  

Tahapan GIS dapat diuraikan menjadi beberapa rangkaian subsistem 

sebagai berikut :  

1. Data Input: sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, 

dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Sub-sistem 

ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau 

mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format (native) yang 

dapat digunakan oleh perangkat SIG yang bersangkutan . 

2. Data Output : sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan 

keluaran (termasuk mengekspornya ke format yang dikehendaki) seluruh atau 

sebagian basis data (spasial) baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy 

seperti halnya tabel, grafik, report, peta, dan lain sebagainya . 

3. Data Management: sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial 

maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data 

sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau di-retrieve (di-load ke 

memori), di-update, dan di-edit . 
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4. Data Manipulation &Analysis: sub-sistem ini menentukan informasi-informasi 

yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, sub-sistem ini juga melakukan 

manipulasi (evaluasi dan penggunaan fungsi-fungsi dan operator matematis & 

logika) dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

  

Metode ini digunakan sebagai citra gambaran umum pemetaan setiap wilayah 

sebaran pertumbuhan inkusif dan kemiskinan di setiap daerah, dalam rangka 

memberikan gambaran nilai pada setiap wilayah. Pemetaan ini dilakukan juga 

sebagai dasar untuk melihat perkembangan pertumbuhan inklusif pada setiap 

waktu pada wilayah penelitian. 

 

3.4.2   Analisis Kuantitatif : Regresi Linier Berganda (OLS) Data Panel 

 Penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan untuk mengetahui 

hubungan Pertumbuhan Ekonomi (PE), Penduduk Miskin (PM), Modal Manusia 

(MM) Keuangan Inklusif (KI), Kesempatan Kerja (KK), Ketimpangan Gini 

(GINI) Infrastruktur Jalan (INF_JLN) dan Infrastruktur Sanitasi (INF_S) terhadap 

pertumbuhan inklusif (IPEI) pada beberapa karakteristik wilayah menggunakan 

tipologi klassen di kuadaran 1, II, III dan IV.  Pengujian ini dilakukan untuk 

melihat signifikansi pengaruh individual dari variabel-variabel bebas dalam model 

terhadap variabel dependennya. Dengan melakukan pengujian ini nilai-nilai 

statistik setiap variabel bebas.  Berikut adalah model yang terbentuk.  Adapun 

modelnya adalah sebagai berikut : 

IPEI(I−IV)it = β0 + β1PE(1−IV)it + β2PM(1−IV)it + β3MM(1−IV)it + β4KI(1−IV)it +

β5KK(1−IV)it +   β6GINI(1−IV)it + β7INFJ(1−IV)it
+ β8INFS(1−IV)it

+

εit ……………………………..(1) 

Dimana: 

IPEI (1−IV)it   = IPEI Kabupaten/Kota Kuadran I - IV 

PE (1-IV) = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Kuadran I - IV 

PM (1-IV) = Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Kuadran I – 

IV 

MM (1-IV) = Modal Manusia Kabupaten/Kota Kuadran I – IV 

KI (1-IV) = Keuangan Inklusif Kabupaten/Kota Kuadran I – IV 

KK (1-IV) = Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota Kuadran I – IV 

GINI (1-IV) = Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota Kuadran I – 

IV 

INF_J (1-IV) = Infrastuktur Jalan Kabupaten/Kota Kuadran I – IV 
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INF_S (1-IV) = Infrastuktur Sanitasi Kabupaten/Kota Kuadran I - IV 

i = Kabupaten/kota Kuadran (Cross section) 

t = Periode penelitian Tahun 2019-2023 (time Series) 

𝛽0 = Koefisien Konstanta intersep yang merupakan skalar 

𝛼0 = Koefisien Konstanta intersep yang merupakan skalar  

β1, β2, β3, β4, β5’ β6, β7, 

β8,  

= Koefisien regresi atau slop kemiringan dari masing-masing 

variabel  

𝑒𝑡   = Standar error pada model matematis, (Error Term) 

 

 

3.5  Pemilihan Model Data Panel 

Pada dasarnya terdapat empat model yang digunakan dalam analisis data 

panel, yaitu pooled least square, pooling independent cross sections over times, 

least square dummy variable (fixed effects), dan random effects. Ketiga model 

tersebut dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.  Pemilihan Model Data Panel 

Sumber : Ekonometrika (Widarjono, 2009) 
 

1. Common Effect Model (CEM) 

Pada model ini diasumsikan bahwa semua koefisien konstan untuk semua 

silang tempat dan titik-titik waktu, bentuk model umumnya sebagai berikut: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝑈𝑖𝑡   i=1,...,N t=1,...,T, 

dimana i adalah Kabupaten/Kota, persuahaan, dan lain-lain dan t adalah 

waktu. Asumsi dari model di atas adalah intersep semuanya sama dan slope 

koefisien variabel X identik untuk semua tempat. 

Chow 

Test 

H0: CEM 

LM Test 

H0: REM 

H1: CEM 

Husman Test 

H0: FEM 

H1: REM 

 

Common Effect 

Model (CEM) 

Random Effect 

Model (REM) 

Fixed Effect 

Model (FEM) 
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a. Pooling Cross Sections over Time 

Model ini merupakan model Common Effect Model dengan menambah variabel 

dummy, bentuk modelnya adalah sebagai berikut : 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝐷𝑡𝑖𝑚𝑒𝑈𝑖𝑡    i=1,...,N t=1,...,T, 

D-time menunjukan variabel dummy waktu yang biasanya dimulai dari 

urutan waktu yang kedua misalnya tahun kedua dan tahun pertama sebagai dasar 

(α).  Ketika asumsi klasik regresi OLS, seperti homoskedastisitas (varian error 

konstan) dan tidak adanya autokorelasi (error tidak berkorelasi satu sama lain), 

tidak terpenuhi, estimasi OLS menjadi tidak efisien dan varians estimasi menjadi 

bias. Dalam kasus ini, GLS dapat digunakan untuk mengoreksi masalah tersebut 

dengan memodifikasi matriks kovarians residualnya. Namun, dalam banyak 

kasus, bentuk pasti dari matriks kovarians residual tidak diketahui. Oleh karena 

itu, metode (EGLS) digunakan untuk mendekati GLS secara empiris dengan 

memperkirakan bentuk struktur varians dan kovarians berdasarkan data yang 

tersedia. Kelebihan dan Kekurangan EGLS Kelebihan: Menghasilkan estimasi 

parameter yang lebih efisien dibandingkan OLS dalam kondisi pelanggaran 

asumsi klasik. Memperbaiki kesalahan standar dari estimasi regresi, sehingga 

meningkatkan keakuratan inferensi statistik. Mampu menangani 

heteroskedastisitas dan autokorelasi secara simultan. 

 

2. Uji Chow /Fixed Effect 

Uji chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel 

dengan fixed effect (FE) lebih baik daripada model regresi data panel common 

effect (CE) dengan melihat residual sum squares. Pendekatan ini digunakan untuk 

memperbaiki LSDV dimana unit cross section yang besar tidak akan mengurangi 

derajat kebebasan. Pendekatan Fixed effect ini mengijinkan adanya intersep yang 

berbeda antar individu namu intersep setiap individu tidak bervariasi sepanjang 

waktu. Pendekatan ini ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ +  𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

Dimana 𝛽0𝑖 merupakan intersep dan 𝛽1, 𝛽2 merupakan slope. Adanya 

perbedaan intersep pada setiap unit cross section dilakukan dengan penambahan 
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subscript i. Meskipun intersep berbeda antar Kabupaten/Kota namun intersep 

masing-masing Kabupaten/Kota tidak berbeda antar waktu, yang disebut time 

invariant.  Untuk menentukan pendekatan yang lebih baik antara Pooled Least 

Squared/PLS dan Fixed Effect Model (FEM) digunakan Uji Chow dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

1) H0 : Pooled Least Square (PLS) 

2) H1 : Fixed Effect Model (FEM) 

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan 

perhitungan F-statitik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung 

lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat 

digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya jika F hitung lebih 

kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dengan model yang digunnakan adalah 

Pooled Least Square (Widarjono, 2009) Perhitungan F Statistik didapat dari Uji 

Chow dengan rumus (Baltagi, 2005): 

Fhitung = 

𝑆𝑆𝐸1−𝑆𝑆𝐸2
(𝑛−1)
𝑆𝑆𝐸2

(𝑛𝑡−𝑛−𝑘)

~ F𝞪 (N-1, NT – N – K) 

Dimana 𝑆𝑆𝐸1 merupakan Sum Square Error dari model Pooled Least 

Squared, 𝑆𝑆𝐸2 merupakan Sum Square Error dari model Fixed Effect Model, n 

merupakan jumlah cross section Kabupaten/Kota), nt merupakan jumlah cross 

section dikalikan jumlah time series, k jumlah variabel bebas. Sedangkan F tabel 

didapat dari:  F-tabel = { : df(n-1, nt-n-k)} 

Dimana 𝞪 merupakan tingkat signifikansi yang dipakai (alfa), n merupakan 

jumlah Kabupaten/Kota (cross section), nt merupakan jumlah cross section dikali 

jumlah time series, k merupakan jumlah variabel bebas.  

3. Uji Hausman/Random Effect 

Untuk menentukan metode apa yang sebaiknya dipakai antara fixed effect 

atau random effect, digunakan metode yang dikembangkan oleh Hausman. Uji 

Hausman ini didasarkan bahwa penggunaan variabel dummy dalam metode fixed 

effect dan GLS adalah efisien sedangkan OLS tidak efisien, di lain pihak 

alternatifhya adalah metode OLS efisien dan metode GLS tidak efisien. Karena uji 

hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga Uji 
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Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Statistik uji 

Hausman mengikuti distribusi statistik chi-square dengan df sebesar k dimana k 

adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar 

daripada nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed effect dan 

sebaliknya. Secara matematis, uji ini dapat ditulis sebagai berikut:  

𝑊 = (𝛽𝑓𝑒 − 𝛽𝑟𝑒)
1

[𝑉(𝛽𝑓𝑒) − 𝑉(𝛽𝑟𝑒)]
−1

(𝛽𝑓𝑒 − 𝛽𝑟𝑒)~𝑥2(𝑘)𝑊 

Estimasi dari matriks kovarian sebenarnya 𝛽𝑓𝑒 = estimator dari FEM 𝛽𝑟𝑒 = 

estimator dari REM. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik chi-

square dengan degree of freedom (df) sebesar k di mana k adalah jumlah variabel 

independen perbandingan tersebut dilakukan dalam kerangka hipotesis sebagai 

berikut:  

1) H0 : E (τ xit) = 0 ; maka Random Effect Model (REM) adalah model yang 

tepat 

2) H1 : E (τ xit) ≠ 0 ;  maka Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang 

tepat 

 

Pendekatan spesifikasi Hausman mengikuti distribusi Chi-Squared. Dalam Chi-

Squaredhitung > Chi-Squaredtabel dan p-value signifikan maka H0 ditolak sehingga 

pendekatan FEM lebih tepat digunakan. 

4. Uji Lagrange Multiplier (LM)  

Untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode 

common effect maka digunakan uji Lagrange Multiplier (LM) yang 

dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Hipotesis dari LM Test adalah:   

Ho: Common effect 

Ha: Random Effect 

Untuk melakukannya diperlukan formulasi sebagai berikut: 

LM = 
𝑛𝑇

2(𝑇−1)
[

∑𝑖=1
𝑛 [∑𝑡=1

𝑛 𝑒𝑖𝑡]2

∑𝑖=1
𝑛 ∑𝑡=1

𝑛 𝑒2𝑖𝑡
− 1]

2

  Jumlah dari kuadrat jumlah residual 

∑𝑖=1
𝑛 [∑𝑡=1

𝑛 𝑒𝑖𝑡]2 

∑𝑖=1
𝑛 ∑𝑡=1

𝑛 𝑒2𝑖𝑡    Sum Squared of Residual dari random 

effect 
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n= Jumlah individu data  

t= Jumlah tahun data   

Nilai LM kemudian dibandingkan dengan nilai chi-squares pada degree of 

freedom (df) sebanyak jumlah variabel independen dan a = 1% dan a = 5%. 

Perbandingan tersebut dilakukan dalam kerangka hipotesis sebagai berikut:  

1) Ho= menggunakan model PLS, jika nilai LM < nilai chi-squares  

2) Hi= menggunakan REM, jika nilai LM>nilai chi-squares 

 

3.6 Pengujian Asumsi Klasik 

3.6.1 Deteksi Multikolinearitas 

Adanya dua asumsi penting tentang variabel gangguan yang akan 

memengaruhi sifat estimator yang BLUE. Pertana, varian dari variabel gangguan 

adalah tetap atau konstan (homokedastisitas). Kedua, tidak adanya korelasi atau 

hubungan antara variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan 

observasi yang lain atau sering disebut tidak ada masalah autokorelasi 

(Widarjono, 2013). Pendeteksian terhadap multikolinieritas dapat dilakukan 

dengan melihat nilai Variance – Inflating Factor (VIF) dari hasil analisis regresi. 

Jika nilai VIF>10 maka terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi (Sanusi, 

2014). Kecepatan dari meningkatnya varians atau kovarians dapat dilihat dengan 

Variance Inflation Factor (VIF), yang didefinisikan sebagai:   𝑉𝐼𝐹 =
1

(1−𝑅2)
 

Seiring dengan R2 mendekati 1, VIF mendekati tidak terhingga. Hal tersebut 

menunjukkan sebagaimana jangkauan kolinieritas meningkat, varian dari sebuah 

estimator juga meningkat, dan pada suatu nilai batas dapat menjadi tidak 

terhingga (Gujarati, 2010). 

1) H0: VIF > 10, terdapat multikolinearitas antar variabel bebas  

2) Ha: VIF < 10, tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas 

 

3.6.2 Uji Heterokedastisitas 

Widarjono (2013) Suatu model yang terbebas dari heteroskedastisitas berarti 

variansi dari error bersifat konstan (tetap) atau dapat dikatakan homoskedastis. 

Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan uji White. Model 
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dikatakan mengandung heteroskedastisitas jika statistik white (n x R2) lebih besar 

dari χ2 tabel. Cara lainnya adalah dengan menggunakan metode GLS Weight 

Cross- section yang tersedia dalam estimasi output program EViews. Nilai Sum 

Square Resid (SSR) Weighted dibandingkan dengan Sum Square Resid (SSR) 

Unweighted. Jika SSR weighted < SSR Unweighted maka dapat dikatakan bahwa 

model terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

3.5.3 Uji Autokorelasi 

Widarjono, (2013), salah satu asumsi penting dalam metode OLS berkaitan 

dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel 

gangguan satu dengan variabel gangguan lain. Sedangkan autokorelasi merupakan 

adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang 

berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan metode OLS, autokorelasi merupakan 

korelasi antar satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Jadi 

dengan adanya autokorelasi, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang 

Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) hanya Linear Unbiased Estimator 

(LUE).  Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi masalah 

autokorelasi yaitu melalui metode Durbin-Watson, Metode Breusch-Godfrey. 

3.6   Pengujian Hipotesis Penelitian  

3.6.1 Uji t (t-test) 

 Uji t-Statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara 

parsial Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara individual. Digunakan uji 1 arah 

dengan tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat pada tingkat   = 0,05. Hipotesis pengujian sebagai 

berikut: 

1) Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka 𝐻0 ditolak atau menerima 𝐻𝑎 , artinya 

variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat.  

2) Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka 𝐻0 diterima atau menolak 𝐻𝑎 , artinya 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Hipotesis uji t yang terbentuk sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi (PE) 



111 
 

a. H0:ß1 = 0, Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

b. Ha:ß1 > 0, Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

2. Penduduk Miskin (PM) 

a. H0:ß2 = 0, Penduduk Miskin (PM) tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

b. Ha:ß2 > 0, Penduduk Miskin (PM) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

3. Modal Manusia (MM) 

a. H0:ß3 = 0, Modal Manusia (MM) tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

b. Ha:ß3 > 0, Modal Manusia (MM) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

4. Keuangan Inklusif (KI) 

a. H0:ß4 = 0, Keuangan Inklusif (KI) tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

b. Ha:ß4 > 0, Keuangan Inklusif (KI) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

5. Kesempatan Kerja (KK) 

a. H0:ß5 = 0, Kesempatan Kerja (KK) tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

b. Ha:ß5 > 0, Kesempatan Kerja (KK) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

6. Ketimpangan Pembangunan (GINI) 

a. H0:ß6 = 0, Ketimpangan Pembangunan (GINI) tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

b. Ha:ß6 > 0, Ketimpangan Pembangunan (GINI) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

7. Infrastruktur Jalan (INF_J) 

a. H0:ß7 = 0, Infrastruktur Jalan (INF_J) tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 
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b. Ha:ß7 > 0, Infrastruktur Jalan (INF_J) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

8. Infrastruktur Sanitasi (INF_S) 

a. H0:ß8 = 0, Infrastruktur Sanitasi (INF_S) tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

b. Ha:ß8 > 0, Infrastruktur Sanitasi (INF_S) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap terhadap pertumbuhan Inklusif (IPEI). 

 

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.05 dan 

dengan derajat kebebasan (df = n-k), dimana n adalah jumlah observasi dan k 

adalah jumlah variabel (terikat dan bebas) yang digunakan. Maka dapat 

dirumuskan kriterianya adalah apabila nilai t-hitung lebih besar (>) dari t-tabel 

maka gagal menerima Ho, sebaliknya apabila nilai t- hitung lebih kecil (<) t-tabel 

maka berhasil menerima Ho. Atau dapat melihat nilai probabilitas, apabila nilai 

proabilitas > α = 0.05 maka gagal menerima Ho, sebaliknya jika nilai probabilitas < 

0.05 maga gagal menolak Ho. 

 

3.6.2 Uji F Statistik 

Uji-F adalah uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel 

bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji-F ini dengan 

menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan derajat kebebasan df1 = (k) dan 

df2 = (n-k-1) (n = jumlah observasi, k = jumlah variabel bebas). Hipotesis yang 

digunakan:  

Ho: β1,β2,β3,β4,β5,β6,β7,β8 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara 

variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Penduduk Miskin (PM), Modal 

Manusia (MM), Keuangan Inklusif (KI), Kesempatan Kerja (KK), 

Ketimpangan Gini (GINI) Infrastruktur Jalan (INF_JLN) dan Infrastruktur 

Sanitasi (INF_S) terhadap pertumbuhan inklusif (IPEI). 

Ha: β1,β2,β3,β4,β5,β6,β7,β8 ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel 

Pertumbuhan Ekonomi (PE), Penduduk Miskin (PM), Modal Manusia 

(MM), Keuangan Inklusif (KI), Kesempatan Kerja (KK), Ketimpangan Gini 
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(GINI) Infrastruktur Jalan (INF_JLN) dan Infrastruktur Sanitasi (INF_S) 

terhadap pertumbuhan inklusif (IPEI). 
 

Kriteria Pengujian: 

1) Apabila F statistik > F tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya 

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara 

statistik terhadap variabel dependen. 

2) Apabila F statistik < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Pada tingkat 𝞪 = 0,05 jika Ho ditolak, berarti variabel bebas yang diuji 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika Ho diterima berarti variabel 

bebas yang diuji tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada 𝞪 = 

0,05.  Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dan derajat 

kebebasan (df1 = k) dan (df2 = (n-k-1)), dimana k adalah jumlah variabel bebas 

yang digunakan dan n adalah jumlah observasi. Kriterianya apabila F – hitung 

lebih kecil (<) dibandingkan F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

secara simultan variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. Sebaliknya apabila F – hitung lebih besar (>) dibandingkan F 

tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara simultan variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Atau dapat 

melihat nilai probabilitas, apabila nilai proabilitas < 5% maka gagal menerima 

Ho, sebaliknya jika nilai probabilitas > 5% maga gagal menolak Ho. 

3.8 Individual Effect 

Individual effect digunakan ketika model akhir data panel menggunakan model 

akhir Fixed Effect model. Individual effect merupakan nilai individu masing-

masing cross-section yang di dapat dari Fixed Effect model (Widarjono, 2013). 

Rumus individual effect yaitu: 

Ci = α+ β 

Dimana: 

Ci : Individual Effect 

α  : Koefisien konstanta  

β  : koefisien dari masing-masing Kabupaten/kota  



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah di urikan pada Bab IV 

maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh 

variabel Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Modal Manusia, Keuangan 

Inklusif, Kesempatan Kerja, Ketimpangan, Infrastruktur Ekonomi dan 

Infrastruktur Dasar terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif pada berbagai 

karakteristik wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a) Pembangunan Inklusif pada daerah Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan 

Pendapatan Perkapita Tinggi (kuadran I) 

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dipengaruhi secara 

signifikan oleh 7 (tujuh) variabel.  Adapun variabel tersebut diurut 

berdasarkan kontribusinya adalah sebagai berikut : Pertumbuhan Ekonomi 

(PE); Rasio Total Jalan dalam Kondisi Baik (INF_J); Persentase Penduduk 

Miskin (PM); Rasio Jumlah Rekening Kredit UMKM terhadap Rekening 

Kredit; Tingkat Kesempatan Kerja (KK); Ketimpangan (GINI); dan terakhir 

Harapan Lama Sekolah (Modal Manusia=MM). Sementara itu terdapat 1 

(satu) variabel yang diketahui tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).  Variabel tersebut 

adalah Jumlah Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum 

Bersih (INF_S) yang merupakan representasi dari unsur Infrastruktur Dasar. 

Dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil perhitungan ini, maka model 

pembangunan inklusif berbasis pro-poor growth di wilayah kuadran I 

menjadi sangat relevan, efektif, serta sejalan dengan karakteristik wilayah 

serta hasil analisis kontribusi variabel-variabel ekonomi terhadap Indeks 

Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). 
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b) Pembangunan Inklusif pada daerah Pada Daerah dengan Pertumbuhan 

Ekonomi Tinggi tetapi Pendapatan Perkapita Rendah (kuadran II)  

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dipengaruhi secara 

signifikan oleh 7 (tujuh) variabel.  Adapun variabel tersebut diurut 

berdasarkan kontribusinya adalah sebagai berikut : Ketimpangan (GINI); 

Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air minum bersih; Pertumbuhan 

Ekonomi (PE); Rasio Jumlah Rekening Kredit UMKM terhadap Rekening 

Kredit (KI); Tingkat Kesempatan Kerja (KK); Harapan Lama Sekolah 

(Modal Manusia=MM); dan Rasio Total Jalan dalam Kondisi Baik (INF_J).  

Sementara itu terdapat 1 (satu) variabel yang diketahui tidak memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi 

Inklusif (IPEI) yaitu variabel Jumlah Penduduk Miskin (PM) yang 

merupakan representasi dari unsur kemiskinan.   

Dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil perhitungan tersebut, model 

pembangunan inklusif berbasis pengurangan ketimpangan (growth with 

equity) adalah rekomendasi yang paling sesuai untuk wilayah di kuadran II. 

Model ini tepat karena secara langsung menjawab isu ketimpangan yang 

dominan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan inklusif melalui 

perluasan akses terhadap infrastruktur dasar dan keuangan inklusif yang 

terbukti penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi 

Inklusif (IPEI). 

 

c) Pembangunan Inklusif pada daerah Pada Daerah dengan Pertumbuhan 

Ekonomi Rendah Namun Pendapatan Perkapita Tinggi (Kuadran III) 

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dipengaruhi secara 

signifikan oleh 6 (enam) variabel.  Adapun variabel tersebut diurut 

berdasarkan kontribusinya adalah sebagai berikut : Harapan Lama Sekolah 

(Modal Manusia=MM); Rasio Total Jalan dalam Kondisi Baik (INF_J); 

Rasio Jumlah Rekening Kredit UMKM terhadap Rekening Kredit (KI); 

Ketimpangan (GINI); Pertumbuhan Ekonomi (PE); dan Tingkat 

Kesempatan Kerja (KK).  Sementara itu terdapat 2 (dua) variabel yang 

diketahui tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Pertama adalah variabel Jumlah 



215 

 

Penduduk Miskin (PM) yang merupakan representasi dari unsur kemiskinan 

dengan koefisien sebesar -0,016622.   Kemudian variabel lainnya yang tidak 

berpengaruh secara siginifikan lainnya adalah Persentase Rumah Tangga 

dengan Sumber Air Minum Bersih (INF_S) yang merupakan representasi 

dari unsur Infrastruktur Dasar.   

Berdasarkan pertimbangan hasil analisis tersebut, maka model 

pembangunan inklusif berbasis peningkatan modal manusia (human 

capital-based growth) adalah pilihan yang paling tepat untuk wilayah 

kuadran III. Model ini menjawab kebutuhan utama masyarakat di daerah 

ini, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu 

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan 

berkelanjutan. 

 

d) Pembangunan Inklusif pada daerah Pada Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Rendah dan Pendapatan Perkapita Rendah (Kuadran IV) 

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dipengaruhi secara signifikan 

oleh 7 (tujuh) variabel.  Adapun variabel tersebut diurut berdasarkan 

kontribusinya adalah sebagai berikut : Rasio Jumlah Rekening Kredit UMKM 

terhadap Rekening Kredit (KI); Persentase Penduduk Miskin (PM);  Rasio Total 

Jalan dalam Kondisi Baik (INF_J); Tingkat Kesempatan Kerja (KK); Harapan 

Lama Sekolah (Modal Manusia=MM); Ketimpangan (GINI); dan Pertumbuhan 

Ekonomi (PE).  Sementara itu terdapat 1 (satu) variabel yang diketahui tidak 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi 

Inklusif (IPEI). Variabel tersebut adalah Persentase Rumah Tangga dengan 

Sumber Air Minum Bersih (INF_S) yang merupakan representasi dari unsur 

Infrastruktur Dasar.   

Dengan mempertimbangkan hasil ini, model pembangunan inklusif berbasis 

keuangan inklusif (financial inclusion-based growth) adalah rekomendasi yang 

paling tepat untuk wilayah di kuadran IV. Model ini efektif dalam menjawab 

tantangan utama wilayah ini, yaitu keterbatasan akses modal usaha produktif, 

pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kapasitas produktif masyarakat 

dalam jangka panjang secara inklusif dan berkelanjutan. 
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2. Evalauasi dan Rekomendasi kebijakan dan program yang efektif dalam 

mendorong pembangunan ekonomi inklusif pada berbagai karakteristik wilayah 

Kabupaten/Kota di Pulau Jawa di uraikan sebagai berikut : 

a. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)  

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki hubungan langsung dengan 

variabel rasio kredit UMKM terhadap total kredit di suatu daerah karena 

KUR merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas 

akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui 

subsidi bunga dan kemudahan agunan, KUR mendorong peningkatan 

volume kredit yang disalurkan ke sektor UMKM. Ketika KUR terserap 

dengan baik di suatu wilayah, maka jumlah kredit yang masuk ke sektor 

UMKM bertambah signifikan, sehingga menaikkan proporsi kredit UMKM 

dibandingkan total kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan di daerah 

tersebut. Rasio ini menjadi indikator penting inklusi keuangan, karena 

mencerminkan sejauh mana sistem keuangan daerah melayani sektor usaha 

kecil yang umumnya padat karya dan berperan besar dalam penciptaan 

lapangan kerja. Dengan demikian, semakin tinggi efektivitas penyaluran 

KUR, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan rasio kredit 

UMKM, yang pada gilirannya mendukung pencapaian pembangunan 

ekonomi yang lebih inklusif.  

b. Program Kartu Prakerja 

Program Kartu Prakerja memiliki peran strategis dalam menurunkan tingkat 

pengangguran terbuka dan secara tidak langsung meningkatkan Indeks 

Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Melalui skema pelatihan 

keterampilan dan insentif tunai, program ini membantu pencari kerja, 

korban PHK, dan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas kerja, 

sehingga memperluas kesempatan kerja dan mengurangi angka 

pengangguran. Penurunan TPT yang signifikan di berbagai wilayah pasca-

2020, bersamaan dengan masifnya pelaksanaan Prakerja, menunjukkan 

bahwa program ini efektif dalam menjembatani gap antara angkatan kerja 

dan kebutuhan pasar. 
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Kontribusi tingkat kesempatan kerja terhadap IPEI telah terbukti signifikan 

secara statistik di semua kuadran, meskipun dengan koefisien yang 

bervariasi. Di wilayah dengan ekonomi yang lebih mapan, penyerapan 

alumni Prakerja cenderung lebih cepat dan berkualitas, memberikan 

dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan yang merata. 

Sebaliknya, di wilayah tertinggal, meskipun pengangguran menurun, jenis 

pekerjaan yang tercipta belum cukup inklusif untuk meningkatkan IPEI 

secara substansial. 

c. Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi signifikan terhadap 

penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan 

Ekonomi Inklusif (IPEI) melalui mekanisme bantuan sosial bersyarat yang 

mendorong akses rumah tangga miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan dasar. Dengan memberikan transfer tunai secara rutin kepada 

keluarga prasejahtera yang memenuhi syarat, PKH menjaga daya beli, 

meningkatkan konsumsi dasar, serta mendorong partisipasi anak-anak 

dalam pendidikan dan layanan kesehatan preventif. 

Penurunan kemiskinan yang dicapai melalui PKH secara langsung 

meningkatkan dimensi keadilan distribusi dalam IPEI, terutama pada 

wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses layanan publik. 

Bantuan bersyarat ini juga memperkuat fondasi mobilitas sosial jangka 

panjang, karena keluarga penerima dibekali bukan hanya dengan konsumsi 

minimum, tetapi juga peluang untuk keluar dari perangkap kemiskinan 

struktural melalui penguatan modal manusia. Relasi ini menjadi penting 

karena IPEI tidak hanya mengukur pertumbuhan ekonomi, tetapi menilai 

sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu mengurangi eksklusi dan 

ketimpangan. Oleh karena itu, semakin efektif PKH dalam menurunkan 

kemiskinan dan mendorong partisipasi sosial-ekonomi kelompok rentan, 

semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan IPEI.  

d. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki peran strategis dalam 

meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang pada gilirannya 
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berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 

(IPEI). KIP memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari 

keluarga miskin dan rentan, sehingga mendorong keberlanjutan partisipasi 

pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Dengan mengurangi hambatan 

ekonomi untuk bersekolah, KIP secara langsung memperpanjang rata-rata 

lama sekolah penduduk, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 

(human capital), dan memperbesar peluang kerja produktif. 

Dalam konteks pembangunan inklusif, peningkatan HLS melalui KIP 

berkontribusi pada dimensi akses yang lebih adil terhadap kesempatan 

ekonomi. Masyarakat yang lebih terdidik memiliki peluang lebih besar 

untuk masuk ke pasar kerja formal dan memperoleh penghasilan yang layak, 

yang pada akhirnya memperkecil ketimpangan sosial dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

e. Program Dana Desa 

Program Dana Desa berperan penting dalam mengurangi ketimpangan 

antarwilayah dengan meningkatkan akses infrastruktur dasar, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan ekonomi di desa-desa tertinggal. Dana ini 

memungkinkan desa membangun jalan, irigasi, air bersih, serta mendukung 

kegiatan produktif masyarakat seperti BUMDes dan pelatihan keterampilan. 

Dengan demikian, Dana Desa membantu mempersempit kesenjangan antara 

desa dan kota, khususnya dalam akses layanan dan peluang ekonomi. 

Pengurangan ketimpangan ini secara langsung berkontribusi terhadap 

peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Ketimpangan 

yang lebih rendah mencerminkan distribusi hasil pembangunan yang lebih 

merata—salah satu pilar utama dalam konsep ekonomi inklusif. Studi 

Suryahadi et al. (2015) dan ADB (2020) menegaskan bahwa penurunan 

ketimpangan, khususnya dalam konteks geografis dan pendapatan, memiliki 

korelasi positif dengan peningkatan indeks pembangunan yang inklusif 

karena memperluas partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi.  
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5.2 Saran  

 

Adapun saran yang direkomendasikan dari disertasi ini diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Mencermati hasil perhitungan pengaruh masing – masing variabel bebas pada 

setiap kuadran, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Model pro-poor growth dalam konteks wilayah kuadran I menekankan 

bahwa pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi harus secara aktif 

diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.  Pada wilayah 

ini hendaknya dilakukan optimalisasi kebijakan fiskal dan program sosial 

yang menyasar kelompok miskin, seperti insentif pajak bagi sektor UMKM, 

perluasan subsidi produktif, serta program pelatihan kerja yang terintegrasi 

dengan sektor industri lokal. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat 

sistem monitoring terhadap keberhasilan redistribusi manfaat 

pembangunan, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi 

masyarakat. Peran infrastruktur jalan yang sangat signifikan menandakan 

bahwa penguatan konektivitas ekonomi antarwilayah masih menjadi 

tumpuan keberlanjutan pembangunan. Di sisi lain, harapan lama sekolah 

yang kurang berpengaruh memperlihatkan adanya stagnasi pada 

peningkatan kualitas pendidikan; ini dapat ditanggulangi dengan 

mendorong program link-and-match antara dunia pendidikan dan pasar 

kerja serta integrasi pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum sekolah. 

b. Model growth with equity pada kuadran II menekankan pentingnya keadilan 

distribusi dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak 

diiringi dengan peningkatan pendapatan per kapita yang memadai. Pada 

wilayah ini hendaknya dilakukan penguatan mekanisme redistribusi vertikal 

melalui sistem transfer fiskal yang lebih berkeadilan, seperti Dana Alokasi 

Khusus (DAK) tematik untuk pengentasan ketimpangan. Intervensi 

terhadap infrastruktur dasar, terutama air bersih dan sanitasi, harus menjadi 

prioritas, karena terbukti berpengaruh signifikan terhadap inklusi sosial dan 

kesehatan masyarakat. Penguatan lembaga keuangan mikro, koperasi, dan 

akses kredit UMKM juga harus dipercepat agar masyarakat bawah dapat 

berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah perlu 
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mengembangkan kebijakan afirmatif berbasis data spasial dan demografis 

untuk menjangkau kelompok yang terpinggirkan. 

c. Model pembangunan berbasis modal (human capital-based growth) 

manusia sangat relevan diterapkan pada wilayah kuadran III, di mana 

pendapatan per kapita tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi rendah. Pada 

wilayah ini perlu dikembangkan reposisi sektor pendidikan dan pelatihan 

sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah perlu 

mendorong reformasi pendidikan berbasis inovasi, seperti penguatan 

pendidikan STEM, literasi digital, dan kewirausahaan sosial. Program 

pelatihan kerja juga harus diarahkan untuk meningkatkan keterampilan 

teknis dan soft skill yang dibutuhkan oleh sektor ekonomi modern. Akses 

terhadap kredit UMKM yang signifikan menunjukkan bahwa terdapat 

potensi besar untuk menumbuhkan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi 

lokal, sehingga perlu dikembangkan inkubator bisnis, akses ke modal 

ventura, dan digitalisasi UMKM. Konektivitas fisik melalui infrastruktur 

jalan juga perlu diperkuat untuk menstimulasi mobilitas sumber daya 

manusia dan memperluas jaringan pasar. 

d. Model pembangunan yang menekankan pada financial inclusion atau 

inklusi keuangan menjadi sangat strategis di kuadran IV.  Pada wilayah ini 

hendaknya dilakukan orientasi program pada pemberdayaan ekonomi 

masyarakat akar rumput. Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan lokal 

seperti BUMDes, koperasi syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

(LKMS) untuk memfasilitasi akses pembiayaan produktif. Digitalisasi 

layanan keuangan juga perlu diperluas hingga ke desa-desa, agar efisiensi 

transaksi dan keterlibatan ekonomi warga meningkat. Program pengentasan 

kemiskinan harus lebih bersifat produktif, misalnya melalui program 

inkubasi usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberian hibah modal awal. 

Dalam jangka menengah, fokus pada pembangunan jalan desa dan 

konektivitas antarwilayah akan mempercepat integrasi ekonomi lokal. 

Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan 

LSM untuk mendampingi program-progam pemberdayaan ekonomi yang 

lebih adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik lokal. 
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2. Mencermati kajian evaluasi dan rekomendasi kebijakan dalam mendorong 

pembangunan ekonomi inklusif maka dapat direkomendasikan beberapa hal 

sebagai berikut : 

a. Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu terus diperkuat, 

khususnya di wilayah kuadran IV dan II yang menunjukkan kebutuhan 

tinggi terhadap akses permodalan produktif. Pemerintah harus 

meningkatkan penyaluran KUR secara lebih terarah kepada sektor-sektor 

produktif di wilayah tertinggal, dengan memperlonggar persyaratan agunan 

serta memperkuat pendampingan usaha. Kolaborasi dengan lembaga 

keuangan daerah dan BUMDesa sangat penting untuk memastikan bahwa 

KUR tidak hanya terserap di daerah maju, tetapi juga menjangkau UMKM 

di kawasan terpencil yang menjadi pilar ekonomi lokal. 

b. Program Kartu Prakerja perlu ditransformasikan dari sekadar program 

pelatihan berbasis daring menjadi ekosistem pembelajaran berkelanjutan 

yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Untuk wilayah dengan 

indeks kesempatan kerja rendah seperti kuadran III dan IV, pelatihan harus 

disesuaikan dengan potensi sektoral daerah serta difasilitasi dengan koneksi 

langsung ke pasar kerja, baik melalui kemitraan dengan industri maupun 

pembentukan inkubator wirausaha. Dengan pendekatan tersebut, Prakerja 

tidak hanya menurunkan pengangguran, tetapi juga mendorong penciptaan 

pekerjaan yang layak dan inklusif.  

c. Program Keluarga Harapan (PKH) harus terus ditingkatkan cakupannya 

terutama pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti kuadran IV. 

Namun demikian, intervensi tidak boleh berhenti pada bantuan tunai, 

melainkan harus disertai strategi exit dari kemiskinan struktural melalui 

integrasi dengan program pelatihan keterampilan, layanan kesehatan 

primer, dan pendidikan anak. Dengan begitu, PKH tidak hanya menjaga 

konsumsi dasar, tetapi juga menjadi sarana mobilitas sosial lintas generasi.  

d. Dalam rangka memperkuat Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), perlu 

dilakukan penguatan sistem pendataan dan pengawasan agar program ini 

benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Di 
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wilayah kuadran III, di mana harapan lama sekolah menjadi variabel paling 

signifikan terhadap IPEI, perluasan manfaat KIP hingga jenjang pendidikan 

tinggi menjadi sangat strategis. Selain itu, KIP harus dibarengi dengan 

program pendukung seperti subsidi transportasi sekolah dan penyediaan 

fasilitas pendidikan di daerah tertinggal agar dampaknya terhadap 

pembangunan inklusif lebih optimal. 

e. Untuk Program Dana Desa, perlu dikembangkan pendekatan berbasis 

partisipasi dan kebutuhan lokal. Di wilayah kuadran II dan IV, Dana Desa 

harus difokuskan untuk mengurangi ketimpangan spasial dengan 

meningkatkan infrastruktur dasar yang paling dibutuhkan, seperti jalan 

penghubung, air bersih, dan fasilitas sanitasi. Namun, pemanfaatan Dana 

Desa tidak boleh semata-mata untuk pembangunan fisik, melainkan harus 

diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan 

BUMDes, pelatihan keterampilan, serta pengembangan usaha berbasis 

potensi lokal. Penguatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan 

pengelolaan Dana Desa juga menjadi kunci agar program ini berjalan efektif 

dan akuntabel. 

 

5.3 Pengembangan Penelitian Masa Depan 

1. Penelitian ini telah memberikan pemetaan dan analisis awal mengenai dinamika 

pembangunan ekonomi inklusif di kabupaten/kota di Pulau Jawa berdasarkan 

pemetaaan karakteristik wilayah. Namun, untuk menghasilkan pemahaman 

yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas pembangunan inklusif, 

penelitian di masa depan perlu menggunakan pendekatan multidimensional. 

Integrasi lebih banyak variabel, seperti kualitas lingkungan hidup, tingkat 

digitalisasi masyarakat dan ekonomi, serta indeks kebahagiaan, menjadi penting 

untuk menggambarkan kondisi sosial-ekonomi wilayah secara lebih utuh dan 

relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan.  Dimensi-dimensi 

tersebut dapat memperkaya analisis karena pembangunan ekonomi inklusif 

tidak hanya berkaitan dengan angka pertumbuhan atau distribusi pendapatan, 

tetapi juga mencakup aspek kualitas hidup, kesejahteraan subjektif, dan 

keterlibatan aktif dalam transformasi ekonomi digital. 
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2. Cakupan penelitian ke depan perlu diperluas dengan melibatkan seluruh 

kabupaten/kota di Indonesia, sehingga analisis tidak hanya terbatas pada Pulau 

Jawa, melainkan juga mampu menangkap disparitas dan dinamika pertumbuhan 

inklusif di berbagai pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa 

Tenggara, hingga Papua.  Dengan cakupan nasional, penelitian dapat 

menghasilkan pemetaan pembangunan yang lebih akurat antarwilayah dan 

menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang nyata untuk 

mendorong integrasi pembangunan antar pulau, mengurangi ketimpangan 

regional, serta mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif 

dan berkelanjutan secara nasional. 

3. Kajian evaluasi kebijakan peningkatan IPEI perlu diperluas melalui 

pengembangan model yang memasukkan variabel kontrol. Program bantuan 

sosial, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur, serta penyaluran 

kredit UMKM sebagai bagian dari keuangan inklusif dapat dianalisis lebih 

lanjut untuk menilai apakah variabel-variabel tersebut memperkuat atau justru 

memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap peningkatan Indeks 

Pembangunan Ekonomi Inklusif. 
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